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WALI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA MANADO
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Menimbang:

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MANADO,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Manado Tahun 2023.

L

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor.
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor. 822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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Menetapkan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun
2021 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi 2021-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Manado Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Kota Manado Tahun 2011 Nomor 8)

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Manado Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Kebjjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampal dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
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5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode

1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota
Manado Tahun 2021-2026.
(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi daerah,;

b. prioritas pembangunan daerah; dan
c. rencana kKerja dan pendanaan untuk jangka waktu

1 (satu) tahun;

Pasal 3
RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

bab I pendahuluan;
bab II gambaran umum kondisi daerah;
bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah;

bab V rencana kerja dan pendanaan daerah;

a.
b.

C.

d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah;

e.

f. bab VI kinerja penyelanggaraan pemerintahan daerah; dan
g.

bab VII penutup.

Pasal 4

RKPD Kota Manado Tahun 2023 menjadi pedoman bagi

Pemerintah Kota Manado dalam menyusun :

a. Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;

b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kota

Manado Tahun Anggaran 2023;

BAB III
PENGENDALIAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
Daerah bertujuan untuk mewujudkan:
a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan

hasil rencana pembangunan Daerah,;
b. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

c. kesesuaian antara capalan pembangunan Daerah
dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
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(2} Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota

Manado.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal & V4 2022
4,._.;:'\;-‘;-"{";;5?@;11‘1{01*1& MANADO,

i

Diundangkan di Manado

pada tanggal

6 Ju Y 2022

xRS DAERAH KOTA MANADO,

¥SYA SEMBELLAKAT
RAH KOTA MANADO TAHUN 2022 NOMOR 23
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KATA PENGANTAR

Pemerintah Daecrah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan
pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan
nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Manado Tahun 2023 telah
mengakomodir tahapan perencanaan teknokratik, pendekatan partisipatif,
pendekatan top-down dan bottom up serta politis. Dokumen RKPD Kota Manado
Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, akan menjadi dasar
dalam penyusunan dokumen Kebijjakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Tim penyusun RKPD tahun 2023 menyampaikan terima kasih atas kerja
sama semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam
penyusunan dokumen RKPD ini, di mana tanpa bantuan semua pihak dokumen
RKPD ini tidak dapat terwujud. Semoga apa yang telah tertuang dalam dokumen
perencanaan ini dapat menjadi landasan kita untuk mewujudkan Manado yang

Maju dan Sejahtera. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita sekalian.

KATA PENGANTAR - i
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BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Rencana pembangunan daerah
dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur,

berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penyusunan rencana pembangunan daerah wajib dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan
memperhatikan kewenangan. Rencana pembangunan daerah dituangkan dalam
bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu
5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk perencanaan di tingkat perangkat daerah,
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada RPJMD, dan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat

Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Manado
Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
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Daerah, maka penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional;

b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan
daerah; dan

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-

masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Gambar 1.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Manado Tahun 2023

Dokumen RKPD Kota Manado Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun
kedua dari perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam
dokumen RPJMD Kota Manado 2021-2026. Penyusunan RKPD Kota Manado
senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam peraturan,
dan Penyusunan RKPD Kota Manado ini juga memperhatikan kerangka ekonomi
daerah dan kemampuan keuangan daerah, arah kebijakan ekonomi dan keuangan

daerah, permasalahan dan program prioritas pembangunan daerah, evaluasi dan
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rencana kerja yang terukur, serta pendanaan dan prakiraan maju. Rancangan Akhir
RKPD juga memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) yang dikompilasi dari seluruh

dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Dokumen melalui beberapa tahapan untuk menjadi Dokumen
RKPD yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang RKPD Kota
Manado (pasal 102 ayat 1,2 dan 104 ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) .

Setelah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, Dokumen RKPD akan
menjadi pedoman perumusan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), untuk
selanjutnya disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan
dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

(Pasal 106 ayat (1,2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 .

Dengan demikian, fokus perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang
dimuat dalam RKPD Kota Manado Tahun 2023 adalah demi keberhasilan
pencapaian Visi “Manado Maju dan Sejahtera Sebagai Beranda Sulawesi Utara
dan Indonesia Ke Asia Pasifik” — sebagaimana menjadi visi yang tertuang dalam
RPJMD Kota Manado 2021-2026 - dengan memperhatikan kontribusi rencana
program/kegiatan Pemerintah Kota Manado dalam mendukung Visi Misi
pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 serta Visi Misi
Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, penyusunan RPKD Kota Manado Tahun
2023 harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat Provinsi dan
Nasional yang diaktualisasikan melalui pembangunan Kota Manado yang semakin
maju dan sejahtera, yang berdampak pada peningkatan bermakna kualitas hidup
masyarakat Kota Manado yang adalah Beranda Sulawesi Utara dan Indonesia ke

Asia Pasifik.

Dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Kota
Manado untuk tahun 2023, digunakan 4 (empat) pendekatan yaitu : politis,
teknokratis, partisipatif, dan top-down bottom-up. Maksud dari masing-masing

pendekatan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan politis merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam
merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan

program pembangunan yang ditawarkan Walikota dan Wakil Walikota
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Manado pada saat kampanye, sebagaimana telah dituangkan dalam
RPJMD Kota Manado 2021-2026. Pendekatan  politis juga
mempertimbangkan keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota
Manado, terutama pada tahapan sinkronisasi hasil reses yang dilakukan

oleh anggota DPRD Kota Manado.

Pendekatan teknokratis merupakan langkah perencanaan menggunakan
metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah. Yang dimaksud dengan metoda dan kerangka
berpikir ilmiah adalah cara analisa secara sistematis dengan menggunakan
bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat
dipertanggungjawabkan. Analisis yang dihasilkan digunakan untuk
merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah beserta peluang dan tantangan yang mempengaruhi;
merumuskan tujuan, strategi dan arah kebijakan pembangunan;
memproyeksikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan asumsi
perkembangan ekonomi makro; merumuskan program prioritas
pembangunan daerah; menetapkan target kinerja program yang harus
dicapai; memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan untuk
tahun rencana disertai dengan prakiraan maju; serta menetapkan PD

penanggungjawab program/kegiatan.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi publik
dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dengan
memperhatikan antara lain relevansi pemangku kepentingan dalam
perencanaan pembangunan daerah; keterwakilan seluruh segmen
masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan
pengarusutamaan gender; serta dengan memastikan adanya transparasi
dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media

massa.

Pendekatan top-down dilaksanakan melalui kajian terhadap arah kebijakan
pembangunan di tingkat Provinsi dan Nasional serta pedoman-pedoman
lainnya yang mengikat terkait dengan perencanaan. Pendekatan bottom-up
dilaksanakan melalui pelaksanaan musyarawah yang dimulai dari tingkat
Lingkungan, untuk selanjutnya diangkat pada musyawarah di jenjang

Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kota.
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Hasil kesepakatan dari Musrenbang Kecamatan dan konsultasi publik
selanjutnya dikoordinasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dalam
Forum Pra Musrenbang (Forum Perangkat Daerah) untuk disinergikan
dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (pendekatan teknokratis)
dengan memperhatikan program-program unggulan Kepala Daerah serta
hasil reses DPRD (pendekatan politis). Hasil dari Forum PD selanjutnya
dibawa ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD kota) dalam rangka mendapatkan
masukan untuk penyempurnaan RKPD dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan.

Uraian tentang pelaksanaan RKPD Kota Manado Tahun 2023 dapat dilihat

dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Frame Work RKPD Tahun 2023
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1. 2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini di dasarkan

pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1959 Nomor. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.

822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standart Pelayanan Minimum (SPM);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034;

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun
2021-2026;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim

Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kota Manado 2023 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan

Kota Manado — harus terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen

perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun dokumen

perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi RPJP Nasional, RPJM Nasional,
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RKP, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara, RKPD
Provinsi Sulawesi Utara dan dokumen perencanaan penting lainnya yang dapat

menjadi rujukan perumusan program dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Manado Tahun 2023
harus diselaraskan dengan Renja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran
dari Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya secara vertikal memperhatikan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) serta RKPD Provinsi Sulawesi Utara untuk menjaga
keterkaitan dan kesinambungan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah
Provinsi. Dokumen RKPD 2023 juga memperhatikan dokumen RTRW Kota Manado
agar program dan kegiatan yang dirumuskan sesuai penataan ruang kota.
Hubungan antar dokumen dalam penyusunan RKPD 2023 dapat digambarkan
dalam Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen
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1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemeritah Daerah (RKPD)
tahun 2023 yang ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Perangkat Daerah /Peraturan
Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah akan dijadikan sebagai acuan
untuk menyusun Dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon
Anggaran Sementara) dan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan APBD.

Adapun tujuannya adalah:
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1. Sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar pusat dan

daerah, wilayah, dan antar sektor pembangunan.

2. Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan rencana kerja berupa program
dan kegiatan yang merupakan hasil kesepakatan antar pemangku
kepentingan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun

lewat partisipasi masyarakat.

3. Menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah
(PD) Kota Manado dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja—-PD).

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjabarkan
sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan susunan

sebagaimana tergambar pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Sistematika Penyusunan RKPD Tahun 2023

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Dokumen RKPD
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BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas
dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2  Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

KINERJA PERNYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

PENUTUP
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BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH

2. 1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
A. Geografi

Kota Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara yang terletak
di antara 1°030' - 1940' Lintang Utara (LU) dan 1240 40' 00" - 126° 50' Bujur
Timur (BT). Secara administratif, batas-batas wilayah Kota Manado sebagai

berikut:

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Wori (Kabupaten Minahasa Utara) dan

Teluk Manado.

- Sebelah Timur dengan Kecamatan Dimembe (Kabupaten Minahasa Utara)

dan Kecamatan Tombulu (Kabupaten Minahasa).

- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pineleng dan Kecamatan Mandolang

(Kabupaten Minahasa).

- Sebelah Barat dengan Teluk Manado (Laut Sulawesi).
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Gambar 2.1 Profil Kota Manado

« VISIRPJPD 2005-2025
“MANADO PARIWISATA
DUNIA"

VISIRPJMD 2021-2026
“MANADO MAJU DAN
SEJAHTERA SEBAGAI
BERANDA SULAWESI UTARA
DAN INDONESIA KE ASIA
PASIFIK"

« LUAS WILAYAH 157,26 KM2+
LAHAN REKLAMASI 0,83 KM2

+ 11 KECAMATAN, 87
KELURAHAN, 504
LINGKUNGAN

* GARIS PANTAI76,84 KM &
TELUKMDO

+ DILALUI 5 SUNGAI BESAR (8
DAS)

+ MEMILIKIZ2 GUNUNG, 3 PULAU

+ JUMLAH PENDUDUK BPS
453.182(2021) JIWA/
DUKCAPIL 485.720(2021)

Wilayah Kota Manado terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan
dengan total luas keseluruhan 157,26 km?2. Untuk wilayah kepulauan meliputi
Pulau Bunaken seluas 7,94 km?, Pulau Manado Tua seluas 10,47 km?2, dan Pulau
Siladen seluas 0,46 km?2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2
Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun
2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan, wilayah administrasi Kota

Manado memiliki 11 kecamatan dengan 87 kelurahan.

Tabel 2.1. Wilayah Kecamatan di Kota Manado

Kecamatan Luas ( km2 /Ha) % Jumlah
kelurahan

Malalayang 17,12 10,9 9
Sario 1,75 1,1 7
Wanea 7,85 5,0 9
Wenang 3,64 2,3 12
Tikala 7,10 4,5 5
Mapanget 49,75 31,6 10
Singkil 4,68 3,0 9
Tuminting 4,31 2,7 10
Bunaken 36,19 23,0 S
Bunaken 16,85 10,7 4
Kepulauan 8,02 5,1 7
Paal Dua

JUMLAH 157,26/15.726 100 87

Sumber: RPJMD Kota Manado 2021-2026

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
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Berdasarkan Tabel 2.1, Kecamatan Mapanget memiliki wilayah paling luas
yaitu 49,75 Km?2, sedangkan wilayah kecamatan yang luasnya paling kecil

adalah Kecamatan Sario yaitu 1,75 Km?2.

Secara morfologis, Kota Manado memiliki karakteristik alam yang unik
dengan bentang alam berunsur trimatra yaitu pantai, daratan dan perbukitan,
yang terbentang dengan jarak yang relatif kecil (< 1 km) diantara ketiga matra
tersebut. Kondisi topografi dan geomorfologinya merupakan bagian dari
gugusan pegunungan, perbukitan, lembah dan sungai yang berada di daratan
Minahasa. Bagian utara morfologi berbukit sampai bergunung dengan puncak
tertinggi Gunung Tumpa yaitu 610 meter. Di bagian timur umumnya
bergelombang dengan morfologi landai sampai curam. Mendekati bagian
tengah kota, morfologi semakin landai dan rata. Pada bagian Selatan,
punggung-punggung bukit semakin melebar dan menjalar lebih panjang.

Topografi Kota Manado dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Topografi Kota Manado

Luas
Keadaan Tanah Kemiringan
Ha %
Dataran Landai 0-8 % 6.315,31 40,16
Berombak 8-15 % 5.967,69 37,95
Berbukit 15-40 % 1.554 9,88
Bergunung >40 % 1.889 12,01
Jumlah 15.726,00 100

Sumber : RPJMD Kota Manado 2021-2026

Topografi Kota Manado bervariasi antara 0 % hingga lebih dari 40,16 %
dimana untuk dataran yang landai dengan kemiringan 0-8 % dan ketinggian O
- 240 meter diatas permukaan laut merupakan area yang paling luas
dibandingkan dengan keadaan tanah yang lain, sebagaimana Tabel di bawah

ini.
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Tabel 2.3 Ketinggian Dataran Topografi Kota Manado

Ketinggian (meter) Luas (Ha) %
0 -240 14.494,50 92,15
240 - 560 1.158,50 7,37
560 - 1000 76,00 0,48

> 1000 - -
Jumlah 15.726,00 100

Sumber : RPJMD Kota Manado 2021-2026

Kondisi topografi dan morfologi seperti ini menyebabkan pertumbuhan
dan perkembangan Kota Manado memanjang mulai dari kawasan pesisir pantai
utara sampai pesisir pantai selatan yang kemudian membentuk pola
pertumbuhan kota seperti daun pepaya. Permukiman tumbuh tidak merata
pada seluruh bagian kota, tapi mengelompok secara memanjang pada kawasan
yang memiliki topografi datar yang menyusup di antara kawasan perbukitan
berlereng cukup tinggi. Limitasi fisik ini menyebabkan Pemerintah Kota
Manado menempuh kebijakan pengembangan kota dengan cara reklamasi
pantai untuk mendukung perkembangan kota. Reklamasi pantai dimulai
tahun 1995 yang menjadikan wilayah daratan bertambah kurang lebih 83 Ha

atau 8,3 km?.

Sebagai daerah yang terletak di garis khatulistiwa, maka Kota Manado
mengenal dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan di suatu
tempat antara lain ditentukan oleh keadaan iklim, keadaan torographi dan
perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan
bervariasi menurut bulan. Berdasarkan pengamatan di Stasiun Meteorologi
Manado, rata-rata curah hujan selama tahun 2019 berkisar antara 10 mm

(bulan September) sampai 544 mm (bulan Januari).

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya
tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada
tahun 2018, suhu udara rata-rata pada berkisar antara 26,9C sampai 28,1 C,
Suhu udara maksimum terdapat pada bulan Agustus, sedangkan suhu udara
minimum terdapat pada bulan Desember. Kota Manado mempunyai
kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 66 - 86 persen
(BPS Kota Manado 2019). Pada tahun 2019 kecepatan angin rata-rata di kota

Manado berkisar antara 2,7 — 7,8 knots.
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Kota Manado mempunyai 3 wilayah pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau
Manado Tua dengan garis pantai 22,45 km, Pulau Bunaken dengan garis pantai
23,23 m dan Pulau Siladen dengan garis pantai 3,27 m. Total Garis pantai Kota
Manado sepanjang 73,95 km. Terdiri dari garis pantai di wilayah daratan 25
km dan garis pantai di wilayah kepulauan yaitu Pulau Bunaken, Manado Tua,
dan Siladen sepanjang 48,95 km. Luas dan panjang garis pantai dari masing-

masing pulau dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Pulau-pulau Dalam Wilayah Administratif Kota Manado

Nama Pulau Luas Panjang Garis Wilayah Kelurahan/Kecamatan
(km2) Pantai (km)
Manado Tua 10,47 22,45 Manado Tua Satu dan Manado Tua Dua

Kec. Bunaken Kepulauan

Bunaken 7,94 23,23 Bunaken dan Alung Banua Kec.
Bunaken Kepulauan

Siladen 0,46 3,27 Bunaken Kec. Bunaken Kepulauan

Sumber: RPJMD Kota Manado 2021-2026

Wilayah Perairan Teluk Manado memiliki bathimetri yang bervariasi dari
landai sampai drop-off, dengan kedalaman 2-5 meter di pesisir pantai sampai
1.000 meter pada garis batas pertemuan pesisir dasar lereng benua. Di
Kawasan Taman Nasional Laut Bunaken, drop-off ini mencapai ratusan meter
dan merupakan komunitas terumbu karang dengan ekosistem underwater
yang spesial dan eksotis. Di Kota Manado juga terdapat dua gunung. Gunung
tertinggi adalah Manado Tua dengan ketinggian 655 meter dan Gunung Tumpa

dengan ketinggian sekitar 610 meter.

Kota Manado dilintasi oleh 5 (lima) sungai besar yaitu: Sungai Tondano,
Sungai Tikala, Sungai Bailang, Sungai Sario, Sungai Malalayang, sebagaimana

Tabel berikut ini.
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Tabel 2.5 Sungai di Kota Manado

SUNGAI PANJANG (KM)
Sungai Tondano 10,37
Sungai Tikala 7,36
Sungai Bailang 6,60
Sungai Sario 7,14
Sungai Malalayang 4,47
Sungai Kilu 3,89
Sungai Paniki 15,43
Sungai Tiram 1,36
Sungai Kima 11,76
Sungai Kima Kecil 3,55
Sungai Kolongan 3,12
Sungai Lumandanga 2,36
Sungai Maasing 1,58
Sungai Pesawangan 4,14
Sungai Taas 2,74
Sungai Tingkulu 2,51
Sungai Warembungan 0,45
Sungai Warukapas 2,77
Jumlah 91,6

Sumber : Kota Manado Dalam Angka 2021

Sungai Tondano berhulu di Danau Tondano (wilayah Kabupaten
Minahasa) dan bergabung dengan Sungai Tikala (bagian tengah Kota Manado)
sebelum bermuara di Teluk Manado. Keberadaan Sungai Tondano
dimanfaatkan dan dikelola oleh PT. Air Manado sebagai salah satu sumber air

bersih masyarakat Kota Manado.

Pada Gambar di bawah tampak bahwa Kawasan Budidaya di Kota Manado lebih

luas dibandingkan dengan Kawasan Lindung.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11 - 6



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

Gambar 2.2. Persentase Luas Kawasan Kota Manado
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Dari total luas Kota Manado, sebesar 79,17 persen adalah Kawasan
Budidaya atau 12.517,52Ha seperti pada Tabel 2.6, sedangkan untuk kawasan
lindung hanya sebesar 20,83 yaitu seluas 3.293,5 Ha.

Tabel 2.6 Kawasan Budidaya dan Peruntukan Lahan Kota Manado

KAWASAN PERUNTUKKAN LUAS (Ha)
Kawasan Budidaya Terminal 1.61
Kawasan Budidaya TPA 5.77
Kawasan Budidaya Pelabuhan 7.90
Kawasan Budidaya Pendidikan 103.61
Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah 4.09
Kawasan Budidaya Perikanan 20.42
Kawasan Budidaya Pelayanan Umum 271.25
Kawasan Budidaya Pariwisata 11.61
Kawasan Budidaya Perumahan 6,856.67
Kawasan Budidaya Pertanian 4,794.25
Kawasan Budidaya Perkantoran 74.89
Kawasan Budidaya Perdagangan & Jasa 267.20

KAWASAN PERUNTUKKAN LUAS (Ha)
Kawasan Budidaya Industri & Pergudangan 52.53
Kawasan Budidaya Hankam 45.74

JUMLAH 12,517.52

Sumber : RTRW Kota Manado 2014-2034
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Dengan jumlah luasan lahan yang diperuntukkan kawasan budidaya
yang lebih besar dari kawasan lindung, maka diperlukan langkah dan strategi
yang tepat untuk menahan laju peruntukan lahan kawasan budidaya. Oleh
karena itu perlu direncanakan pengembangan perumahan secara vertikal

dengan konsep rusun dan rusunawa.

Kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi perumahan memiliki lahan
yang paling luas yaitu sebesar 6.856,67 Ha dan yang paling kecil adalah
peruntukkan terminal yaitu hanya seluas 1,61 Ha seperti yang tampak pada
Tabel 2.6.

Tabel 2.7. Kawasan Lindung & Peruntukannya di Kota Manado

KAWASAN PERUNTUKKAN LUAS (Ha)
Kawasan Lindung Taman Hutan Raya 151.87
Kawasan Lindung Pantai Berhutan Bakau 18.75
Kawasan Lindung RTH 305.49
Kawasan Lindung Resapan Air 213.13
Kawasan Lindung Cagar Budaya 6.32
Kawasan Lindung Sempadan Pantai 111.72
Kawasan Lindung TNB 1,949.58
Kawasan Lindung Sempadan Sungai 536.61
JUMLAH 3,293.46

Sumber : RTRW Kota Manado 2014-2034

Pada Tabel 2.7 kawasan lindung yang diperuntukkan bagi Taman
Nasional Bunaken (TNB) adalah yang paling luas yaitu seluas 1.949,58 Ha dan
yang paling kecil adalah peruntukkan cagar budaya yang hanya 6,32 Ha.

B. Demografi

Kota Manado adalah daerah urban terbesar di Kawasan Timur Indonesia
belahan Utara. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kota
Manado berjumlah 410.481 jiwa. Pada tahun 2014, jumlah penduduk kota
Manado meningkat secara signifikan menjadi 423.357 jiwa. Jumlah ini terus
meningkat, tahun 2018 menjadi 431.880 jiwa, tahun 2019 menjadi 433.635
jiwa, dan tahun 2020 menjadi 451.920 jiwa. Dengan demikian, tingkat
pertumbuhan penduduk Kota Manado selang tahun 2014-2020 adalah
0,65%. Terdapat perbedaan data antara publikasi Badan Pusat Statistik dan
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado terkait

jumlah penduduk, dimana terdapat perbedaan kurang lebih tiga puluh dua

ribu jiwa. Menurut data Disdukcapil pada tahun 2021 data kependudukan
Kota Manado di angka 485.720 jiwa dan pada data BPS sebesar 453.182 jiwa.

Perkembangan penduduk Kota Manado selang tahun 2014-2021 dapat dilihat

dari Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Jumlah Penduduk Kota Manado Tahun 2014-2021
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Sumber : BPS Kota Manado & Disdukcapil Kota Manado
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Kecamatan yang ada di Kota Manado dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kota Manado Tahun 2021 berdasarkan

Kecamatan

NO KECAMATAN LAKI - PEREMPUA | JUMLAH
1 | BUNAKEN (1) 14,396 13,728 28,124
2 | TUMINTING (2) 30,058 29,441 59,499
3 | SINGKIL (3) 28,116 27,942 56,058
4 | WENANG (4) 17,848 17,735 35,583
5 | TIKALA (5) 16,483 16,149 32,632
6 | SARIO (6) 11,713 11,731 23,444
7 | WANEA (7) 32,135 31,872 64,007
8 | MAPANGET (8) 33,199 32,968 66,167
9 | MALALAYANG (9) 33,492 33,104 66,596
10 | BUNAKEN KEPULAUAN 3,684 3,485 7,169
11 | PAALDUA (11) 23,336 23,105 46,441

TOTAL 244,46 241,26 | 485,72

Sumber : Dinas Catatan Sipil tahun 2021
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang
paling banyak ada di Kecamatan Malalayang (66,596 jiwa) dan jumlah
penduduk yang paling sedikit ada di Kecamatan Bunaken Kepulauan (7.169
jiwa). Besarnya jumlah penduduk di Kota Manado menyebabkan kepadatan
penduduk menjadi cukup tinggi. Dengan luas wilayah 157,26 km?2, kepadatan
penduduk Kota Manado pada tahun 2021 mencapai 3088 jiwa/km?.

Bila ditinjau dari kelompok umur, dapat dilihat bahwa komposisi
penduduk Kota Manado sudah memasuki tahap bonus demografi. Jika dilihat
berdasarkan klasifikasi kelompok umur, bisa dilihat jumlah penduduk usia
produktif (15-64 tahun) Kota Manado sampai dengan Tahun 2021, berjumlah
347.746 jiwa, sedangkan yang non produktif berjumlah 137.974 jiwa.
Pertambahan proporsi penduduk produktif berdampak atas bertambahnya
kebutuhan lapangan pekerjaan, serta pelatihan peningkatan kualitas tenaga
kerja untuk menunjang penyerapan tenaga kerja di masa depan.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Kota Manado Tahun 2021 berdasarkan Umur
dan Jenis Kelamin

STRUKTUR UMUR | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH

1 |04 13,976 12,924 | 26,900
2 |59 18,250 16,092 | 35,242
3 | 10-14 18,626 17,481 | 36,107
4 |15-19 20,930 19,582 | 40,512
5 | 20-24 20,497 19,265 | 39,762
6 |25-29 20,557 19,777 | 40,334
7 |30-34 19,219 18,460 | 37,679
8 |35-39 19,182 18,229 | 37,411
9 | 40-44 18,249 17,583 | 35,832
10 | 45-49 17,725 17,794 | 35,519
11 | 50-54 15,872 16,073 | 31,945
12 | 55-59 13,366 14,104 | 27,470
13 | 60-64 10,412 10,870 | 21,282
14 | 65-69 7,938 8,775 16,713
15 | 70-74 4,576 5,469 10,045
16 | > 75 5,085 7,882 12,967
TOTAL 244,460 241,260 485,720

Sumber Disdukcapil Tahun 2021

Jumlah penduduk di Kota Manado untuk tahun 2021 tercatat 485.729
(Disdukcapil) dengan komposisi penduduk laki laki lebih banyak 3.200 orang
dibanding jumlah penduduk perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan
usia menunjukan bahwa Kota Manado masih berada pada kriteria bonus
demografi dimana proporsi penduduk angkatan kerja lebih besar dari non

angkatan kerja. Hal ini dapat berarti bahwa banyak tersedia tenaga kerja dan
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juga bisa berarti beban bagi Kota untuk dapat memenuhi kebutuhan pencari

kerja.

Gambar 2.4. Piramida Penduduk Kota Manado Tahun 2021
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Sumber : Disdukcapil Kota Manado, 2021

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 2.9 penduduk yang termasuk
angkatan kerja (penduduk umur 15 tahun s/d 64 tahun) berjumlah 343.746
jiwa dan penduduk bukan angkatan kerja (penduduk umur 0-14 tahun dan 65
tahun keatas) berjumlah 134.974 jiwa. Gambar 2.4 adalah gambaran demografi
Kota Manado bila ditinjau dari rasio ketergantungan (dependency ratio),
maka dapat disimpulkan bahwa rasio ketergantungan penduduk Kota Manado
adalah sebesar 39,67%. Angka ini menyatakan bahwa dari setiap 100 orang
yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 39
orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik merupakan tujuan yang
ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi
pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Bagian aspek
kesejahteraan masyarakat meliputi: (1) aspek kesejahteraan dengan fokus

kesejahteraan pemerataan ekonomi; (2) aspek kesejahteraan dengan fokus
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kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan dengan fokus Seni Budaya dan

Olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, akan diuraikan beberapa
indikator makro yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi Kota Manado. Indikator ekonomi tersebut antara lain melihat
kinerja dari indikator pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, angka

kemiskinan, indeks gini serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Kota
Manado secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas
Dasar Harga Konstan. PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa
yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedangkan PDRB ADHK
menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang
berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Selain menjadi bahan
dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan
evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Perkembangan PDRB
ADHB dan ADHK serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Nilai dan Kontribusi Perkategori PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku Kota Manado Tahun 2017-2021

Nilai / PDRB ADH Berlaku Tahun 2017 - 2021
Uraian Kontribusi 2017 2018 2019 2020 2021
Pertanian Nilai (dalam 590,133 643,112 707.184 727,107 772,097
’ miliar rupiah)
Kehutanan dan Kontribusi
Perikanan o 1,90 1,88 1,89 1,98 1,95
kategori (%)
Nilai (dalam 23,228 23,969 25,959 26,348 28,023
Pertambangan miliar rupiah)
dan Penggalian Kontribusi 0.07 0.07 0.07 0.07 0,07
kategori (%) ’ ’ ’ ’
, Nilai (dalam 1.032,103 1.110,504 1.213,355 1.304,247 1.473,630
Industri miliar rupiah)
Pengolahan Kontribusi 3,73
Kategond (%) 3,32 3,25 3,25 3,56
Nilai (dalam 30,067
Pengadaan Listrik | miliar rupiah) 21,692 22,430 25,376 28,195
dan Gas Kontribusi 0.07 0.07 0.07 0.08 0,08
kategori (%) ’ ’ ’ ’
Pengadaan Air; Nilai (dalam 26.756 27 874 29 853 30.221 31,299
Pengelolaan miliar rupiah) ’ ’ ’ ’
Sampah, Limbah | Kontribusi 0,08
dan Daur Ulang kategori (%) 0,09 0,08 0,08 0,08
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Nilai (dalam 2.960,480 3.241,214 3.496,228 3.471,390 3.995,377
. miliar rupiah)
F Konstruksi .
Kontribusi 10,11
Kategori (%) 9,52 9,48 9,35 9,48
Perdagangan Nilai (dalam 5.425,421 5.948,051 6.898,882 7.156,998 7.915,731
G Besar dan Eceran; | miliar rupiah) ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Reparasi Mobil Kontribusi
20,02
dan Sepeda Motor kategori (0/0) 17744 17)39 18’45 19’54
. Nilai (dalam 6.154,254 |  7.041,788 |  7.375,480 |  5.760,176 |  6:017,552
Transportasi dan miliar rupiah)
# | Pergudangan Kontribusi 19,78 20,59 19,73 15,72 15,22
kategori (%) ’ ’ ’ ’
Penyediaan Nilai (dalam 1.810,590 1.938,623 1.976,632 1.348,780 1.560,301
. miliar rupiah)
I Akomodasi dan : :
Mekan Minum | Kontribusi 5,82 5,67 5,29 3,68 3,95
kategori (%) ’ g ’ ’
. Nilai (dalam 3.065,795 3.359,291 3.722,341 4.185,359 4.315,546
Informasi dan miliar rupiah)
7 | Komunikasi Kontribusi 9,85 9,82 9,96 11,43 10,92
kategori (%) i i ’ ’
Nilai (dalam 2.596,774 2.696,793 2.889,568 3.112,982 3.456,954
Jasa Keuangan miliar rupiah)
£ | dan Asuranst Kontribusi 8,35 7,89 7,73 8,50 8,74
kategori (%) ’ § ’ ’
Nilai (dalam 743,201 827,168 907,942 921,318 945,258
miliar rupiah)
L | Real Estat < T
ontribusi 2,39
Kategori (%) 2,39 2,42 2,43 2,52
ilfﬁ‘;r(dra&aﬁalh) 74,966 87,304 99,825 98,921 104,294
M, | Jasa Perusahaan p
N Kontribusi 0,26
Kategord (%) 0,24 0,26 0,27 0,27
Administrasi s
Pemerintahan, Eﬁ‘;ﬁdﬁ;{zh) 3.251,764 3.461,017 3.578,955 3.689,761 3.734,522
o | Pertahanan, dan
Jaminan Sosial Kontribusi 10.45 10.12 957 10.07 9,45
Wajib kategori (%) ’ ) ) )
Nilai (dalam 1.042, 555 1.150,037 1.337,079 1.469,860 1.513,562
. g miliar rupiah)
P Jasa Pendidikan < T
ontribusi 3,83
Kategori (%) 3,35 3,36 3,58 4,01
Jasa Kesehatan | Niai (dalam 1.310,043 1.451,978 1.653,184 1.969,823 2.205,502
. miliar rupiah)
Q dan Kegiatan i i
Sosial Kontribusi 4,21 4,25 4,42 5,30 5,58
kategori (%) ’ ’ ’ ’
RS Nilai (dalam 981,870 1.169,275 1.448,897 1.369,228 1.433,846
, . miliar rupiah)
T. | Jasa Lainnya < -
g ontribusi 3,63
U Katesond (%) 3,16 3,42 3,88 3,71
Jumlah (dalam
TOTAL PDRB ADHB | miliar Rupiah) | 31'111:634 | 34.200,436 | 37.386,750 | 36.630,751 39.533,563
TOTAL KONTRIBUSI % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
KATEGORI THD PDRB
Sumber: BPS Kota Manado
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11- 13




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

Nilai PDRB Kota Manado ADHB di tahun 2021 sebesar 39.53 triliun rupiah
yang meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 36,63 triliun rupiah. Kinerja sektor
tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
motor dengan 7,91 triliun rupiah. Selanjutnya diikuti oleh sektor transportasi dan
pergudangan sebesar 6,01 triliun rupiah dan posisi ketiga adalah sektor informasi

dan komunikasi sebesar 4,31 triliun rupiah.

Gambar 2.5 Tiga Sektor PDRB ADHB Terbesar di Kota Manado Tahun 2021

Perdagangan Besar
dan Eceran;
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
20,02%

Informasi dan
Komunikasi
10,92%

Transportasi dan
Pergudangan
15,22%

Sumber: BPS Kota Manado

Selama tahun 2021 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil,
dan sepeda motor memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB ADHB Kota
Manado sebesar 20,02 persen (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar
18,57 persen). Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Manado, pesatnya
aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (multiplier effect) bagi
aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas transportasi dan informasi.
Berdasarkan keterkaitan tersebut menjadikan kategori transportasi dan
pergudangan sebagai kategori lapangan usaha paling dominan kedua dengan nilai
kontribusi 15,22 persen (rata-rata prosentase lima tahun terakhir sebesar 18,21
persen) terhadap PDRB ADHB Kota Manado, dan kategori lapangan informasi dan
komunikasi diurutan ketiga dengan nilai kontribusi 10,92 persen (rata-rata

prosentase lima tahun terakhir sebesar 10,40 persen).
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Tabel 2.11 PDRB ADHK 2010 Kota Manado 2017-2021 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020 2021

Pertanian,

A | Kehutanan dan 393,688 411,329 437,659 433,426 440,889
Perikanan

B gz;t?rgggga%?;n 18,150 18,684 20,153 19,877 20,545

c g;i‘;i:han 838,158 878,747 932,164 950,269 | 1.021,219

D | hengadaan Listrik 20,701 21,363 24,058 25,881 28,011
Pengadaan Air;

B gzrrlng;gai?mbah 20,606 21,297 22,288 21,930 22,621
dan Daur Ulang

F | Konstruksi 2.652,055 | 2.799,919 2.943,781 2.841,147 3.142,333
Perdagangan
Besar dan

G | Eceran; Reparasi 4.089,490 | 4.309,123 | 4.703,525| 4.564,594 | 4.820,972
Mobil dan Sepeda
Motor

o g?gjg;;tg;dan 3.296,201 | 3.596,962 | 3.670,320 | 2.972,097 | 3.019,693
Penyediaan

I | Akomodasi dan 1.381,870 | 1.470,176 | 1.496.954 | 1.045,385 | 1.207,594
Makan Minum

J ggiﬁi;‘:fn 2.738,289 | 2.968,500 | 3.234,156 | 3.640,800 | 3.725,340

K jijﬁiﬂi:ﬁffn 1.869,580 | 1.890,287 | 1.977,878 | 2.083,595| 2.199,569

L | Real Estat 598,856 649,689 688,816 683,909 685,948

M,N | Jasa Perusahaan 49,394 53,689 58,871 56,149 57,276
Administrasi
Pemerintahan,

O | Pertahanan, dan 2.123,514 | 2.239,034 | 2.236,547 | 2.186,062 | 2.232,346
Jaminan Sosial
Wajib

p | Jasa Pendidikan 671,303 730,709 824,613 863,700 879,506
Jasa Kesehatan

Q | dan Kegiatan 1.088,328 | 1.203,346 | 1.309,139 | 1.485,294 | 1.617,194
Sosial

R,%T Jasa Lainnya 772,448 863,438 | 1.000,713 906,760 935,505
PDRB 22.622,639 | 24.126,557 | 25.581,644 | 24.780,882 | 26.056,517

Sumber: BPS Kota Manado

Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Manado, PDRB ADHK tahun 2021 juga
mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, ADHK Kota Manado sebesar 24,78 triliun

rupiah meningkat menjadi sebesar 26,05 triliun rupiah di tahun 2021. Kategori
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lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2021 masih
sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu lapangan usaha perdagangan besar
dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,82 triliun rupiah diikuti
sektor informasi dan komunikasi sebesar 3.72 triliun rupiah serta sektor kontruksi
sebesar 3,14 triliun rupiah.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana
pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)
yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga
menjadi komponen terpisah. Sehinga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci
menjadi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi

LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto,

perubahan inventori, ekspor barang dan jasa.

Tabel 2.12 PDRB ADHB Kota Manado Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021

PDRB Kota Manado ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)
Jenis
Pengeluaran
2017 2018 2019 2020 2021
1. Pengeluaran
Konsumsi 13.054,036 14.126,494 | 15.200,588 | 14.753,431 N/A
Rumah
Tangga
2. Pengeluaran N/A
Konsumsi 451,084 491,616 549.694 548,890 /
LNPRT
3. Pengeluaran
Konsumsi 5.464,160 6.603,818 6.423,819 6.395,911 N/A
Pemerintah
4. Pembentuka
n Modal 9.808,748 10.950,180 | 12.437,580 | 12.229,405 N/A
Tetap Bruto
5. Perubahan 0,161 0,150 0,146 0,166 N/A
Inventori
6. Net Ekspor
Barang dan 2.333,443 2.568,170 | 2.774,913 | 2.702,945 N/A
Jasa
PDRB | 31.111.634 | 34.200,431 | 37.386,743 | 36.625,744 | 39.533,563

Sumber: BPS Kota Manado

Sesuai data BPS, kontribusi sektor pengeluaran pembentuk PDRB ADHB Kota
Manado tahun 2020, masih didominasi oleh sektor-sektor Pengeluaran Konsumsi

Rumah Tangga sebesar 14,75 triliun rupiah, di urutan kedua Pengeluaran

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11 - 16



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 12,22 triliun rupiah, urutan ketiga
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan nilai sebesar 6,39 triliun rupiah, disusul

Ekspor Barang dan Jasa sebesar 2,70 triliun rupiah.

Tabel 2.13 PDRB ADHK Kota Manado Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021

PDRB Kota Manado ADHK Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)

Jenis
Pengeluaran

2017 2018 2019 2020 2021

1. Pengeluaran
Konsumsi 10.433,638 | 10.995,112 | 11.494,616 | 11.105,326 N/A
Rumah
Tangga

2. Pengeluaran
Konsumsi 331,528 345,423 371,088 361,948 N/A

LNPRT

3. Pengeluaran
Konsumsi 3.752,158 3.938,212 | 4.118,638 | 3.968,794 N/A

Pemerintah

4. Pembentuka
n Modal 8.221,352 8.414,805 | 9.124,787 | 8.556,464 N/A

Tetap Bruto

5. Perubahan 0,141 0,126 0,115 0,126 N/A
Inventori

6. Net Ekspor
Barang dan -116,179 432,859 471,368 788,221 N/A
Jasa

PDRB | 22.622,639 | 24.126,539 | 25.585,614 | 24.783,076 | 26.056,517

Sumber: BPS Kota Manado

Untuk sektor pengeluaran pembentuk PDRB ADHK Kota Manado tahun 2020,
kontribusi terbesar masih juga didominasi oleh sektor-sektor Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga sebesar 11,10 triliun rupiah, diurutan kedua Pengeluaran
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 8,55 triliun rupiah, dan urutan
ketiga Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan nilai sebesar 3,96 triliun rupiah,
disusul Ekspor Barang dan Jasa sebesar 788,22 miliar rupiah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian
suatu kota yang erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan. Pertumbuhan
ekonomi merupakan kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam
kurun waktu tertentu yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan

regional.
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Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kategori Kota Manado

2017-2021

La

angan Usaha

2017

2018

2019

2020

2021

Pertanian,
Kehutanan dan
Perikanan

1,72

4,48

6,40

0,96

1,72

Pertambangan
dan Penggalian

2,94

7,86

1,37

3,36

Industri
Pengolahan

4,84

6,08

1,94

7,44

Pengadaan
Listrik dan Gas

3,20

12,62

7,58

8,23

Pengadaan Air;
Pengelolaan
Sampah,
Limbah dan
Daur Ulang

0,74

3,35

4,66

-1,61

3,15

Konstruksi

6,98

5,58

5,14

-3,45

10,60

Perdagangan
Besar dan
Eceran;
Reparasi Mobil
dan Sepeda
Motor

5,37

9,15

-2,95

5,62

Transportasi
dan
Pergudangan

6,34

9,12

2,04

-19,02

1,60

Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum

8,34

6,39

1,82

-30,17

15,73

Informasi dan
Komunikasi

7,94

8,41

8,95

12,57

2,24

Jasa Keuangan
dan Asuransi

6,84

1,11

4,63

5,35

5,62

Real Estat

8,17

8,49

6,05

0,71

0,30

Jasa
Perusahaan

9,04

9,22

9,12

-4,62

2,01

Administrasi
Pemerintahan,
Pertahanan,
dan Jaminan
Sosial Wajib

5,61

5,44

0,11

-2,26

2,12

P

Jasa
Pendidikan

8,85

12,85

4,74

1,83

Q

Jasa Kesehatan
dan Kegiatan
Sosial

10,57

8,79

13,46

8,37

R,S,
T,U

Jasa Lainnya

11,78

15,90

9,39

3,17

PDRB

6,65

6,03

-3,14

5,14

Sumber: BPS Kota Manado
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Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi di tahun 2021
yaitu kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,73 persen;
kontrusi sebesar 10,60 persen; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,37
persen. Hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Manado
mengalami pertumbuhan positif, setelah sebelumnya sebagian besar kategori

lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif.

Kondisi ekonomi makro apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB lima tahun
terakhir (tahun 2017-2021), maka laju pertumbuhan PDRB Kota Manado mengalami
tren yang menurun, yaitu dari 6,75 persen di tahun 2017, menjadi 6,65 persen di
tahun 2018, dan mengalami penurunan 0,62 poin di tahun 2019 menjadi 6,03
persen. Laju pertumbuhan Kota Manado di tahun 2020, merupakan yang terendah
selama empat tahun terakhir yaitu mengalami kontraksi di angka -3,13 persen.
Pandemi Covid-19 yang melanda 202 negara sejak akhir 2019 menjadi pemicu
utama melambatnya laju pertumbuhan PDRB Kota Manado di tahun 2020. Di tahun

2021 pertumbuhan ekonomi Kota Manado mengalami peningkatan kembali menjadi

5,14 persen.
Gambar 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado, Sulut dan Nasional Tahun
2017-2021
8,00
6,73 6,65

6,32 6,01 6,03

6.00 ‘ 5,65
: 5,10 5,17 5,02 514
4,16

4,00 3,69
2,00

2017 2018 2019 l 2020 2021
2,00 -0,99

2,07

-4,00 -3,14

B Indonesia Prov. Sulut = Manado

Sumber: BPS Kota Manado

Pada kurun waktu 2017-2019, kondisi ekonomi makro menunjukkan kinerja
yang membaik. LPE Kota Manado masih tumbuh selalu di atas Sulawesi Utara dan

nasional. Namun di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Manado berada pada
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posisi terendah dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Tahun 2021,

pertumbuhan ekonomi Kota Manado kembali menjadi di atas provinsi dan nasional.

2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan kinerja suatu wilayah yang menggambarkan
pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya
dalam proses produksi. Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi
nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk, sehinnga

besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi

nilai PDRB per kapita. Semakin besar pendapatan per kapita suatu daerah, maka
semakin makmur daerah tersebut.

Gambar 2.7 PDRB per Kapita Kota Manado Tahun 2017-2021
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M Indonesia Sulut B Manado

Sumber: BPS Kota Manado

Data BPS menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kota Manado tahun 2021
sebesar 87,2 juta per jiwa / tahun. PDRB per Kapita Kota Manado memiliki tren yang
cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan

masyarakat Kota Manado.

3. Kemiskinan
Pada tahun 2018-2021 tren persentase penduduk miskin di Kota Manado
cenderung meningkat, walaupun dengan deviasi tidak lebih dari 1 persen dalam

periode 2017-2020 tersebut. Namun, pada tahun 2021, persentase penduduk miskin
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Kota Manado melonjak naik dari 5,86 persen di tahun 2020 menjadi 6,19 persen,
artinya penduduk miskin di Kota Manado naik sebesar 0,33 persen. Pada periode
2017-2021, perkembangan tingkat kemiskinan Kota Manado lebih rendah
dibandingkan tingkat kemiskinan Sulawesi Utara dan nasional.

Gambar 2.8. Tingkat Kemiskinan Kota Manado, Sulut, dan Nasional

12,00 10,60
: 9,82 10,09 10,14
10,00 9,41
8,10
, 7,78 7,77
8,00 7’59 7,51
6,19
6,00 5,46 5,38 5,51 >80
4,00
2,00
0,00
2017 2018 2019 2020 2021

M Indonesia Sulut B Manado

Sumber: BPS Kota Manado

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Manado tahun 2021,
mengalami kenaikan sebanyak 1.230 jiwa, dari 25.550 jiwa di tahun 2020 menjadi
26.780 jiwa. Terlihat juga bahwa periode tahun 2018-2021, jumlah penduduk

miskin Kota Manado terus mengalami kenaikan.

Tabel 2.15 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase
Penduduk Miskin Kota Manado Tahun 2014 - 2021

Tahun Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Persentase Penduduk
Miskin Miskin
2014 286.498 20.370 5,46
2015 313.597 23.960 5,38
2016 334.732 22.410 5,46
2017 353.018 23.890 5,46
2018 364.820 23.210 5,38
2019 396.196 23.890 5,52
2020 424.473 25.550 5,86
2021 449.679 26.780 6,19

Sumber: BPS Kota Manado

Garis kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah
minimun yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman makanan
yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan Kota Manado tahun mengalami peningkatan dari Rp.286.498 di
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tahun 2014, menjadi 449.679 di tahun 2021. Data jumlah penduduk miskin versi
BPS mengalami kenaikan dari 20.370 jiwa di tahun 2014, menjadi 26.780 di tahun
2021, sehingga persentase penduduk miskin meningkat dari 5,46 persen menjadi

6,19 persen.

Selain data kemiskinan BPS, berikut adalah data-data tingkat kesejahteraan
sosial penduduk Kota Manado berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial). DTKS merupakan data yang berisikan data kesejahteraan sosial penduduk
suatu wilayah yang dikelompokkan dalam empat kelompok yang disebut desil yaitu:
Kelompok Desil 1, rumah tangga dalam kelompok kondisi 10 persen terendah
(sangat miskin); Kelompok Desil 2, rumah tangga dalam kelompok kondisi 10-20
persen terendah (miskin); Kelompok Desil 3, rumah tangga dalam kelompok kondisi
20-30 persen terendah (hampir miskin); dan Kelompok Desil 4, rumah tangga dalam
kelompok kondisi 30-40 persen terendah (rentan miskin). DTKS Kota Manado akan
memperlihatkan 40 persen kesejahteraan sosial penduduk Kota Manado
berdasarkan kelompok/desil kesejahteraan. Sandingan data BPS dan DTKS Kota
Manado berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan persentase
penduduk miskin selang waktu 2019 - 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.9. Data Penduduk Miskin Menurut BPS dan Data Tingkat
Kesejahteraan Sosial Penduduk Kota Manado Menurut DTKS Tahun 2019-2021

SANDINGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN KOTA MANADO BAPELITBANGDA
MENURUT DATA BPS DAN DATA DTKS KOTA MANADO

Jumlah Jumlah Penduduk Persentase Jumlah Jumlah Persentase
Penduduk Miskin menurut Penduduk Penduduk Penduduk Penduduk
menurut rilis BPS rilis BPS Miskin menurut | menurut Capil | Miskin menurut | Miskin menurut
rilis BPS DTKS DTKS
Il 4s3.6350iwa 23.890 Jiwa 551%  480.964 liwa 85.710 Jiwa 17,82 %
2020 451.916 Jiwa 25.550 Jiwa 5,86 % 481.063 Jiwa 82.516 Jiwa 17,15 %
2021 453.182 Jiwa 26.780 Jiwa 6,19 % 485.720 Jiwa 176.691 Jiwa 36,38 %
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Menurut BPS dan DTKS (Jiwa) Menurut BPS dan DTKS (%)
176691 40,00 36,38
—  |3000 /
85.710 22 516 | 20,00 17,82 17,15/
~—23.890 | 25:550 ———26:780 — 10,00 5,51 5,86 6,19
0,00
2019 2020 2021 2019 2020 2021
OJumlah Penduduk Miskin BPS =o=Jumlah Penduduk Miskin BPS
O Jumlah Penduduk Miskin DTKS =e—Jumlah Penduduk Miskin DTKS

Sumber: Bapelitbangda Kota Manado, 2022
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Data versi DTKS Kota Manado menunjukkan bahwa DTKS Kota Manado
mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu tahun 2020 berjumlah 82.516 jiwa
(17,15%), meningkat menjadi 176.691 jiwa (36,38%) di tahun 2021.

Gambar 2.10. Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk Menurut DTKS

Tahun 2019-2021
Data Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kota Manado PER BAPELITBANGDA -

Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2019, 2020 dan 2021
(Sumber Data : DTKS)
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Sumber: Bapelitbangda Kota Manado, 2022

Data DTKS per kecamatan kurun waktu 2019 - 2020 menunjukkan adanya
penurunan jumlah DTKS pada setiap kecamatan. Tetapi pada tahun 2021 terjadi
kenaikkan yang cukup tinggi di semua kecamatan. Berikut gambar data DTKS per

kecamatan.
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Gambar 2.11. Data dan Peta Tingkat Kesejahteraan Sosial Penduduk Kota
Manado Skala Kecamatan Tahun 2021

Data Kesejahteraan Sosial Penduduk Kota Manado 2021 PER BAPELITBANGDA &!3
KECAMATAN (DTKS) KOTA MANADO (g J)

Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin

Terhadap Jumlah Penduduk 2021 per Kecamatan f Qoo ‘
(Sumber Data : Dinas Capilduk) '

oy

@ T OTAMANAD TARUN 3081
-
Z £ & % s £ 7 % z ° 5 Kecamatan dengan Jumlah Penduduk
3 s I = Miskin Terbanyak Tahun 2021 :
2 e Tuminting (23.940 jiwa)
g singkil (23.939 jiwa)
= Wanea (21.728 jiwa)
m Jumlah Penduduk Miskin (DTKS 2021) Mapanget (19.891 jiwa)
Jumlah Penduduk Manado (CAPIL 2021) Paal Dua (19.084 jiwa)

Sumber: Bapelitbangda Kota Manado, 2022

Dari peta DTKS skala kecamatan tahun 2021, terlihat bahwa terdapat lima
kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yang ada dalam data DTKS, yaitu
Kecamatan Tuminting dengan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 23.960 jiwa,
Kecamatan Singkil sebanyak 23.939 jiwa, Kecamatan Wanea sebanyak 21.728 jiwa,
Kecamatan Mapanget sebanyak 19.891 jiwa, dan Kecamatan Paal Dua sebanyak
19.084 jiwa.

Gambar 2.12. Data dan Peta Tingkat Kesejahteraan Sosial Penduduk Kota
Manado Skala Kelurahan Tahun 2021

\

Data Tingkat Kesejahteraan Sosial Penduduk Kota Manado PER BAPELITBANGDA
KELURAHAN (DTKS) KOTA MANADO
Perbandingan 10 Kelurahan Terbanyak Penduduk Miskin
dengan Jumlah Penduduk ’ O
(Sumber Data : DTKS dan Capil) k

PETA KEMISKINAN SKALA KELURAHAN
KOTA MANADO TAHUN 2021

898°TT
1YS'TT

© B = ©
3 QEEE

5 Kelurahan yang memiliki penduduk miskin

w w = £ (%) = w o o
)f % % ,)I: % = § ’é g % terbanyak Tahun 2021 :
& =~ 8 £ £ “° 5 = B 2 Bailang (5.469 jiwa)
2 = 2 S 3 Banjer (5.267 jiwa)
= Kombos Timur (4.915 jiwa)
m Jumlah Penduduk Miskin (DTKS 2021) Mahawu (4.51 4 jiwq)
Jumlah Penduduk Kelurahan (CAPIL 2021) Sumompo (4.495 jiwa)

Sumber: Bapelitbangda Kota Manado, 2022
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Sedangkan dari peta DTKS skala kelurahan tahun 2021, kelurahan dengan
jumlah penduduk terbanyak yang ada dalam data DTKS, yaitu Kelurahan Bailang di
Kecamatan Bunaken sebanyak 5.469 jiwa, Kelurahan Banjer di Kecamatan Tikala
sebanyak 5.267 jiwa, Kelurahan Kombos Timur di Kecamatan Singkil sebanyak
4.915 jiwa, Kelurahan Mahawu di Kecamatan Tuminting sebanyak 4.514 jiwa, dan

Kelurahan Sumompo di Kecamatan Tuminting sebanyak 4.4935 jiwa.

4. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya
yang berlangsung secara terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Jika
harga barang dan jasa meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Inflasi diukur
sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen menghitung rata-rata
perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah
tangga dalam kurun waktu tertentu, deflektor Produk Domestik Bruto
(menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru), atau indeks-
indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan.

Gambar 2.13. Inflasi Kota Manado dan Nasional Tahun 2017- 2021
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Sumber: BPS Kota Manado

Laju inflasi Kota Manado dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena
sangat bergantung pada kondisi perekonomian, baik nasional maupun global. Tahun
2020, Kota Manado mengalami deflasi sebesar -0,18 persen, artinya pada tahun
2020 telah terjadi penurunan harga barang-barang secara umum. Hal tersebut

menunjukkan bahwa daya beli atau permintaan mengalami penurunan yang tajam,
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adanya pembatasan operasional belanja, serta diikuti suplai yang juga ikut melemah
akibat adanya berbagai kebijakan pembatasan sosial. Tetapi di tahun 2021 terjadi
kenaikan inflasi pada angka 2,65 persen, lebih tinggi dari inflasi nasional yang
sebesar 1,67 persen

Pergerakan inflasi Kota Manado dari tahun ke tahun tidak selaras dengan
inflasi nasional sebagaimana terangkum dalam grafik. Rata-rata inflasi Kota Manado
cenderung lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional, sehingga tetap perlu
adanya kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kota
Manado.

Gambar 2.14 Laju Inflasi Bulanan Kota Manado Tahun 2021
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Sumber: BPS Kota Manado

Laju inflasi bulanan tertinggi ada pada bulan April sebesar 0,96 persen dan
bulan Desember sebesar 0,95 persen. Sumbangan terbesar pembentuk inflasi di
bulan April adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,20
persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,81
persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen dan kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,04 persen. Sedangkan inflasi bulan
Desember dikontribusi oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman dan
tembakau sebesar 2,90 persen, kelompok transportasi sebesar 0,92 persen dan
kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,07 persen. Berdasarkan
kelompok pembentuknya, capaian inflasi Kota Manado tahun 2021 paling banyak
dikontribusi oleh inflasi kelompok barang volatile food (bahan makanan). Pergerakan

inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya
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beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas
harga khususnya bahan pokok, mengingat Kota Manado bukan produsen melainkan

pasar.

5. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur
tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran
kesenjangan koefisien gini berada pada besaran O - 1 (0O< Koefisien Gini < 1). Nilai
0,00 < G < 0,35 pada Indeks Gini menunjukkan tingkat pemerataan
tinggi/ketimpangan rendah; 0,35 < G < 0,50 menunjukkan tingkat
pemerataan/ketimpangan sedang; dan G > 0,50 menunjukkan pemerataan

rendah/ketimpangan tinggi.

Gambar 2.15 Indeks Gini Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional
Tahun 2018-2021
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Sumber: BPS Kota Manado

Perkembangan Indeks Gini Kota Manado tahun 2018 sempat mencapai angka
0,400, kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 0,360 dan masih bertahan
diangka yang sama di tahun 2020, kemudian menurun lagi di tahun 2021 menjadi
sebesar 0,346, dan berada dibawah Indeks Gini provinsi dan nasional. Hal tersebut
menunjukkan pada tahun 2019-2021, terjadi penurunan ketimpangan pendapatan

dalam struktur masyarakat Kota Manado. Besaran indeks gini sebesar 0,346
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menunjukkan tingkat pemeretaan pendapatan dan kekayaan masyarakat Kota

Manado termasuk kategori tinggi atau tingkat ketimpangannya rendah.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan segenap strategi dan aktifitas

yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia
melalui kebijakan dan program yang bermitra pelayanan sosial antara lain
pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualiltas hidup manusia. IPM menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh
pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu
umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge)
dan standar hidup layak (decent standard of living) melalui pengukuran daya beli
atau pengeluaran per kapita. Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat
yang diperoleh, diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk
mengukur keberhasilan dalam wupaya membangun kualitas hidup manusia
(masyarakat/penduduk); 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level
pembangunan suatu wilayah/negara; dan 3) IPM juga dapat digunakan sebagai

salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Gambar 2.16 IPM Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional

Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Kota Manado

Secara umum, pembangunan manusia di Kota Manado telah meningkat 6,9

poin yaitu dari 72,3 pada tahun 2017 menjadi 79,20 pada tahun 2021, dengan rata-

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11 - 28



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

rata pertumbuhan sebesar 0,09 persen per tahun. Selama periode 2017-2021, IPM
Kota Manado masih diatas IPM provinsi sebesar 73,30 dan nasional yang sebesar
72,29. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dalam bidang kesehatan, pendidikan dan
ekonomi, Kota Manado mengalami peningkatan. Standar hidup layak dapat diukur
melalui pengukuran daya beli atau rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat di
kota Manado. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat di Kota
Manado mencapai Rp.1.505.433 per bulan atau sebesar Rp.18.065.196 per tahun.

Peningkatan pembangunan manusia di Kota Manado harus lebih ditingkatkan agar
bisa masuk dalam kategori Sangat Tinggi dengan angka capaian = 80. Peningkatan
perbaikan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan
masyarakat, serta peningkatan daya beli masyarakat harus mendapat perhatian

lebih dari pemerintah.

b. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para
angkatan kerja yang mencari pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan keahlian.
Terbukanya kesempatan kerja merupakan salah satu indikator terjadinya
pembangunan ekonomi. Jika ketersediaan kesempatan kerja tidak seimbang dengan
peningkatan penduduk usia kerja maka akan menimbulkan permasalahan yang

disebut pengangguran.

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator utama yang digunakan untuk mengukur angka pengangguran
dalam angkatan kerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran
terbuka, maka akan dapat diindikasikan bahwa kesempatan keja yang ada

semakin sempit.
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Gambar 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Manado Tahun 2018-2021
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Sumber: BPS Kota Manado

TPT Kota Manado dari tahun 2018 - 2020 mengalami kenaikan, dan
akhirnya kembali menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 12,17 persen.
Secara umum TPT Kota Manado lebih tinggi jika dibandingkan TPT di Provinsi
Sulawesi Utara yang sebesar 7,06 persen dan TPT nasional sebesar 6,49 persen,
yang artinya banyak angkatan kerja di Kota Manado yang tidak terserap di
pasar kerja. Hal tersebut disebabkan karena laju pertumbuhan ekonomi Kota
Manado yang lebih tinggi dari kabupaten/kota lainnya, menjadikan Kota
Manado diminati warga daerah lain untuk datang tinggal dan mencari

pekerjaan dengan keterampilan dan pendidikan yang kurang memadai.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Manado rentang waktu
2017-2019 terus mengalami peningkatan, tetapi kemudian menurun di tahun
2020. Kondisi ketenagakerjaan Kota Manado pada tahun 2021 kembali
menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun
2020. Jumlah pengangguran terbuka setelah empat tahun sebelumnya terus
mengalami peningkatan (2017-2020), di tahun 2021 menurun menjadi 24.489
jiwa. Pada tahun 2017 TPAK Kota Manado sebesar 59,03 persen kemudian
mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi sebesar 62,68 persen,
tetapi kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 58,63 persen,

dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 menjadi 59,08 persen atau
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dengan kata lain, dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak

59 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja di tahun 2021.

Tabel 2.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran
Terbuka Kota Manado 2017-2021 (ribu orang)

. Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021

1. | Angkatan Kerja 194.713 | 197.749 | 209.686 | 198.734 | 201.158
1.1 | Bekerja 176.510 | 177.225 | 187.758 | 171.155| 176.669
1.2 | Menganggur 18.203 | 20.524 | 21.928 | 27.579| 24.489
2. E;;‘:n Angkatan 135.152 | 134.335 | 124.869 | 140.251 | 139.326
3. | Penduduk Usia 15 329.865 | 332.084 | 334.555| 338.985 | 340.484

tahun ke atas
4. | TPAK 59,03 59,55 62,68 58,63 59,08
5. | TPT 9,35 10,38 10,46 13,88 12,17
6. | Resio penduduk 90,65 89,62 89,54 86,12 87,82

bekerja

Sumber : BPS Kota Manado

Rasio angkatan kerja yang bekerja di Kota Manado sejak tahun 2017 hingga
tahun 2020 memiliki tren menurun. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan rasio
penduduk dari angkatan kerja yang bekerja. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa
pada tahun 2017 sebesar 90,65 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh
pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 9,35 persen angkatan kerja yang tidak
memperoleh pekerjaan atau menganggur. Pada tahun 2018 persentase angkatan
kerja yang memperoleh pekerjaan turun menjadi sebesar 89,62 persen dari angkatan
kerja yang ada memperoleh pekerjaan atau sebesar 10,38 persen angkatan kerja
yang tidak memperoleh pekerjaan. Angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan di
Kota Manado pada tahun 2019 sebesar 89,54 persen, sedangkan angkatan kerja
yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur sebanyak 10,46 persen. Sampai
dengan tahun 2020, jumlah angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan masih
menurun pada level 86,12 persen, dengan jumlah angkatan kerja yang menganggur
sebesar 13,88 persen. Namun, pada tahun 2021, rasio angkatan kerja yang bekerja
mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun
2021 yaitu pada level 87,82 persen, dengan angkatan kerja yang menganggur

sebesar 12,17 persen.
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Gambar 2.18 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan
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Penyumbang terbesar angka pengangguran di tahun 2021 yaitu dari

pendidikan SMA sebanyak 15.275 jiwa, kemudian dari perguruan tinggi sebanyak
4.465, pendidikan SD 2.639 dan pendidikan SMP 2.110 jiwa.

Tabel 2.18. Status Pekerjaan Utama di Kota Manado 2021 (ribu orang)

Status Pekerjaan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah
Berusaha sendiri 38.160 16.241 54.401
Berusaha dibantu buruh
tidak tetap/buruh tidak 4.576 2.916 7.492
dibayar
iet;‘;jiﬁjﬁbgg;’:fmh 2.138 981 3.119
Buruh/Karyawan /Pegawai 57.134 31.685 88.819
Pekerja Bebas 10.559 1.581 12.140
Pekerja keluarga/tak dibayar 3.299 7.399 10.698
Jumlah 115.866 60.803 176.669

Sumber : BPS Kota Manado

Banyaknya penduduk umur 15 tahun ke atas dengan jenis kelamin laki-laki

yang terbanyak adalah yang berstatus pekerjaan buruh/karyawan/pegawai yaitu

sebanyak 57.134 orang, dan yang berjenis kelamin perempuan terbanyak juga yang

berstatus pekerjaan buruh/karyawan dengan jumlah 31.685 jiwa.
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c. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan
perbandingan capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan
dengan IPM Laki-laki. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan
pembangunan manusai antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 adalah standar
untuk menginterpretasikan angka IPG, karena nilai 100 menggambarkan rasio
perbandingan yang paling sempurna. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai
100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.
Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar

perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.19 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Manado Tahun

2017 -2021
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
INDEKS
PEMBANGUNAN 95,96 96,07 96,28 96,23 96,41
GENDER

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender

IPG Kota Manado dua tahun terakhir (tahun 2020 — 2021) menunjukkan trend
positif. Tahun 2020 nilai IPG Kota Manado berada pada angka 96,23 dan meningkat
diangka 96,41 di tahun 2021. Hal tersebut menandakan bahwa telah terdapat

perbaikan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di Kota Manado.

d. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) atau IDG adalah
salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan
kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang
dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi
dan pengambilan keputusan yang dilihat dari dua indikator yaitu proporsi laki-laki
dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-
laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan
perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. Dimana diharapkan tujuan dalam
peningkatan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung
jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan dan
meningkatkan peran dan kemandirian suatu lembaga yang menangani

pemberdayaan perempuan.
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Tabel 2.20 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Manado Tahun

2017 -2021
Uraian 2017 2018 2019 2020
INDEKS PEMBERDAYAAN
GENDER 81,00 83,18 83,96 84,67

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender

Capaian IDG diempat tahun terakhir (2017 - 2020) menunjukkan kenaikkan
yaitu dari 81,00 di tahun 2017, naik menjadi 84,67 di tahun 2020. Hal tersebut
menunjukkan terjadi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan

politik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Manado dalam melaksanakan pembangunan
pada masing-masing urusan terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus
layanan urusan pilihan. Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Manado dalam upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan
pelayanan umun mencakup: 1) Indikator Kinerja Daerah, yang mengukur
keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, pencapaian 17 indikator Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan 2) Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM).

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
a. Urusan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan Kota Manado ditentukan oleh sumber daya
manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan
kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus
diupayakan. Penyelenggaraan pendidikan harus terjangkau dari sisi aksesibilitas,
pembiayaan dan kualitas.

Kinerja urusan pendidikan Kota Manado, dilihat dari APM dan APK SD/MI
mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu sebesar 90,50 persen dan 102,82
persen. Angka partisipasi sekolah untuk umr 7-12 tahun sebesar 99,58 persen.
Perkembangan rasio guru murid selama kurun waktu 2017-2021 mengalami
penurunan tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2017-2018 sebesar 1:18, artinya bahwa

setiap guru mengajar sekitar 18 murid. Sedangkan di tahun 2021, rasio guru murid
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menjadi 1:14, dimana setiap guru mengajar sekitar 14 murid. Idealnya, rasio

minimal jumlah peserta didik terhadap guru untuk jenjang pendidikan dasar yaitu

20:1. Sedangkan APM SMP/MTs tahun 2020 sebesar 78,9 persen, dan APK diangka

99,52 persen, dengan jumlah angka partisipasi sekolah sebesar 98,93. Untuk rasio

guru terhadap murid di tahun 2021 yaitu 1:13. Ideal rasio minimal jumlah peserta

didik terhadap guru untuk jenjang pendidikan menengah yaitu 20:1.
Tabel 2.21 Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021

. . . Realisasi Capaian
No Indikator Kinerja Daerah 2017 2018 2019 2020 2021
1.1 | Pendidikan Dasar:
Rasio guru terhadap murid 1:18 1:18 1:16 1:15 1:14
1.2 | Pendidikan Menengah
a. | Rasio guru terhadap murid 1:17 1:17 1:17 1:16 1:13
b. | Penduduk yang berusia > 15
tahun melek huruf (tidak N/A 99,93 99,95 99,96 99,94
buta aksara) (%)
1.3 | PAUD
Jumlah siswa pada jenjang N/A N/A 7.194 6.474 6.260
TK/RA
1.4 | Angka Partisipasi Sekolah
a. | APS 7-12 99,62 99,49 99,49 99,58 N/A
b. | APS 13-15 99,51 100 99,38 98,93 N/A
1.5 | Persentase penduduk usia
25 tahun ke atas yang N/A N/A N/A N/A 12,8
berijazah D4/S1

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Manado

Adapun capaian indikator Standar Pelayanan Minimun pada Urusan

Pendidikan tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.22 Pencapaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020-2021

No Penghitungan Capaian Indiaktor SPM Realisasi | Realisasi
Tahun Tahun
2020 2021
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan PAUD:
1 100% 44,55%
Jml Peserta Didik Usia 5 — 6 Tahun
: X100%
Jml Penduduk Usia 5 — 6 Tahun
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi
dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs):
2 Jml Peserta Didik Usia 7 — 15 TahunXlOO"/ 100% 92,40%
Jml Penduduk Usia 7 — 15 Tahun 0
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang
berpartisipasi dalam pendididikan kesetaraan
3 100% 71,73%

Jml Peserta Didik Kesetaraan 7 — 18 Tahun
Jml Penduduk Usia 7 — 18 Tahun yang blm menyelesaikan
Pend Dasar dan atau Menengah

X100%
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Untuk indikator SPM bidang pendidikan dari capaian di tahun 2020, terlihat
bahwa semua anak siswa pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan
kesetaraan sudah terlayani. Sedangkan di tahun 2021 masih terdapat 55,45 persen
anak siswa pendidikan PAUD yang belum terlayani, 7,6 persen anak pendidikan
dasar yang belum terlayani, dan 28,27 persen pendidikan kesetaraan yang belum

terlayani.

b. Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat.
Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka
Harapan Hidup (AHH) dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah

diakses oleh masyarakat.

Pada tahun 2021, Kota Manado memiliki 16 Puskesmas induk dan puskesmas
pembantu sebanyak 48 puskesmas berdasarkan data di tahun 2020. Jika ditinjau
dari skala wilayah Kota Manado dengan data jumlah penduduk berdasarkan data
Dinas Catatan Sipil tahun 2021 berjumlah 485.720 jiwa, maka 1 Puskesmas kurang
lebih melayani 30.357 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1
Puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di
Kota Manado sudah mencukupi.

Tabel 2.23. Jumlah Puskesmas per-Satuan Penduduk per Kecamatan

Tahun 2021

Jumlah Kebutuhan Puskesmas Kebutuhan

Kecamatan Penduduk Puskesmas yang sudah Tambahan

Tahun 2021 ada Puskesmas
Malalayang 66.596 2 2 -
Sario 23.444 1 1 -
Wanea 64.007 2 2 -
Wenang 35.583 1 1 -
Tikala 32.632 1 1 -
Paal Dua 46.441 1 1 -
Mapanget 66.167 2 2 -
Singkil 56.058 2 2 -
Tuminting 59.499 2 1 1
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Bunaken 28.124 1 2 -
Bunaken 7169 1 1 )
Kepulauan

Manado 485.720 16 16 1

Sumber : Analisis berdasarkan rasio puskesmas

Kebutuhan Puskesmas di Kota Manado dengan menggunakan rasio Puskesmas
per 30.000 penduduk, menunjukkan bahwa Kecamatan Tuminting dengan jumlah
penduduk 53.869 jiwa dan saat ini hanya memiliki 1 puskesmas, membutuhkan
satu Puskesmas tambahan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pelayanan

kesehatan dasar

Tabel 2.24. Status Akreditasi Puskesmas Tahun 2020 di Kota Manado

No. Nama Puskesmas Status Kecamatan
1. Puskesmas Bailang Dasar Bunaken
2. Puskesmas Bunaken Madya Bunaken Kepulauan
3. Puskesmas Tongkaina Dasar Bunaken
4. Puskesmas Bahu Madya Malalayang
S. Puskesmas Minanga Dasar Malalayang
6. Puskesmas Bengkol Madya Mapanget
7. Puskesmas Paniki Bawah Dasar Mapanget
8. Puskesmas Ranomuut Dasar Paal Dua
9. Puskesmas Sario Dasar Sario
10. Puskesmas Kombos Madya Singkil
11. Puskesmas Wawonasa Madya Singkil
12. Puskesmas Tikala Baru Dasar Tikala
13. Puskesmas Tuminting Madya Tuminting
14. Puskesmas Ranotana Weru Madya Wanea
15. Puskesmas Teling Atas Madya Wanea
16. Puskesmas Wenang Madya Wenang

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Manado

Untuk data status akreditasi Puskesmas di Kota Manado tahun 2020
menunjukkan bahwa belum ada satupun Puskesmas di Kota Manado sampai dengan
tahun ini yang memiliki status akreditasi Utama. Dari 16 Puskesmas yang ada,
hanya berstatus Madya untuk 8 (delapan) Puskesmas, dan 8 (delapan) Puskesmas

lainnya bersatatus Dasar.
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Berikut kinerja urusan kesehatan selama periode 2017-2021:

Tabel 2.25 Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021

No Indikator Kinerja Realisasi Capaian
Daerah 2017 2018 2019 2020 2021

Rasio posyandu per

1 1000 balita 9,3 10,1 10,4 10,5 13,8
Rasio Rumah Sakit per

2 1000 penduduk N/A N/A 0,035 0,035 0,037
Prevalensi balita gizi o

3 buruk (%) 0,003 0,01 0,01 0,01 0%

4 Prevalensi balita gizi 1,16 0,93 0,65 0,57 1%
kurang (%)
Prevalensi TBC per

S 100.000 orang 402 313 570 290 368,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Manado

Adapun capaian indikator Standar Pelayanan Minimun pada Urusan
kesehatan tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:
Tabel 2.26 Pencapaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Tahun 2020-2021

No Penghitungan Capaian Indiaktor SPM Realisasi | Realisasi
Tahun Tahun
2020 2021
Pelayanan kesehatan ibu hamil:
1 | Jml bumil yg dilayani sesuai standaerOOO/ 91,49% 96,4%
Jml sasaran ibu hamil ?
Pelayanan kesehatan ibu bersalin:
2 | Jmlibu bersalin yg dilayani sesuai standar X100% 92,91% 93,34%
Jml sasaran ibu hamil ?
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
3 | Jml BBL yg dilayani sesuai standar (KN1) X100% 86,06% 98%
Jml bayi baru lahir (kelahiran hidup) 0
Pelayanan kesehatan balita
4 | Jml balita yg dilayani sesuai standaerOO(y 103,70% 94,64%
Jml balita di wilayah kerja °
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
5 | Jml anak usia Dikdas yg dilayani sesuai standar X100% 5,09% 14,92%
Jml semua anak usia pendidikan dasar ?
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
6 Usia pengunjung 15 — 59 tahun X100% 62,84% 96,37%
Jml warga negara usia 15 — 59 tahun ke atas 0
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
7 Usia pengunjung > 60 tahun 92,30% 51,1%
. X100%
Jml warga negara usia 60 tahun ke atas
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Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

8 Jml penderita hipertensi > 15 tahun 98,84% 100%

X100%

Jml estimasi penderita hipertensi usia > 15 tahun

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)

9 Jml penderita DM > 15 tahun
Jml estimasi penderita DM usia > 15 tahun

141,91% 100%

X100%

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ)

100% 100%

10 Jml ODGJ berat di wil kerja kab/kota

X1009
Jml ODGJ Berat berdsr proyeksi wil kerja kota %

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)

11 jml orang terduga TBC yg dilak pemriksa 91,71% 74,21%

X100%

Jml orang yg terduga TBC kurun waktu 1 th

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

= jml orang dgn resiko terinfeksi HIV yg mendpt pelynan
sesuai standar
JJml orang dgn resiko terinfeksi HIV di Kab/Kota

12 90,86% 96,99%

X100%

Anak bebas gizi buruk merupakan komitmen bersama yang tertuang dalam

tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dimana pentingnya mengakhiri
kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Balita dengan gizi buruk
mempunyai dampak jangka pendek dan panjang berupa gangguan tumbuh kembang
termasuk kognitif/stunting, kesakitan, risiko penyakit degeneratif di kemudian hari
serta kematian. Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status kondisi seseorang
yang kekurangan nutrisi, atau nutrisinya dibawah rata-rata. Gizi buruk biasanya
terjadi pada anak balita dibawah usia S5 tahun. Anak balita usia 12-59 bulan
merupakan kelompok umur yang rawan terhadap gangguan kesehatan dan gizi.
Anak dengan gizi buruk akan mengalami penurunan daya tahan sehingga rentan
terhadap penyakit infeksi.

Tabel 2.27. Balita Gizi Buruk Kota Manado Tahun 2017-2020

Status Gizi 2017 2018 2019 2020
Jumlah Balita Gizi Buruk 1 3 5 5
Jumlah Balita Gizi Kurang 398 314 216 200
Jumlah Balita 34.238 33.800 33.392 35.254
Angka Balita Gizi
Buruk/Kurang per 10.000 117 94 66 57
balita

Sumber : BPS & Dinas Kesehatan Kota Manado
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Jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Manado terus mengalami penurunan
dikurun waktu 2017-2020, yaitu dari 117 balita per 10.000 balita menurun menjadi
57 balita per 10.000 balita di tahun 2020. Artinya bahwa upaya kesehatan untuk
meningkatkan status gizi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam
pemenuhan pangan yang berkualitas khususnya balita semakin meningkat.

Permasalahan balita gizi buruk dan gizi kurang menjadi penyebab stunting
yaitu, status gizi balita yang tercermin dari tinggi badan balita/ anak, yaitu suatu
kondisi dimana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan
orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi
di dalam kandungan, hingga masa awal anak lahir, yang biasanya tampak setelah
anak berusia 2 tahun.

Gambar 2.19 Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Skala Kelurahan
Kota Manado

ANALISIS BERDASARKAN BAPELITBANGDA ‘.
JUMLAH KELUARGA BERESIKO STUNTING KOTA MANADO

N 12 Kelurahan dengan Jumlah
A | Keluarga Beresiko STUNTING Terbanyak

Kelurahan dengan

2 @ 2 o = o (%) = = (%) @ o
Stunting Terbanyak : z Lo s e o E ’g
Kelurahan Mahawu (1.028 Keluarga) S g = 3 = E z z ¢ z <
Kelurahan dengan Jumlah Keluarga Beresiko E TR D g z z < 3
Stunting Paling Sedikit : & = > 2 9
Kelurahan Ranotana (35 Keluarga) § c
m Jumlah Keluarga Beresiko Jumlah Keluarga

Total Keluarga Beresiko Stunting = 32.014 Keluarga
Sumber: Bapelitbangda Kota Manado, 2022

Dari total keluarga beresiko stunting sebanyak 32.014 keluarga, kelurahan
dengan jumlah keluarga beresiko stunting terbanyak yaitu Kelurahan Mahawu di
Kecamatan Tuminting sebanyak 1.028 keluarga, sedangkan kelurahan dengan
jumlah keluarga beresiko stunting paling sedikit yaitu Kelurahan Ranotana

sebanyak 35 keluarga.
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Gambar 2.20 Jumlah Balita Beresiko Stunting Skala Kelurahan Kota Manado

ANALISIS BERDASARKAN BAPELITBANGDA -
JUMLAH BALITA BERESIKO STUNTING KOTA MANADO

10 Kelurahan dengan Jumlah
Balita STUNTING Terbanyak

MANADO TUA DUA

MANADO TUA SATU

MOLAS

BAILANG

SINGKIL DUA

TERNATE TANJUNG

: e o LAPANGAN

Kelurahan dengan Jumlah Balita Stunting RANOMUUT

Terbanyak :

Kelurahan Manado Tua | (21 Balita) UANES
TELING ATAS

Total Balita Stunting Kota Manado = o ° 0 s = 2=

148 Balita = Jumlah Balita Stunting
Sumber: Bapelitbangda Kota Manado, 2022
Sedangkan untuk kelurahan dengan jumlah balita stunting terbanyak ada di
Kelurahan Manado Tua Satu, Kecamatan Bunaken Kepulauan dengan jumlah 21
balita, dari total 148 balita stunting di Kota Manado.
Berikut data capaian dan target prevalensi stunting bulan April tahun 2022 di
Kota Manado.

Gambar 2.21 Capaian dan Target Prevalensi Stunting Kota Manado
(April 2022)
CAPAIAN & TARGET PREVALENSI STUNTING APRIL 2022

SASARAN
LR o AT sl s | ey p—T—n) SO S ",
NO PUSKESMAS BERESIKO BALITA STUNTING

STUNTING)

1 _|BAHU 2901 1723
2 _|[MINANGA 1251 722
3 [SARIO 692 900 0
4 |TELING ATAS 1368 2041 g 0,93%
5 |[RANOTANA WERU 2219 1128 0 0
6 |WENANG 2657 1089 0 0
7 |TIKALA BARU 2099 1661 3 0,174%
8 |RANOMUUT 3189 2128 25 1,29%
9 [PANIKI BAWAH 3162 1854 15 0,85%
10 [BENGKOL 880 876 4 1.097%
11 |KOMBOS 1464 1860 15 0,82%
12 |WAWONASA 1413 965 14 1.83%
13 |TUMINTING 5325 2151 2 0,087%
14 [BAILANG 1638 799 18 1.73%
15 |TONGKAINA 1059 283 1 0,31%
BUNAKEN KEP 9,95%
JUMLAH 0,68%

CAPAIAN TARGET CAPAIAN 2021 TARGET 2022 TARGET 2023

2020 2021 41 (BAPPEDA) 7,15% 6,64

mb (SUMBER DINKES (SUMBER DINKES
6,13% PADA RPIMD) PADA RPIMD)

> B — — —— ——— — — — — — — — — — — — — — — -

DATA STUNTING 2020, TARGET 2021 & 2022 MONITORING MELALUI APLIKASI STUNTING
Sumber: Bapelitbangda Kota Manado, 2022

Berdasarkan peta monitoring aplikasi stunting capaian prevelensi stunting
Kota Manado tahun 2020 sebesar 6,13% dan data April 2022 capaian prevelensi

stunting sebesar 0,68%.
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Gambar 2.22 Penanganan Balita Stunting per Puskesmas Kota Manado

quskesmos den.gon Penohgondn Bdlifc
Stunting Tertinggi :
PUSKESMAS BUNAKEN (29 Balita)

Total Balita Stuntina Kota Manado : 148 Balita

ANALISIS PENANGANAN BALITA STUNTING
PER PUSKESMAS
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PKM RANOTANA WERU
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Per Puskesmas
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m Jumlah Balita Stunting

Sumber: Bapelitbangda Kota Manado, 2022

25 30 35

Dari 148 jumlah balita yang menderita stunting di Kota Manado sesuai data

bulan April tahun 2022, Puskesmas dengan pananganan balita stunting tertinggi

ditangani di Puskesmas Bunaken Kepulauan sebanyak 29 balita, Puskesmas

Ranomuut sebanyak 25 balita, Puskesmas Bailang 18 Balita, Puskesmas Teling Atas

17 Balita, Puskesmas Paniki Bawah dan Kombos sebanyak 15 balita, Puskesmas

Wawonasa 14 balita, Puskesmas Bengkol 7 balita, Puskesmas Tikala Baru 3 balita,

Puskesmas Tuminting dan Minanga 2 balita, dan Puskesmas Tongkaina sebanyak 1

balita. Prevalensi stunting berada pada angka 0,68 persen.

Sedangkan untuk informasi mengenai data jenis penyakit yang terbanyak di
Kota Manado pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.28. Sepuluh Jenis Penyakit Terbanyak di Kota Manado Tahun 2021

. . Jumlah Kasus
No Jenis Penyakit 2020 2021
1 Hipertensi 27.604 33.191
2 ISPA 21.865 5.126
3 Penyakit Lain Pada Saluran Pernapasan Atas 7.932 2.935
4 Gastritis 7.846 3.931
S Diabetes Melituss 6.804 8.155
6 Penygkit Pada Sistem Otot dan Jaringan 6.871 4.208
Pengikat
7 Penyakit Kulit Alergi 3.421 1.912
8 TB Paru 3.323 1.433
9 Penyakit Kulit Infeksi 2.620 -
10 Penyalit dan Kelainan Susunan Saraf Lainnya 2.399 -
11 Penyakit Jantung - 1.558
Jumlah 90.685 63.972

Sumber : BPS Kota Manado

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

I-42




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

Penyakit hipertensi menjadi penyakit dengan kasus terbanyak yaitu 33.191

kasus di tahun 2021, terjadi kenaikan dari tahun 2020 dengan jumlah kasus

27,604. Urutan kedua penyakit dengan kasus terbanyak adalah Diabetes Melituss

dengan 8.155 kasus, terjadi juga kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perilaku hidup sehat dan bersih masyarakat Kota Manado harus lebih ditingkatkan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ruang lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina

marga, cipta karya dan tata ruang, serta sumber daya air. Berikut pelayanan terkait

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 2.29. Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

No Daerah 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021
a. Pekerjaan Umum
Persentase jalan 60,29% 60,37% 78,02% 81,71% 79,00%
dalam kondisi baik
Panjang jalan dalam
2 kondisi baik (km) 371,37 371,87 480,62 503,34 486,91
3 | Panjangjalan dalam 125,8 126,3 34,74 13,09 31,17
kondisi sedang (km)
4 | Panjang jalan dalam 55,06 56,49 49,62 50,78 68,20
kondisi rusak (km)
Panjang jalan dalam
5 kondisi rusak berat 63,78 61,35 51,02 48,80 29,73
(km)
Persentase rumah
6 tinggal bersanitasi 84,60 84,16 88,72 N/A 66,5
layak

Sumber : BPS Kota Manado

Adapun capaian indikator Standar Pelayanan Minimun pada urusan pekerjaan

umum dan penataan ruang tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.30 Pencapaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Tahun 2020-2021

No Penghitungan Capaian Indiaktor SPM Realisasi | Realisasi
Tahun Tahun
2020 2021
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari:
1 dil i i stand 0 0
1 | Jmlyang dilayani sesuai stan aerOO% 30% 92,06%
Jml sasaran
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik:
ml yang dilayani sesuai standar 0 0
2 | Jmlyang dilay u X100% 5,68% 53,48%
Jml sasaran
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d. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya
merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya
lingkungan hunian. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu
masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan
rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara
lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL
Komunal dan MCK) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

Capaian indikator Standar Pelayanan Minimun pada Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.31. Pencapaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun 2020-2021

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Realisasi Realisasi
Tahun Tahun
2020 2021
Penyediaan & Jumlah Warga Negara
rehabilitasi rumah yg korban bencana yang 0% 19%
layak huni bagi korban memperoleh rumah layak
bencana Kab/kota huni
Fasilitasi Penyediaan Jumlah Warga Negara
rumah yang layak huni yang terkena relokasi
Bagi Masyarakat yang akibat program
terkena Relokasi Pemerintah Daerah 0% 19%
Program Pemerintah kabupaten/ kota yang
Daerah kabupaten/ kota | memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang
layak huni

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan wurusan pemerintahan daerah yang terkait dengan
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan
untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan aman. Upaya
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilakukan oleh
pemerintah Kota Manado melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3,
pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait
pencegahan dan penanganan resiko bencana, gangguan ketenteraman dan
ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga.

Kota Manado merupakan kota yang rawan bencana sebagai konsekuensi letak
wilayah dari sisi geologis dan geografis, yang membuat wilayah Kota Manado rawan
akan bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang dan
cuaca ekstrim. Karena itu, perlu upaya pengelolaan resiko bencana untuk
mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin yang didasari dengan

pemahaman risiko bencana melalui kajian risiko bencana sebagai informasi dalam
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perumusan upaya penanggulangan bencana. Status kebencanaan tersebut dilihat
dalam Indeks Risiko Bencana (IRB) yang bertujuan untuk memberikan informasi
tingkat risiko bencana suatu wilayah. Berikut adalah tren IRB Kota Manado kurun
waktu 2015 - 2021.

Gambar 2.23. Tren Indeks Risiko Bencana Kota Manado Tahun 2015 - 2021

140 430 40

120

100 —

Indeks Risiko

80

60 -

40

20 -

S R P T

Sumber: IRBI BNPB, 2021

Tren IRB Kota Manado terus mengalami penurunan dari 130,40 di tahun
2015 menjadi 95,45 di tahun 2021. Menurunkan IRB harus terus dilakukan agar
mampu menahan, menyerap, beradaptasi dan memulihkan diri dari akibat bencana
secara tepat waktu dan efisien, serta mampu menahan guncangan dan tekanan dari
ancaman bencana alam maupun ancaman iklim.
Berikut adalah realisasi kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat tahun 2017-2021:

Tabel 2.32. Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021

No Indikator Kinerja Realisasi Capaian
Daerah 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Jumlah Kriminalitas 560 678 862 721 1.059
o | Jumlah Kejadian 72 123 364 118 97
Kebakaran

Sumber : BPS Kota Manado

Adapun capaian indikator Standar Pelayanan Minimun pada Urusan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2020 dan

2021 sebagai berikut:
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Tabel 2.33. Pencapaian Indikator SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2021

No | Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Realisasi | Realisasi
Tahun Tahun
2020 2021
Pelayanan ketentraman | Jumlah Warga Negara yang
1 dan ketertiban Umum mgmperol§h layanan 949% 100%
akibat dari penegakan
hukum Perda dan perkada
Pelayanan informasi Jumlah Warga Negara yang
2 | rawan bencana memperoleh layanan 0% 100%
informasi rawan bencana
Pelayanan pencegahan Jumlah Warga Negara yang
dan kesiapsiagaan memperoleh layanan
3 | terhadap Bencana pencegahan dan 0% 100%
kesiapsiagaan terhadap
bencana
Pelayanan penyelamatan | Jumlah Warga Negara yang
4 dan evakuasi korban memperoleh layanan 100% 100%
Bencana penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
Pelayanan Penyelamatan | Jumlah Warga Negara yang
dan evakuasi korban memperoleh layanan
S | Kebakaran penyelamatan dan 89,92% 86,73%
Evakuasi korban
kebakaran
f. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok
masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang
serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan,
kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran,
kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau
perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau
menguntungkan.

Adapun capaian indikator Standar Pelayanan Minimun pada Urusan sosial

tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:
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Tabel 2.34. Pencapaian Indikator SPM Urusan Sosial Tahun 2020-2021

No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Realisasi | Realisasi
Tahun Tahun
2020 2021

Rehabilitasi sosial dasar Persentase (%) penyandang

1 penyandang disabilitas disabilitas yang memperoleh 100% 0%
telantar diluar panti rehabilitasi sosial diluar panti
Rehabilitasi sosial dasar Persentase (%) anak telantar yang

2 anak telantar di luar panti memperoleh rehabilitasi sosial 100% 100%

diluar panti

Rehabilitasi sosial dasar Persentase (%) lanjut usia

3 lanjut usia terlantar diluar | terlantar yang memperoleh 100% 100%
panti rehabilitasi sosial diluar panti
Rehabilitasi sosial dasar Persentase (%) gelandangan dan

4 tuna sosial khususnya . penge}'r}is yang ‘memperoleh 85% 70,42%
gelandangan dan pengemis | rehabilitasi sosial dasar tuna
di luar panti sosial diluar panti
Per}u;dungan dan jaminan Persentase (%) korban bencana

5 sosial pada saat tar}ggap & kota yang memperoleh 100% 99%
paska bencana bagi korban . . .
bencana kab/kota perlindungan dan jaminan sosial

2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Pencapaian sasaran pembangunan urusan tenaga kerja adalah meningkatnya

kualitas tenaga kerja yang akan berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran

terbuka. Berikut adalah beberapa indikator pada urusan tenaga kerja.

Tabel 2.35. Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2021

No Indikator Kinerja Realisasi Capaian
Daerah 2017 2018 2019 2020 2021
Tingkat Partisipasi
1 Angkatan Kerja 59,03 59,55 62,68 58,63 59,08
(TPAK) (BPS)
Tingkat
2 Pengangguran 9,35 10,38 10,46 13,88 12,17
Terbuka (TPT) (BPS)
Jumlah Penduduk | 359 565 | 332084 | 334.555 | 338.985 |340.484
Usia Kerja
Angkatan Kerja 194.713 197.749 209.686 198.734 | 201.158
Jumlah Bekerja 176.510 177.225 187.758 171.155 | 176.669
Jumlah
Pengangguran 18.203 20.524 21.928 27.579 24.489
Terbuka
S Egg:n Anglkatan 135.152 | 134.335 | 124.869 | 140.251 | 139.326
Sekolah 41.307 34.536 35.984 31.497 31.816
Mengurus Rumah 74275 | 84.977 | 69.473 | 83.603 | 70.954
Tangga
Lainnya 19.570 14.822 19.412 25.151 36.556

Sumber : BPS Kota Manado

Data menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

pada tahun 2021 sebesar 59,08 persen meningkat dari tahun 2020 yang sebesar
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58,63 persen. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja
yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. TPAK yang meningkat menunjukkan
ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang ada. Perlu dilakukan upaya
untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja,
serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan
hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang
kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan
pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja,
jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, dan jumlah tindak kekerasan dalam
rumah tangga.

Tabel 2.36. Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2017-2021

No Indikator Kinerja Realisasi Capaian

Daerah 2017 2018 2019 2020 2021

Indeks Pembangunan
1 Gender (IPG) 95,96 96,07 96,28 96,23 96,41

Indeks Pemberdayaan 81 83,18 83,96 84,67 N/A
Gender
Persentase PNS 65,10% | 65,06% | 65,42% 65,29% N/A
perempuan

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender

3. Pangan
Penyelenggaraan urusan pangan adalah memastikan ketersediaan pangan
pada masyarakat sehingga memiliki nilai kecukupan gizi sesuai standar. Angka
Kecukupan Gizi (AKG) merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari
bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas
tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Rata-rata angka kecukupan
energi bagi masyarakat Indonesia sebesar 2100 (dua ribu seratus) kilo kalori per
orang per hari pada tingkat konsumsi. Sedangkan rata-rata angka kecukupan
protein bagi masyarakat Indonesia sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram per orang per
hari pada tingkat konsumsi.
Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Kota Manado di
tahun 2016 dan 2019 sempat berada di bawah standar, sehingga harus tetap

mendapatkan perhatian.
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Tabel 2.37. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Penduduk Kota
Manado Tahun 2017-2020

Uraian 2017 2018 2019 2020
Rata-rata konsumsi
kalori per kapita per 2.283 2.202,18 2.024,18 2.207,17
hari (kkal)
Rata-rata konsumsi
protein per kapita 72,07 68,65 63,92 69,26
per hari (gram)

Sumbe: BPS Kota Manado

4. Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Manado, menyebabkan terjadinya
peningkatan pembangunan yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran
lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota, serta terjadinya
pencemaran udara dan air. Untuk mengantisipasinya, maka pengendalian
pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas
lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan isu penting dan kompleks untuk kelangsungan
dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. Untuk mengetahui
kondisi/kualitas lingkungan digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH),
yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks
Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2018. IKLH Kota Manado tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
Universitas Sam Ratulangi (2020), berada pada angka 69 dengan predikat “Cukup
Baik”, yang diperoleh dari nilai IKA, IKU dan IKTL dengan nilai bobot presentasi
30;30;40. Nilai IKA Kota Manado sebesar 80 (predikat “Sangat Baik”) mempunyai
nilai IKLH 24, nilai IKU sebesar 30,56 (predikat “Buruk”) mempunyai nilai IKLH 9,16,
dan nilai IKTL sebesar 89,60 (predikat “Sangat Baik”) dengan nilai IKLH 35,84.

Terkait dengan masalah persampahan, berdasarkan jumlah penduduk Kota
Manado tahun 2020 yaitu 451.916 jiwa, diestimasi memproduksi sampah sebesar *
112.165 ton/tahun (dengan asumsi produksi sampah per orang = 0,68 Kg/hari,
sumber Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan). Dimana 60 persennya
adalah sampah organik sebesar + 67.299 ton, yang mengalami pembusukan dan
menghasilkan gas CO2 (Karbon Dioksida), H2S (Hidrogen Sulfida) dan CH4 (Methan)
dan menjadi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global.

Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2017-2021,

yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel berikut:
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Tabel 2.38 Status Mutu Air dan Udara Kota Manado Tahun 2017-2021

. . . Realisasi Capaian
No | Indikator Kinerja Daerah 2017 2018 2019 2020 2021
1 Status mutu air S50% 92% 75% 50% 100%
2 Status mutu udara 50% 60% 78% 0% 100%

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib
administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain
yaitu kepemilikan akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan dan akte
perceraian. Berikut kondisi perkembangan penerbitan akte kependudukan dan
pencatatan sipil Kota Manado:

Tabel 2.39 Penerbitan Dokumen Kependudukan Tahun 2017-2020

Uraian 2017 2018 2019 2020
Akte Kelahiran 10.794 9.947 10.005 7.992
Akte Kematian 3.509 4.109 4.312 4.839
Akte Perkawinan 2.783 2.518 2.496 2.376
Akte Perceraian 364 379 352 356

Sumber: BPS Kota Manado

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga
yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran melalui pelayanan
KB. Berikut kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Tabel 2.40. Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2017-2021

Indikator Realisasi Capaian
No Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021
Daerah
1 Persentase
perempuan

berumur 10
tahun ke atas
menurut
umur
perkawinan
pertama:

e Kurang / 4,97 8,27 0,91 0,93 0,71
sama
dengan 16
tahun

e 17 tahun -
18 tahun 14,14 11,45 1,14 1,08 1,04
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e 19 tahun - 21,81 16,83 12,49 9,77
20 tahun

e Sama
dengan /
diatas 21

tahun

22,43

58,47 58,48 81,12 85,5 88,48

Sumber: BPS Kota Manado

7. Perhubungan

Kota Manado perlu memperhatikan dan memberi solusi pada sektor
transportasi untuk mengatasi kemacetan di Kota Manado serta titik parkir on street
yang masih tinggi. Maka dari itu, perlu dilakukan pengendalian dengan
mempertimbangkan penggantian dari transportasi pribadi ke transportasi massal.
Data memperlihatkan panjang jalan di Kota Manado 5 tahun terakhir adalah sama
yaitu 616,01 km, sedangkan total kendaraan terus mengalami peningkatan dari
260.960 unit kendaraan di tahun 2017 meningkat menjadi 362.982 unit kendaraan
roda 4, roda 2 dan lainnya.

Tabel 2.41. Panjang Jalan, Jumlah Kendaraan dan Persentase Pengguna Moda
Transportasi Kota Manado Tahun 2017-2021

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Panjang Jalan (km) 616,01 616,01 616,01 616,01 | 616,01
2 | Kendaraan roda 4 82.509 90.750 094.9925 97.118

Kendaraan roda 2 178.451 | 205.340 | 218.923 | 228.822 | N/A
Lainnya 815 911 1.017 1.042
3 | Total Kendaran 260.960 | 296.090 | 314.865| 362.982 | N/A

Sumber : BPS Kota Manado

8. Komunikasi dan Informatika

Adanya kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka
masyarakat cenderung memanfaatkan media online dengan pertimbangan biaya,
aksesibilitas dan pilihan media yang beragam. Berikut adalah beberapa akses publik
terhadap informasi komunikasi dan informatika di Kota Manado.

Tabel 2.42. Akses Publik Terhadap Informasi Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017-2020

Media Informasi 2017 2018 2019 2020
Lokal
Cetak 8 8 8 N/A
Radio 12 12 12 N/A
Televisi 4 4 4 N/A
Online 11 11 11 N/A

Sumber: BPS Kota Manado
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9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta Koperasi merupakan
langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan
perekonomian. UMK menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap
perekonomian Kota Manado, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan
tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Manado melalui peningkatan
produktivitas usaha.

Tabel 2.43. Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Tahun 2017-2020

No Indikator Kinerja Realisasi Capaian
Daerah 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah UMKM (unit) 17.122 16.586 8.306 23.375
2 Jumlah Koperasi N/A N/A 460 475
3 ‘é;;nlah Aset (milyar 362,36 362,44 362,63 1,97
4 ‘li‘;nlah Omset (milyar | 537 35 231,35 231,26 15,17
5 Jumlah Tenaga Kerja 44.195 42.104 110.294 62.046

Sumber : Disnaker Kota Manado

10. Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi
suatu negara atau daerah dapat dilihat melalui multiplier effect yang
ditimbulkannya. Kemudahan perizinan, kepastian hukum serta infrastruktur yang
baik akan menarik investor untuk berinvestasi. Berikut adalah kinerja urusan
penanaman modal Kota Manado.

Tabel 2.44. Indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun

2017-2021
Indikator Realisasi Capaian
No Kinerja 2017 2018 2019 2020 2021
Daerah
1 | Jumlah Investor
PMA 22 24 76 63 84
PMDN 28 43 157 403 996
2 | Nilai Investasi
ill\a/[ﬁ) (US$ 21.622,2 16.116,6 29.650,5 988,2 8.859
PMDN (Rp
Juta) 169.154,6 | 2.519.549,9 | 2.979.086,1 | 1.565.607,1 | 2.375.734,1

Sumber: BPS Kota Manado
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11. Kepemudaan dan Olah Raga

Prestasi dalam kepemudaan dan olahraga kurun waktu 2019-2020
mengalami kenaikan dari 2 tahun sebelumnya, baik dibidang olahraga, seni budaya
dan Iptek. Berikut kinerja urusan kepemudaan dan olahraga:

Tabel 2.45. Indikator Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun

2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah prestasi
dibidang olahraga 8 8 10 10 3
yang diraih
Jumlah prestasi
dibidang seni 8 8 10 10 0
budaya yang diraih
Jumlah prestasi
dibidang Iptek 8 8 10 10 0
yang diraih

Sumber: BPS Kota Manado

12. Statisik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk
statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan
Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi
perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Manado telah menyusun buku
Manado Dalam Angka dan buku Kecamatan Dalam Angka.

Tabel 2.46. Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kota Manado Tahun

2017-2021
No. Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Buku “Manado Dalam Angka” Ada Ada Ada Ada Ada
2 | Buku “Kecamatan Dalam Angka” Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber: BPS Kota Manado

13. Persandian

Persandian diarahkan untuk mengelola keamanan informasi. Pemerintah Kota
Manado menggunakan indeks KAMI versi 3.1 untuk mengukur tingkat keamanan
informasi layanan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan Sistem
Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dalam pengelolaan keamanan informasi
didasarkan pada sistem elektronik dalam instansi, tata kelola keamanan informasi,
pengelolaan risiko keamanan informasi, kerangka kerja pengelolaan keamanan
informasi, pengelolaan aset informasi, serta teknologi dan keamanan informasi.
Tingkat kelengkapan penerapan SMKI layanan TIK pemerintah Kota Manado untuk
kategori sistem elektronik berada pada skor 18, artinya ada pada level tinggi,

sedangkan tingkat kematangan SMKI pemerintah Kota Manado berada pada tingkat
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kematangan I. tetapi di sisi lain, tingkat kelengkapan penerapan SMKI pemerintah

Kota Manado masuk pada level “Tidak Layak”.

14. Perpustakaan
Data menunjukkan bahwa jumlah pengunjung ke gedung perpustakaan dari
tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan. Jumlah pengunjung ke gedung
perpustakaan dari 2.100 pengunjung meningkat menjadi 4.667 pengunjung,
sedangkan jumlah kunjungan ke perpustakaan online dari 2.500 pengunjung
meningkat menjadi 5.286 pengunjung.
Tabel 2.47. Indikator Kinerja Daerah Urusan Perpustakaan Tahun 2017-2021

No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021

1 | Jumlah kunjungan ke |, ;4 4.555 5.831 7.408 | 9.110
gedung perpustakaan

2 | Jumlah kunjungan ke 2.500 5.008 4.800 12.200 | 13.450
mobile library

3 Jumlah buku yang
dibaca pada online 0 1.504 3.500 6.200 7.500
library

4 | Jumlah hits ke online 0 22.844 | 150.000 | 50.000 | 52.000
library

Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Manado

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan
1. Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Pada urusan kelautan dan perikanan memperlihatkan adanya peningkatan
jumlah rumah tangga pada perikanan tangkap dari 1.771 rumah tangga menjadi
1.823 rumah tangga. Untuk produksi perikanan tangkap juga mengalami
peningkatan yaitu dari 9.219,8 ton di tahun 2017, meningkat menjadi 14.623,8 ton
di tahun 2018.

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian pada tahun 2017-2021 dapat
dilihat pada tabel berikut, berdasarkan komoditi pertanian yang menonjol di Kota
Manado.

Tabel 2.48. Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian, Kelautan dan
Perikanan Kota Manado Tahun 2017 - 2021

No Indikator Kinerja Realisasi Capaian
Daerah 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Produksi tanaman
pangan
e Jagung 16.379 14.568 9.873 8.685,5 5.465,33
e Kedelai 0] 237 1.956 24,8 75,64
e Kacang tanah 210 35 925 38,0 48,8
e Ubi kayu 1.054,5 1.482 725 2.916,0 3.626,3
e Ubi jalar 246,5 289 50 180 172,4
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2 | Produksi tanaman

sayur
e Cabai rawit 309 298 966 2.663 2.229
e Cabai besar 30 42 433 1.012 681
e Tomat 13 13 N/A 23 287
e Kacang panjang 62 74 103 545 582
e Terung 19 37 410 1.322 1.594
e Ketimun 29 28 81 860 1.911
Kangkung 22 28 50 140 632

3 | Produksi tanaman
buah-buahan
e Mangga 779 571 1.670 1.815 1.065
e Durian 153 78 250 300 251
e Pisang 3.348 3.202 8.155 14.076 22.828
e Pepaya 605 467 1.412 5.660 9.723
e Nenas 63 46 160 259,85 207,07

4 | Produksi tanaman
perkebunan (ton)
e Kelapa 5.463 3.882 119,7 2.736,97 2.266,22
e Cengkeh 7,2 3,6 0 0 0
e Pala 0 22,64 0 0 0

S | Jumlah rumah
tangga perikanan 1.771 1.771 1.823 1.771 1.771
tangkap

6 | Produksi perikanan | ¢ 5195 | 146238 14.650 | 44.341,2 | 42.339.356

tangkap (ton)

Sumber : BPS Kota Manado

2.

Pariwisata

Visi RPJPD Kota Manado yaitu “Manado Pariwisata Dunia”, mengharuskan

Kota Manado untuk terus mendorong sektor pariwisata agar meningkatkan daya

tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan

wisatawan. Berikut adalah objek wisata alam dan wisata buatan yang ada di Kota

Manado.

Tabel 2.49. Objek Wisata di Kota Manado

Lokasi

Jenis Obyek Wisata

Obyek Wisata Alam

. Pulau Bunaken, Kecamatan Bunaken

Kepulauan

. Pulau Siladen, Kecamatan Bunaken

Kepulauan

. Pulau Manado Tua, Kecamatan Bunaken

Kepulauan

. Desa Meras dan Desa Tongkaina,

Kecamatan Bunaken

. Desa Kima Atas, Kecamatan Bunaken

Taman Nasional Bunaken

Pantai Pasir Putih Siladen

Pendakian Hutan Lindung

Gunung Tumpa

Air terjun Kima Atas
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Lokasi Jenis Obyek Wisata

6. Kelurahan Malalayang II, Kecamatan

Kawasan Wisata Pantai Malalayang
Malalayang

7. Kecamatan Bunaken Kepulauan Hutan mangrove Tongkaina
8. Pulau Bunaken/ Teluk, Kecamatan

Pulau Bunaken
Bunaken Kepulauan

Obyek Wisata Buatan
Batas Kota Manado & Kalasey, Malalayang = Monumen Boboca

—

2. Kompleks Perum Citralnd, Winangun, )
Citraland Waterpark

Malalayang
3. Winangun, Malalayang Patung Tuhan Yesus Memberkati
4. Kompleks Pelabuhan Manado Monumen Lilin
S. Jl. Sarapung/Tugu PD II, Wenang Gereja Centrum
6. Jl. Piere Tendean, Sario Taman Berkat/ God Bless Park
7. Taman Kesatuan Bangsa, Wenang Patung Dotu Lolong lasut
8. Jl. W.R. Supratman, Wenang Museum Provinsi Sulut
9. Jl. Panjitan, Wenang Klenteng Ban Hin Kiong
10. Perbukitan Singkil, Singkil Kampung Warna Warni Sindulang

Sumber : BPS Kota Manado

Adanya Pandemi Covid-19, berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara dan domestik yang mengalami penurunan drastis, dengan
diberlakukannya pembatasan mobilitas orang. Data 2019 memperlihatkan jumlah

kunjungan di tahun 2019 sebanyak 470.051, dengan pertumbuhan -70,81 persen.

Kinerja pelayanan pada urusan pariwisata tahun 2017-2021 dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.50. Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata Kota Manado Tahun

2017 - 2021
No Indikator Kinerja Realisasi Capaian
Daerah 2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah kunjungan

1 wisatawan 1,647,000 | 1,271,289 975,060 447,119 | 442.587
domestik
Jumlah kunjungan

2 wisatawan 92,729 124,830 143,730 24,021 16.718
mancanegara

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Manado

3. Perdagangan dan Perindustrian

Kehadiran pasar tradisional adalah salah satu bentuk sarana perdagangan
yang dapat menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pasar menjadi arena
kegiatan masyarakat baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Di tahun 2021,

Kota Manado memiliki 10 pasar, dengan tipe sebagai berikut:
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Tabel 2.51. Pasar Tradisional di Kota Manado Tahun 2020

Pasar Jumlah Jur-nlah Luas Lahan Tipe Pasar
Pedagang Kios (M2)
Pasar Pinasungkulan 957 222 20.000 Tipe A
Pasar Bersehati 1.244 190 50.000 Tipe A
Pasar Bahu 120 48 10.000 Tipe C
Pasar Orde Baru 28 118 11.000 Tipe D
Pasar Restorasi 405 48 13.250 Tipe A
Pasar Bobo - - 11.130 Tipe D
Pasar Segar 308 242 14.000 Tipe A
Pasar Mapanget 24 - 240 Tipe D
Pasar Perum Paniki 226 - 5000 Tipe B
Pasar Buha 209 4 33.000 Tipe B

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado Tahun 2021

Kinerja pelayanan urusan perdagangan dan perindustrian dapat dilihat dari

kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan terhadap PDRB Kota

Manado. Berikut kinerja urusan perdagangan dan perindustrian Kota Manado tahun

2017-2021.

Tabel 2.52. Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Kota Manado 2017-2021

Indikator Kinerja

No Daerah

Realisasi Capaian

2017

2018

2019

2020

2021

1 Kontribusi kategori
perdagangan Besar
dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
terhadap PDRB
(ADHB)

17,44

17

,39

18,45

19,54

20,02

2 Kontribusi kategori
Industri
Pengolahan
terhadap PDRB
(ADHB)

3,32

3

25

3,25

3,56

3,73
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2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang
1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan
manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana
operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen
RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. RPJMD memuat visi, misi, tujuan
dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5
tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan
instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Seluruh proses pembangunan daerah harus dimulai dari tahap perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah Kota Manado dilakukan oleh Perangkat
Daerah dan dikoordinir oleh Bapelitbangda Kota Manado.

Urusan penunjang di bidang penelitian dan pengembangan dilakukan untuk
memperkuat proses perencanaan pembangunan daerah. Bersama-sama dengan
urusan penunjang di bidang perencanaan, Bapelitbangda Kota Manado
melaksanakan urusan penunjang di bidang penelitian dan pengembangan yang
dilakukan melalui kajian-kajian yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan
perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Manado telah memiliki
dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.53. Dokumen Perencanaan Kota Manado Tahun 2017-2021

Jenis Dokumen 2017 2018 2019 2020 2021
RPJPD Ada Ada Ada Ada Ada
RPJMD Ada Ada Ada Ada Ada
RKPD Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2022
2. Keuangan

Pada selang tahun 2016 — 2019, pendapatan dari pajak daerah membentuk
rata-rata 74,24% dari total Pendapatan Asli Daerah dan 17,35% dari total
Pendapatan Daerah. Pajak daerah menunjukkan adanya peningkatan selang tahun
2016 - 2019 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10,86% per tahun. Kontribusi
sektor pariwisata terhadap pajak daerah cukup signifikan dimana pajak hotel, pajak
restoran, dan pajak hiburan membentuk rata-rata 45,18% dari total pajak daerah.
Nilai pajak hotel sendiri menyumbangkan rata-rata 12,13% dari total pajak daerah.
Untuk pajak restoran, kontribusi rata-rata terhadap pajak daerah adalah sebesar
28,45%, sedangkan pajak hiburan menyumbangkan rata-rata 4,60% dari pajak

daerah.
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Berbeda dengan pajak daerah yang menunjukkan tren peningkatan,
pendapatan dari retribusi daerah capaian yang sangat fluktuatif. Di tahun 2016,
total retribusi yang terealisasi sebesar Rp. 43,43 milyar. Realisasi retribusi di tahun
2017 menurun drastis menjadi Rp. 27,23 milyar, dan kembali turun di tahun 2018
menjadi Rp. 22 milyar. Di tahun 2019, realisasi retribusi meningkat menjadi Rp.
27,03 milyar.

Dari seluruh sumber retribusi, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
dan Retribusi IMB memiliki kontribusi yang sangat signifikan dengan rata-rata
kontribusi sebesar 78,81%. Bahkan di tahun 2019, kontribusi kedua retribusi
tersebut membentuk 91,23% dari total realisasi retribusi. Fluktualitas retribusi
daerah sangat dipengaruhi oleh Retribusi IMB. Total realisasi retribusi memiliki
kontribusi rata-rata sebesar 8,23% dari total PAD, dan 1,82% dari total Pendapatan
Daerah.

Permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan fungsi keuangan pada
tahun 2020 adalah dampak pandemi dan dinamika regulasi yang cepat dan
kompleks, menuntut penyesuaian dalam dokumen anggaran tanpa mengurangi
akuntabilitas pemerintah daerah. Saat pandemi COVID-19 melanda, pendapatan
daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah turun drastis. Pajak
daerah di tahun 2020 turun sebesar 33,24% dan retribusi daerah turun sebesar
21,73% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Mengingat pandemi COVID-19
sangat berdampak pada kinerja sektor pariwisata, pajak daerah yang bersumber dari
sektor tersebut mengalami penurunan yang signifikan yang secara kumulatif

sebesar 50,58%.

3. Kepegawaian

Untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan dan
pembangunan, diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil
melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistim.
Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penyusunan pola karier PNS yang berhasil
diidentifikasi meliputi pendidikan formal, diklat, usia, masa kerja, golongan ruang,
pangkat dan tingkat jabatan serta kompetensi.

Di tahun 2021, Pemerintah Kota Manado memiliki 5.247 Pegawai Negeri Sipil
(PNS), yang terdiri dari 1.786 PNS Laki-laki (34%), dan 3.461 PNS Perempuan (66%).
Sementara untuk strata Pendidikan tertinggi Pegawai Negeri Sipil Kota Manado
mencapai strata 3 (S3). Sebanyak tiga Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Manado
(1 Laki-laki dan 2 Perempuan) mengenyam pendidikan Strata 3 (S3). Sementara

strata Pendidikan terbanyak adalah strata 1 (S1) yakni sebanyak 3.452 PNS dengan
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rincian 1.126 PNS (32,6%) Laki-laki dan 2.326 (67,4%) Perempuan memiliki
Pendidikan tertinggi S1.

Sementara berdasarkan golongan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kota Manado, kepangkatan tertinggi adalah golongan IV /e sebanyak 1
pegawai laki-laki dan IV/d sebanyak 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Manado yang
mencapai golongan kepangkatan IV/d dengan rincian 2 PNS Laki-laki dan 1 PNS
Perempuan. Sementara sebagian besar Pegawai Negeri Sipil Kota Manado berada
pada golongan kepangkatan III/d, yakni sebanyak 1.209 dengan rincian 374 PNS
Laki-laki, dan 835 PNS Perempuan.

4. Pengawasan

Dalam menjalankan setiap kegiatan tata kelola administrasi seringkali
didapati adanya pelanggaran yang terjadi di Perangkat Daerah. Karena itu,
diperlukannya pengawasan untuk mengurangi pelanggaran di setiap tahunnya.
Selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Inspektorat Kota Manado
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap
urusan penyelenggaran Pemerintahan Daerah, baik secara teknis maupun
administratif. Pengawasan dilakukan untuk melalui beberapa cara antara lain
melalui audit, monitoring, evaluasi, riviu, serta asistensi dan konsultasi. Untuk
dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Inspektorat Kota Manado senantiasa
melakukan penguatan aparatur maupun sistem, dimana saat ini tingkat kapabilitas
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sudah berada pada level 3 dengan
tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada level 3.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam
mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan
tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang
berdekatan, nasional atau internasional.
A. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah atau infrastruktur menjadi salah satu
fokus penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Ketersediaan fasilitas
wilayah atau infrastruktur Kota Manado meliputi aksesibilitas wilayah,
penataan wilayah, ketersediaan air bersih dan drainase, Penerangan Jalan
Umum (PJU).
1) Aksesibilitas Daerah

Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di

Kota Manado yaitu:
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a. Berdasarkan data tahun 2021, sarana jalan di Kota Manado terdiri dari

jalan nasional sepanjang 49,22 km , provinsi sepanjang 42,72 km dan

jalan pemerintah kota sepanjang 616,01 km. Dengan kondisi jalan kota

baik sepanjang 486,91 km (79%), kondisi sedang sepanjang 31,17 km

(5%), kondisi rusak sepanjang 68,20 km (11%), dan kondisi rusak berat

sepanjang 29,73 (5%).

b.  Pelabuhan Manado merupakan pelabuhan pelayaran antar pulau dalam

provinsi dan luar provinsi.

Banyaknya kapal keluar dan masuk

mengalami kecenderungan menurun selang waktu 2018 ke 2019 yaitu

dari 4.232 kapal menjadi 4.004 kapal. Sedangkan untuk volume bongkar

muat barang trennya meningkat. Begitu juga dengan jumlah penumpang

mengalami kenaikan di periode waktu 2017-2019.

Tabel 2.54. Aktivitas Pelabuhan Manado Tahun 2017-2020

Aktivitas pelabuhan 2017 2018 2019 2020
Manado
Banyaknya kapal keluar / 4.018 4.232 4.004 N/A
masuk (unit)
Volume bonglkar muat 717.989 234.865 NA N/A
barang (ton/m3)
Jumlah penumpang (org) 508.262 613.898 733.731 N/A
Sumber . BPS Kota Manado
C. Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi melayani penumpang
domestik dan internasional. Aktivitas di Bandara Sam Ratulangi

mengalami peningkatan dari 702 pesawat di tahun 2017, menjadi 1.000

di tahun 2019. Begitu juga dengan jumlah penumpang bandara udara

internasional terus mengalami kenaikan di kurun waktu 2017-2019, yaitu

dari 84.904 (2016) penumpang menjadi 143.730 (2019). Sedangkan untuk

kedatangan pesawat dan penumpang domestik mengalami penurunan.

Tabel 2.55. Aktivitas Bandara Udara Manado Tahun 2017-2020

Aktivitas Bandara Udara 2017 2018 2019 2020
Banyaknya Pesawat Datang

Domestik 13.096 12.609 N/A N/A
Internasional 702 885 1000 N/A
Banyaknya Penumpang
Domestik 1.270.759 1.242.692 N/A N/A
Internasional 84.904 129.182 143.730 N/A

Sumber . BPS Kota Manado
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2) Penataan Wilayah

Penataan wilayah Kota Manado terbagi menjadi kawasan budidaya dan
kawasan lindung. Dari total luas Kota Manado, luas kawasan budidaya yaitu
2.517,52 Ha (79,17%), sedangkan untuk kawasan lindung sebesar seluas 3.293,5
Ha (20,83). Sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Manado adalah berupa
wilayah produktif, antara lain berupa kawasan perumahan, perdagangan dan jasa,
perkantoran, industri dan pergudangan, dan pariwisata. Kawasan perkotaan
mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya
yang ada di Kota Manado adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan
utama pada kawasan budidaya di Kota Manado adalah bukan pertanian. Untuk
kawasan lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya,
kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan lindung yang
terluas diperuntukkan bagi Taman Nasional Bunaken (TNB) yaitu seluas 1.949,58
Ha dan kawasan lindung paling kecil diperuntukkan bagi cagar budaya dengan luas

6,32 Ha.

3) Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Berikut ketersediaan fasilitas Kota Manado sebagai kota perdagangan dan jasa
yaitu jumlah 300 rumah makan/restoran di tahun 2021, jumlah hotel berbintang
sebanyak 31 hotel di tahun 2019, dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan
sebanyak 2.133 orang dan 144 hotel non bintang dengan 906 tenaga kerja.

B. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong
berkembangnya investasi antara lain faktor keamanan dan ketertiban suatu wilayah
dan kemudahan proses perijinan.
1) Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kota
Manado perlu melakukan pengendalian terhadap terjadinya tawuran/konflik,
demonstrasi atau unjuk rasa. Berdasarkan data yang ada, jumlah konflik/tawuran
di Kota Manado di tahun 2020 ada sebanyak 4 tawuran. Sedangkan untuk konflik
bernuansa SARA tidak ada kejadian selama 4 tahun terakhir. Adapun jumlah
kejadian konflik di Kota Manado pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 2.56. Jumlah Konflik di Kota Manado Tahun 2017-2021

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah
konflik /tawuran 10 1 1 M 0
Jumlah kejadian
konflik bernuansa 0 0 0 0 0
SARA yang terjadi

Sumber . BPS Kota Manado

2) Kemudahan Perijinan

Kemudahan investasi diukur menggunakan indikator prosedur izin terbit

perizinan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan. Data instansi Pengelola

Perizinan Usaha memperlihatkan dalam kurun waktu 2017 - 2020 terjadi

penurunan investasi di Kota Manado. Tahun 2017, izin yang dikeluarkan sebanyak

10.276 izin, di tahun 2018 menurun menjadi 8.991 izin, dan pada tahun 2020

kembali terjadi penurunan menjadi 2.971 izin. Berikut tabel mengenai jumlah

perizinan dan non perizinan di tahun 2020.

Tabel 2.57. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikeluarkan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Manado

Tahun 2020
Jenis Jumlah
.. . res Jumlah .
Ijin Jenis Ijin Nama Register Izin
Kode g Terbit
103 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 33 32
204 ljin Usaha Jasa Konstruksi 172 169
214 Analisis Dampak Lalulintas 27 28
305 TDUP - Jasa Perjalanan Wisata 2 2
306 TDUP - Usaha Penyediaan Akomodasi 8 7
307 TDUP - Usaha Jasa Makanan Dan Minuman 62 55
308 TDUP - Usaha Kawasan Pariwisata 0 0
309 TDUP - Usaha Jasa Transportasi Wisata 0 0
310 TDUP - Usaha Daya Tarik Wisata 0 0
311 TDUP - Usaha Hiburan Dan Rekreasi 17 14
312 TDUP - Usaha Jasa Pramuwisata 0 0
TDUP - Jasa Pertemuan Insentif Konferensi
313
Pameran 1 1

314 TDUP - Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 0 0
315 TDUP - Usaha Jasa Informasi Pariwisata 0 0
316 TDUP - Usaha Wisata Tirta 0 0
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Jenis Jumlah
Ijin Jenis Ijin Nama ;:;?sl::r Izin.
Kode Terbit

317 TDUP - Usaha Spa 1 1
370 TDUP - Jasa Angkutan Laut Wisata 0 0
401 SIUP - Perdagangan Umum 148 147
402 Izin Usaha Industri 7 4
404 Tanda Daftar Gudang 6 2
405 Izin Koperasi Simpan Pinjam 1 1
407 Tanda Daftar Industri 0 0
410 SIUP - Minuman Beralkohol 9 8
416 SIUP - Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 0 0
417 SIUP - Izin Usaha Toko Modern 25 19
428 Berita Acara Pemeriksaan Brg Berbahaya 0 0
201 Izin Mendirikan Bangunan Reklame 77 79
202 Izin Mendirikan Bangunan 328 337
203 Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 15 12
208 Advice Planning 32 27
209 Rekomendasi Kanopi 0 0
210 Rekomendasi Spanduk/Reklame 7 7
211 Rekomendasi Trotoar/Jalan Masuk 1 2
212 Rekomendasi Antena Monopole 0 0
213 Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Galian Kabel 0 0
215 Izin Mendirikan Bangunan Perumahan 195 207
217 Izin Mendirikan Bangunan - Tower/Menara 13 12
218 Sertifikat Laik Fungsi 105 165
219 Rekomendqsi . Alat Dan Perangkat

Telekomunikasi 37 28
220 Izin Mendirikan Bangunan Prasarana Tiang 0 0
123 Rekomendasi Ukl/Upl 73 76
124 Surat Petunjuk Pengelolaan Lingkungan 618 618
205 Izin Lingkungan 27 31
206 Igin Pembuangan Air Limbah Ke Media

Lingkungan 15 14
207 Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 13 14
322 Izin Trayek 0 2
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Jenis Jumlah
Ijin Jenis Ijin Nama ;:;?sl::r Izin.
Kode Terbit
126 Rekomandasi Paspor Tki 10 10
127 Izin Lembaga Pelatihan Kerja 13 13

319 Izin Penyelenggaraan Pusat Keg Belajar

Mayarakat 0 0
321 Izin Operasional Sekolah Negeri Dan Swasta 0 0
324 Izin Apotik 41 40
325 Izin Toko Obat S 4
326 Izin Optik 11 9
327 Izin Mendirikan Klinik 2 2
328 Izin Laboratorium 2 2
329 Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D §) §)
331 Rekomendasi Keramaian 0 0
332 Rekom Pedagang Besar Farmasi 0 0
333 Rekom Pedagang Alat Kesehatan 0 0
334 Rekom Rumah Sakit Tipe B 0 0
336 Rekom Penelitian di Sekolah dan Lembaga 0 0
337 Surat Izin Praktik Apoteker 82 85
338 Surat Izin Kerja Perawat 4 )
339 Surat Ijin Praktek Perawat 346 345
341 Surat Izin Praktek Bidan 80 81
342 Surat Izin Kerja Tenaga Gizi 1 1
344 Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien 8 8
345 Surat Izin Praktik Fisioterapis 4 4
346 Surat Izin Kerja Fisioterapis 3 3
347 Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 62 62
348 Surat Izin Kerja Radiografer S S
349 Surat Izin Praktik Tenaga Gizi 12 11
350 Surat Izin Praktek Analis Teknologi Lab Medik 36 36
352 Surat Izin Praktik Trapis Gigi dan Mulut 11 11
353 Izin Operasional Klinik 15 16
354 Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D 7 7
356 Surat Izin Praktek Elektromedis 4 3
357 Surat Izin Praktik Terapis Wicara 1 1
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Jenis Jumlah
s s yis Jumlah .
Ijin Jenis Ijin Nama Register Izin
Kode € Terbit
358 Surat Izin Kerja Terapis Wicara 0 0
359 Surat Izin Praktik Okupasi Terapis 0 0
360 Surat Izin Kerja Okupasi Terapis 1 1
361 Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis 1 1
362 Surta Izin Kerja Ortotis Prostetis 0 0
365 Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian 3 3
366 Surat Izin Kerja Teknisi Gigi 0 0
367 Surat Izin Kerja Perekam Medis 4 4
375 Surat Izin Kerja Optometris 0 0
376 Surat Izin Kerja Penata Anestesi 0 0
377 Surat Izin Tukang Gigi 0 0
381 Surat Izin Praktek Fisikawan Medik 1 1

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non
395

Formal 12 12
396 Penyelenggaraan Program atau Satuan

Pendidikan OP 0 0
397 Pendirian Program atau Satuan Pendidikan 1 1
398 Surat Terdaftar Penyehat Tradisional 7 7

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah
399

Tangga 61 48
406 Izin Usaha Peternakan 2 2
456 Surat Izin Praktik Pelayanan Tranfusi Darah 0 0

Jumlah 2.939 2.971

Sumber : DPMPTSP Kota Manado 2020

C. Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting dalam rangka pembangunan daerah adalah
menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin tinggi kualitas SDM
yang dimiliki suatu daerah maka semakin kuat daya saing yang dimiliki. Kualitas
SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi
kesempatan kerja yang tercermin dari tingkat pendidikan angkatan kerja di Kota
Manado. Secara umum, angkatan kerja di Kota Manado tahun 2021 didominasi oleh
lulusan SMA sederajat sebanyak 95.975 jiwa atau membentuk 47,71 persen dari

keseluruhan angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja dengan pendidikan tinggi
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(diploma /akademi / universitas) sebanyak 43.063 jiwa atau membentuk 21,40

persen dari keseluruhan angkatan kerja.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Terhadap Target RKPD Tahun 2021
dan Capaian Terhadap Target RPJMD Tahun 2021

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2021 akan menunjukkan

capaian indikator program pembangunan Kota Manado di tahun 2021 yang terdiri

atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. Urusan Wajib Pendidikan

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah
Kota Manado tahun 2021 pada urusan Pendidikan dan Kebudayaan disajikan pada

tabel berikut:

Tabel 2.58. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado

Tahun 2021
Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Capaia Capaia
n n
. Target T Target -
Program / Kinelrrj‘:lll(ra(:;rram / kinerja | Realisa I:::E:: Statu Indikator kinerja | Realisa ':::::: Statu
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD si ap s Kinerja RPJMD si ap s OoPD
. tahun Kinerja RPJMD tahun Kinerja
Kegiatan RKPD 2021 target 2021 target
RKPD RPJMD
2021 2021
Program APM SD 80,45% | 93,91% 116,73 ST APM SD 80,45% | 93,91% 116,73 ST DIKBUD
Pengelolaan (Tingkat partisipasi % (Tingkat partisipasi %
Pendidikan warga negara usia7-12 warga negara usia7-
tahun yang 12 tahun yang
berpartisipasi dalam berpartisipasi dalam
pendidikan dasar) pendidikan dasar)
APM SMP 66,66% | 89,67% | 134,52 ST APM SMP 66,66% | 89,67% | 134,52 ST DIKBUD
(Tingkat partisipasi % (Tingkat partisipasi %
warga negara usia 13- warga negara usia
15 tahun yang 13-15 tahun yang
berpartisipasi dalam berpartisipasi dalam
pendidikan menengah pendidikan
pertama) menengah pertama)
APM PAUD 99,49% | 44,55% | 44,78% SR APM PAUD 99,49% | 44,55% | 44,78% SR DIKBUD
(Tingkat partisipasi (Tingkat partisipasi
warga negara usia 5-6 warga negara usia 5-
tahun yang 6 tahun yang
berpartisipasi dalam berpartisipasi dalam
PAUD) PAUD)
Pendidikan - 71,73% - - Pendidikan DIKBUD
Kesetaraan Kesetaraan:
Tingkat Partisipasi Sekolah dan Tidak 1.005 1.037 103,18 ST
warga negara usia 7- Bersekolah yang orang orang %
18 tahun yang belum mengikuti
menyelesaikan Pendidikan Non
pendidikan dasar dan Formal Paket A, B,
menengah yang danC
berpartisipasi dalam - Jumlah Lembaga 33 7 21,21% SR
pendidikan kesetaraan Non Formal lembag | lembag
/Informal yang a a
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dibina SKB, PKBM,
LKP

Program Persentase pendidik 80% 0 0,00% SR DIKBUD
Pendidik dan PAUD (Negeri dan
Tenaga Swasta) yang memiliki
Kependidikan | ijazah diploma empat
(D-IV) atau sarjana
(S1) bidang pendidikan
anak usia dini,
kependidikan lain atau
psikologi dan sertifikat
profesi guru
pendidikan anak usia
dini serta, pendidik SD
& SMP yang memiliki
ijazah diploma empat
(D-1V) atau sarjana
(S1) dan sertifikat
pendidik

Program Persentase 80% 0 0,00% SR Persentase Cagar 90% - - - DIKBUD
Pengembang pengelolaan Budaya yang
an kebudayaan yang Dilestarikan
Kebudayaan masyarakat pelakunya
dalam daerah kota

Persentase capaian 80% 0 0,00% SR DIKBUD
pembinaan lembaga
adat

Program Persentase capaian 95% 76% 80,00% T Persentase capaian 80% 76% 95,00% ST DIKBUD
Pengelolaan penyediaan dan penyediaan dan
Permuseuma pemeliharaan sarana pemeliharaan

n dan prasarana sarana dan
museum prasarana museum

Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60>X>50; Sangat Rendah X<50

2. Urusan Wajib Kesehatan
Adapun realisasi dari pencapaian kinerja pada urusan wajib kesehatan seperti
dalam tabel dibawah ini:
Tabel 2.59. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado

Tahun 2021
Urusan Kesehatan

Capaia Capaia
. Target . n . Target . n .
Program / Kinelrrj‘:g(?:;r;m / kinerja Realisa 't(::::: Stat Indikator kinerja | Realisa ':::::: Stat
. . RKPD si us Kinerja RPJMD si us OoPD
Kegiatan Kegiatan / Sub - ap - ap
. tahun Kinerja RPJMD tahun Kinerja
Kegiatan RKPD 2021 target 2021 target
RKPD RPJMD
2021 2021
Program Persentase Balita 1.1% 0 - - Persentase Balita 1.1% 0 - - DINKES
Pemenuhan Gizi Buruk (tidak Gizi Buruk (tidak
Upaya ada ada
Kesehatan kasus kasus
Perorangan gizi gizi
dan Upaya buruk) buruk)
Kesehatan Persentase Bayi O - 40% 89.7% 224,25 ST Persentase Bayi O - 40% 89.7% 224,25 ST DINKES
Masyarakat 6 Bulan mendapat % 6 Bulan mendapat %
ASI Ekslusif ASI Ekslusif
Persentase Balita 100% 0 - - Persentase Balita 100% 0 - - DINKES
Gizi Buruk (tidak Gizi Buruk (tidak
Mendapat ada gizi Mendapat ada gizi
Perawatan buruk) Perawatan buruk)

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11 - 68



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

Prevalensi Balita 0.01% 0 - - Prevalensi Balita 0.01% 0 - - DINKES
Gizi Buruk (tidak Gizi Buruk (tidak
ada ada
kasus kasus
gizi gizi
buruk) buruk)
Persentase Balita 15% 0.3% 2,00% SR Persentase Balita 15% 0.3% 2,00% SR DINKES
Dengan Obesitas Dengan Obesitas
Persentase Balita 1.2% 97% Persentase Balita 1.2% 97% DINKES
Kekurangan Gizi Kekurangan Gizi
Yang Mendapat Yang Mendapat
PMT PMT
Prevalensi Anemia 18% 4.21% 23,38% SR Prevalensi Anemia 18% 4.21% 23,38% SR DINKES
Pada Ibu Hamil Pada Ibu Hamil
Persentase Balita 6- 95% 85.3% 89,79% T Persentase Balita 6- 95% 85.3% 89,79% T DINKES
59 Bulan Yang 59 Bulan Yang
Mendapat Vit A Mendapat Vit A
Persentase Remaja 45% 0 - - Persentase Remaja 45% 0 - - DINKES
Putri Mendapat (Tidak Putri Mendapat (Tidak
Tablet Tambah diakuk Tablet Tambah diakuk
Darah (TTD) an Darah (TTD) an
karena karena
Pande Pande
mi mi
COVID- COVID-
19) 19)
Persentase Bumil 45% 94.9% 210,89 ST Persentase Bumil 45% 94.9% 210,89 ST DINKES
KEK Mendapat % KEK Mendapat %
Makanan Tambahan Makanan Tambahan
Persentase KN1 95% 98% 103,16 ST Persentase KN1 95% 98% 103,16 ST DINKES
Sesuai Standar % Sesuai Standar %
Persentase KN 93% 98% 103,16 ST Persentase KN 93% 98% 103,16 ST DINKES
Lengkap Sesuai % Lengkap Sesuai %
Standar Standar
Persentase Bayi 1% 1% 100,00 ST Persentase Bayi 1% 1% 100,00 ST DINKES
Dengan BBLR % Dengan BBLR %
Persentase 93% 94% 101,07 ST Persentase 93% 94% 101,07 ST DINKES
Pelayanan % Pelayanan %
Kesehatan Bayi Kesehatan Bayi
Presentase 95% 78.9% 83,05% T Presentase 95% 78.9% 83,05% T DINKES
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Balita Kesehatan Balita
Angka Kematian 11% 0 - - Angka Kematian 11% 0 - - DINKES
Balita (2-5 Tahun) (Tidak Balita (2-5 Tahun) (Tidak
ada ada
kasus kasus
kemati kemati
an an
bayi) bayi)
Persentase 85% 0% - - Persentase 85% 0 - DINKES
Stimulasi Deteksi (Tidak Stimulasi Deteksi (Tidak
dan Intervensi Dini ada dan Intervensi Dini ada
Tumbuh Kembang pelaks Tumbuh Kembang pelaks
(SDIDTK) Anak anaan (SDIDTK) Anak anaan
Sesuai Standar SDIDTK Sesuai Standar SDIDTK
karena karena
adanya adanya
pande pande
mi mi
covid covid
19) 19)
Angka Kematian 0.23% 1.7% Angka Kematian 0.23% 1.7% DINKES
Bayi (0-1tahun) Bayi (0-1tahun)
Angka Kematian 1.68% 1.16% 69,05% S Angka Kematian 1.68% 1.16% 69,05% S DINKES
Neonatal Neonatal
Angka 0,72% 0.3% 41,67% SR Angka 0,72% 0.3% 41,67% SR DINKES
Kelangsungan Hidup Kelangsungan Hidup
Bayi Bayi
Persentase 94% 63% 67,02% S Persentase 94% 63% 67,02% S DINKES
Penjaringan Penjaringan
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Kesehatan SD Kelas Kesehatan SD Kelas
1 1
Persentase 30% 13.8% 46,00% SR Persentase 30% 13.8% 46,00% SR DINKES
Penjaringan Penjaringan
Kesehatan Kelas VII Kesehatan Kelas VII
Dan IX Dan IX
Persentase 95% 0 - - Persentase 95% 0 - - DINKES
Kesehatan Remaja (Tidak Kesehatan Remaja (Tidak
dilakuk dilakuk
an an
skrinin skrinin
g pada g pada
anak anak
remaja remaja
karena karena
CovID CovID
19) 19)
Persentase 95% 93.3% 98,21% ST Persentase 95% 93.3% 98,21% ST DINKES
Persalinan Oleh Persalinan Oleh
Nakes Terlatih Di Nakes Terlatih Di
Fasyankes Fasyankes
Persentase K4 100% 96.4% | 96,40% ST Persentase K4 100% 96.4% | 96,40% ST DINKES
Cangkupan 95% 93.4% | 98,31% ST Cangkupan 95% 93.4% | 98,31% ST DINKES
Pelayanan Nifas Pelayanan Nifas
Cakupan Neonatal 98.3% 111% 112,92 ST Cakupan Neonatal 98.3% 111% 112,92 ST DINKES
Dengan Komplikasi % Dengan Komplikasi %
Yang Ditangani Yang Ditangani
Jumlah Kasus 2 kasus 6 kasus | 300,00 ST Jumlah Kasus 2 kasus | 6 kasus | 300,00 ST DINKES
Kematian Ibu (lbu % Kematian Ibu (lbu %
Hamil, Melahirkan, Hamil, Melahirkan,
Dan Nifas) Dan Nifas)
Persentase 73.8% 42.3% 57,32% R Persentase 73.8% 42.3% 57,32% R DINKES
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Lansia Kesehatan Lansia
Prevalensi Tekanan 54.4% 8.8% 16,18% SR Prevalensi Tekanan 54.4% 8.8% 16,18% SR DINKES
Darah Tinggi Darah Tinggi
Prevalensi Obesitas 15.4% 0.2% 1,30% SR Prevalensi Obesitas 15.4% 0.2% 1,30% SR DINKES
Pada Penduduk Usia Pada Penduduk Usia
18+ Tahun 18+ Tahun
Persentase 5% 0 - - Persentase 5% 0 - - DINKES
Merokok Penduduk (belum Merokok Penduduk (belum
Usia <18 Tahun ada Usia <18 Tahun ada
data) data)
Persentase 100% 62.1% 62,10% S Persentase 100% 62.1% 62,10% S DINKES
Kelurahan yang Kelurahan yang
menerapkan menerapkan
Sanitasi total Sanitasi total
berbasis masyarakat berbasis masyarakat
(STBM) (STBM)
Sanitasi Layak 85% 66.5% 78,23% T Sanitasi Layak 85% 66.5% 78,23% T DINKES
Cakupan Air Minum 80% 68.3% | 85,37% T Cakupan Air Minum 80% 68.3% | 85,37% T DINKES
Layak Layak
Cakupan Stop BABS 10% 13.9% 139,00 ST Cakupan Stop BABS 10% 13.9% 139,00 ST DINKES
(Buang Air Besar % (Buang Air Besar %
Sembarangan) Sembarangan)
Angka Cuci Tangan 50% 48% 96,00% ST Angka Cuci Tangan 50% 48% 96,00% ST DINKES
Pakai Sabun Pakai Sabun
Penemuan Dan 100% 100% 100,00 ST Penemuan Dan 100% 100% 100,00 ST DINKES
Penanganan Kasus- % Penanganan Kasus- %
Kasus Penyakit Baru Kasus Penyakit Baru
Jumlah Puskesmas 4% 0 - - Jumlah Puskesmas 4% 0 - - DINKES
Yang Melakukan (dilaku Yang Melakukan (dilaku
Penanganan kan Penanganan kan
Penyakit Spesialistik oleh Penyakit Spesialistik oleh
RS) RS)
Persentase Kasus 100% 100% 100,00 ST Persentase Kasus 100% 100% 100,00 ST DINKES
DBD % DBD %
Penderita DBD/DHF 250 137 54,80% R Penderita DBD/DHF 250 137 54,80% R DINKES
kasus kasus kasus kasus
Penderita 700 1487 211,14 ST Penderita 700 1487 211,14 ST DINKES
Tuberculosa kasus kasus % Tuberculosa kasus kasus %
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Persentase Cakupan 100% 97% 97,00% ST Persentase Cakupan 100% 97% 97,00% ST DINKES
Layanan Kesehatan Layanan Kesehatan
ODHA ODHA
Persentase >50 % 4.9% 9,80% SR Persentase >50 % 4.9% 9,80% SR DINKES
Penduduk Usia 15- Penduduk Usia 15-
24 Tahun Yang 24 Tahun Yang
Memahami Tentang Memahami Tentang
HIV/AIDS HIV/AIDS
Persentase 100% 100% 100,00 ST Persentase 100% 100% 100,00 ST DINKES
Terpenuhinya Obat (TW IV) % Terpenuhinya Obat (TW V) %
Generik Sesuai Generik Sesuai
Dengan Dengan
Kewenangan Kewenangan
Puskesmas Puskesmas
Persentase Alat 100% 50% 50,00% SR Persentase Alat 100% 50% 50,00% SR DINKES
Kesehatan Di Kesehatan Di
Puskesmas Yang Puskesmas Yang
Memenuhi Standar Memenuhi Standar
Cakupan Pelayanan 60%% 31.7% | 52,83% R Cakupan Pelayanan 60%% 31.7% 52,83% R DINKES
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat Masyarakat
Jumlah Masyarakat 40.000 TW IV Jumlah Masyarakat 40.000 TW IV DINKES
Yang Terintegrasi orang 80.041 Yang Terintegrasi orang 80.041
Dengan Pelayanan X Dengan Pelayanan X
Jaminan Kesehatan 37.800 Jaminan Kesehatan 37.800
Nasional (JKN) premi Nasional (JKN) premi
Jumlah Pustu Yang 0% 0 - - Jumlah Pustu Yang 0% 0 - - DINKES
Ditingkatkan Ditingkatkan
Menjadi Puskesmas Menjadi Puskesmas
Persentase Sarana 100% 100% 100,00 ST Persentase Sarana 100% 100% 100,00 ST DINKES
Kesehatan Yang % Kesehatan Yang %
Terakreditasi Terakreditasi
Persentase 100% 0 - - Persentase 100% 0 - - DINKES
Tersedianya E- (tidak Tersedianya E- (tidak
Puskesmas ada) Puskesmas ada)
Terintegrasinya SIK Ya/Tidak Tidak - - Terintegrasinya SIK Ya/Tid Tidak - - DINKES
(e-Health) (e-Health) ak
Jumlah Puskesmas 9 PKM 6 PKM 66,67% S Jumlah Puskesmas 9 PKM 6 PKM 66,67% S DINKES
Yang Memiliki Yang Memiliki
Fasilitas Rawat Inap Fasilitas Rawat Inap
Jumlah Ruang 100% 136% 136,00 ST Jumlah Ruang 100% 136% 136,00 ST DINKES
Rawat Inap Kelas 3 % Rawat Inap Kelas 3 %
Di Rumah Sakit Di Rumah Sakit
Rasio Ketersediaan 0.003 0.39 Rasio Ketersediaan 0.003 0.39 DINKES
Rumah Sakit Rumah Sakit
Program Jumlah Tenaga 150 223 148,67 ST Jumlah Tenaga 150 223 148,67 ST DINKES
peningkatan Kesehatan Non PNS orang orang % Kesehatan Non PNS orang orang %
Kapasitas Dengan Kompetensi Dengan Kompetensi
Sumber Daya Baik Baik
Manusia Jumlah Tenaga 657 719 109,44 ST Jumlah Tenaga 657 719 109,44 ST DINKES
Kesehatan Kesehatan PNS orang orang Kesehatan PNS orang orang
Dengan Kompetensi Dengan Kompetensi
Baik Baik
Persentase Tenaga 100% 84.9% 84,90% T Persentase Tenaga 100% 84.9% 84,90% T DINKES
Kesehatan Yang Kesehatan Yang
Bersertifikat Bersertifikat
Persentasi 100% 89.27% | 89,27% T Persentasi 100% 89.27% | 89,27% T DINKES
Ketersediaan Ketersediaan
Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan
Yang Cukup Di Yang Cukup Di
Puskesmas Puskesmas
Jumlah Tenaga 633 Dokter 21,57% SR Jumlah Tenaga 633 143 21,57% SR DINKES
Medis orang ASN=1 Medis orang orang
24
Dokter
THL=1
9
orang.
Total
143
Program Persentase 100% 100% 100,00 ST Persentase 100% 100% 100,00 ST DINKES
Sediaan Terpenuhinya % Terpenuhinya %
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Farmasi, Alat Perbekalan (Tw Il Perbekalan (Tw I
Kesehatan Kesehatan Sesuai Okt - Kesehatan Sesuai Okt -
dan Makanan | Kebutuhan Des) Kebutuhan Des)
Minuman Persentase 45% 17.15% | 38,11% SR Persentase 50% 17.15% | 34,30% SR DINKES
Penggunaan Obat Penggunaan Obat
Rasional Di Sarana Rasional Di Sarana
Kesehatan Kesehatan
Persentase Produk 86% 103% 119,77 ST Persentase Produk 86% 103% 119,77 ST DINKES
Makanan Produksi % Makanan Produksi %
Industri Rumah Industri Rumah
Tangga Yang Tangga Yang
Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat
Program Angka Usia Harapan 72.26 71,90 99,50% ST Angka Usia Harapan 72 72.26 100,36 ST DINKES
Pemberdayaa | Hidup tahun tahun Hidup tahun tahun %
n Masyarakat Rasio Posyandu Per 1,4% 1,4% 100,00 ST Rasio Posyandu Per 1.4 13,8 985,71 ST DINKES
Bidang Satuan Balita % Satuan Balita %
Kesehatan Cakupan Kelurahan 100% 100% 100,00 ST Cakupan Kelurahan 100% 100% 100,00 ST DINKES
Siaga Aktif % Siaga Aktif %
Persentase keluarga 85% 85% 100,00 ST Persentase keluarga 85% 85% 100,00 ST DINKES
yang menerima dan % yang menerima dan %
memahami PHBS memahami PHBS
Keterangan:

X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60=X>50; Sangat Rendah X<50

3.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan pencapaian target kinerja pada urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.60.

Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaia Capaia
n n
Indikator T.arge't . kinerja Indikator T'arge't . kinerja
N kinerja Realisa Statu N kinerja Realisa Statu
Program / Kinerja Program / . terhad Kinerja Program / X terhad
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD . st . ap s Kegiatan / Sub RPJMD . sl . ap s oPD
. tahun Kinerja . tahun Kinerja
Kegiatan RKPD 2021 target Kegiatan RPJMD 2021 target
RKPD RPJMD
2021 2021
Program Terlaksananya 100% 77,73% 77,73% T Normalisasi/Restoras 12 10 83,33% T DPUPR
Pengelolaan kegiatan normalisasi i Sungai lokasi lokasi
Sumber Daya sungai di wilayah
Air (SDA) Kota Manado
Program Terlaksananya 100% 98% 97,87% ST Pembangunan SPAM 1 lokasi - - - DPUPR
Pengelolaan Penyusunan Jaringan Perpipaan di
Dan Rencana, Kebijakan, Kawasan Perkotaan
Pengembanga | Strategi dan Teknis
n Sistem SPAM
Penyediaan Terlaksananya 0% 0% - - Peningkatan SPAM 250 SR 150 SR 60,00% S
Air Minum pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di
Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Kawasan Perkotaan
Terlaksananya 100% 72% 72,32% S
pembangunan SPAM
Jaringan Perpipaan di
Kawasan Perkotaan
Program Terbangunnya sistem 100% 86,95% | 86,95% T Pembangunan/Peny 4 lokasi 100 SR 50,00% R DPUPR
Pengelolaan pengelolaan air ed iaan Sistem 200 SR (50%)
Dan limbah terpusat skala Pengelolaan Air (100%)
Pengembanga | kota Limbah Terpusat
n Sistem Air Skala Kota
Limbah
Program Tersusunnya 100% 42,52% | 42,52% SR Pembangunan 21 17 80,95% T DPUPR
Pengelolaan rencana, kebijakan, Sistem Drainase lokasi lokasi
Dan strategi dan teknis Perkotaan
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1l -72




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

Pengembanga
n Sistem
Drainase

sistem drainase
perkotaan

Terbangunnya sistem
drainase perkotaan

100%

14,62%

14,62%

SR

Rehabilitasi Saluran
Drainase Perkotaan

6 lokasi

4 lokasi

66,67%

Terlaksananya
rehabilitasi saluran
drainase perkotaan

100%

88,88%

88,88%

Terlaksananya
kegiatan operasi dan
pemeliharaan sistem
drainase

100%

99,47%

99,47%

ST

Program
Penataan
Bangunan
Gedung

Terselenggarannya
kegiatan Penerbitan
Izin Mendirikan
Bangunan (IMB),
Sertifikat Laik Fungsi
(SLF), peran Tenaga
Ahli Bangunan
Gedung (TABG),
Pendataan Bangunan
Gedung, serta
Implementasi SIMBG

100%

44,09%

44,09%

SR

Penyelenggaraan
Penerbitan Izin
Mendirikan
Bangunan (IMB),
Sertifikat Laik Fungsi
(SLF), peran Tenaga
Ahli Bangunan
Gedung (TABG),
Pendataan Bangunan
Gedung, serta
Implementasi SIMBG

50%
jumlah
bangun

an
memili
ki IMB

50%

100,00
%

ST

DPUPR

Tersusunnya
Perencanaan,
Pembangunan,
Pengawasan, dan
Pemanfaatan
Bangunan Gedung
Daerah
Kabupaten/Kota

100%

21,73%

21,73%

SR

Perencanaan,
Pembangunan,
Pengawasan, dan
Pemanfaatan
Bangunan Gedung
Daerah
Kabupaten/Kota

15
lokasi

12
lokasi

80,00%

DPUPR

Program
Penyelenggar
aan Jalan

Tersusunnya
Rencana, Kebijakan,
Strategi
Pengembangan
Jaringan Jalan Serta
Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan

100%

43,76%

43,76%

SR

Pembangunan jalan

1 lokasi

1 lokasi

100,00
%

ST

Terlaksananya
survey kondisi
jalan/jembatan

100%

95,42%

95,42%

ST

Rekonstruksi jalan

39
lokasi

24
lokasi
(6516m
)

61,54%

Terbangunannya
jalan di Kota Manado

100%

98,82%

98,82%

ST

Terlaksananya
kegiatan
rekonstruksi jalan
yang ada di Kota
Manado

100%

30,83%

30,83%

SR

Terlaksananya
pemeliharaan
berkala jalan

100%

11,86%

11,86%

SR

Terlaksananya
pemeliharaan rutin
jalan

100%

99,66%

99,66%

ST

Terlaksananya
kegiatan
penggantian
jembatan

100%

0%

0,00%

SR

DPUPR

Program
Pengembanga
nJasa
Konstruksi

Terlaksananya
kegiatan pelatihan
tenaga terampil
konstruksi

100%

0%

Terlaksananya
Penyusunan Data
dan Informasi Tertib
Penyelenggaran
Pekerjaan Konstruksi

100%

99,94%

99,49%

ST

DPUPR

Program
Penyelenggar

Terlaksananya
kegiatan Penetapan
Kebijakan Tata

100%

91,97%

91,97%

ST

1. Tersedianya
luasan RTH Publik
sebesar 20% dari

11%

8,9%

80,91%

DPUPR
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aan Penataan
Ruang

Ruang Peninjauan
Kembali RTRW

luas wilayah

setiap kecamatan

Terlaksananya
kegiatan penetapan
kegijakan dalam
rangka pelaksanaan
penataan ruang

100%

36,25%

36,25%

SR

2. Persentase

rekomendasi IMB

50%

40%

80,00%

Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 602X>50; Sangat Rendah X<50

4.

Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman

Realisasi dari pencapaian kinerja pada urusan wajib Perumahan dan

Kawasan Permukiman seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.61. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaia Capaia
n Target . n .
Target Kinerj kinerj kinerj
Indikator Lo Realis . Realis a
Program / Kinerja Program / Kinerja asi a Sta Indikator a asi terhad Stat
. . RKPD - Terha tus Kinerja RPJM . us oPD
Kegiatan Kegiatan / Sub Kinerj Kinerj ap
Kegiatan RKPD Tahun a dap RPIMD D a target
2021 Target tahun RPIM
RKPD 2021 D
2021 2021
Program Presentase rumah 1 - - - Jumlah warga 1652 0 unit - - Dinas
Pengemban rusak ringan Kegiatan negara korban unit rumah Perkim
gan terdampak bencana yang rumah | (Angga
Perumahan bencana memperoleh rumah ran di
banjir/tanah layak huni refocu
longsor yang diberi sing)
bantuan Jumlah warga 1 unit 0 unit - - Dinas
negara yng terkena rusuna | rusuna Perkim
relokasi akibat wa wa
program (belu
pemerintah daerah m
kota yang tersed
memperoleh ia
fasilitas rumah layak lahan)
huni
Program Prosentase 100% 10% 9,80% SR Presentase luas 40% 53,06/ - - Dinas
Kawasan Tertatanya permukiman yang 196,85 Perkim
Permukiman perencanaan, tertata )x100
pembangunan dan % =
pengembangan 26,95
kawasan %
permukiman
kumuh
Terkoordinirnya 10 bulan 10 100,00 | ST | Rasio rumah layak 70% (111.9 - Dinas
kegiatan bulan % huni 67/16 Perkim
pengendalian 0.466)
kawasan x100%
permukiman =
kumuh 69,776
%
Tertatanya RTLH 108 98 90,74 ST Persentase luas 0 Ha 0 Ha - - -
dan Rumah rumah rumah % permukiman kumuh
Swadaya
Terkoordinirnya 1 - - -
kegiatan kegiatan
pengendalian
penyelenggaran
pemugaran/perem
ajaan permukiman
kumuh
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Tertatanya 3 lokasi 2 66,67 S
Kawasan lokasi %
Permukiman
Kumuh
Program Tersedianya dan 534 bh 534 bh | 100,00 | ST | Presentase Jalan 95% - - Dinas
Peningkatan Terpeliharanya % Yang Memiliki Perkim
Prasarana, PJU Untuk Penerangan Jalan
Sarana dan menunjang fungsi
Utilitas hunian
Umum (PSU)
Keterangan:

X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 602X>50; Sangat Rendah X<50

5.

Urusan Wajib Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta

Perlindungan Masyarakat

Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Manado

tahun 2021 pada urusan Ketenteraman dan Ketertiban Serta Perlindungan

Masyarakat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.62. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Capaia Capaia
n n
. Target N Target .
Program / Kine:'?:llﬁ::rram / Kinerja Rea!isa ﬁr:ﬁraj: Stat Ine.lika?or kinerja Rea!isa It:':::: Stat
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD si ap us Kinerja RPJMD Si ap us OPD
i Tahun Kinerja RPJMD tahun Kinerja
Kegiatan RKPD 2021 Target 2021 target
RKPD RPJMD
2021 2021
Program Indeks Risiko 80 107.89 134,86 ST Indeks Risiko 80 107.89 134,86 ST BPBD
Penanggulan Bencana % Bencana %
gan Bencana
Program Persentase 100% 91.67% | 91,67% ST Dinas
Penunjang Pencapaian Target Kebaka
Urusan Perangkat Daerah ran
Pemerintaha
n Daerah
Kabupaten /
Kota
Program Persentase 100% 80% 80,00% T Dinas
Pencegahan, Pelayanan Kebaka
Penanggulan Penyelamatan dan ran
gan, Evakuasi Korban
Penyelamata Kebakaran
n Kebakaran
Dan
Penyelamata
n Non
Kebakaran
Program Persentase Perda 100% 83.33% | 83,33% T Satpol
Peningkatan dan Perkada yang PP
Ketenterama ditegakkan
ndan Persentase 100% 100% 100,00 ST Satpol
Ketertiban Gangguan % PP
Umum Trantibum yang
dapat diselesaikan
Keterangan:

X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 602X>50; Sangat Rendah X<50
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6. Urusan Wajib Sosial

Perkembangan pencapaian target kinerja urusan wajib sosial seperti

dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.63. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado

Tahun 2021
Urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Program /
Kegiatan

Indikator
Kinerja Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan RKPD

Target
Kinerja
RKPD
Tahun
2021

Realis
asi
Kinerj
a

Capaia
n
Kinerj
a
Terhad
ap
Target
RKPD
2021

Stat
us

Indikator
Kinerja
RPJMD

Target
kinerja
RPIM
D
tahun
2021

Realis
asi
Kinerj
a

Capaia
n
kinerja
terhad
ap
target
RPIM
D 2021

Stat
us

OPD

Program
Pemberdaya
an Sosial

Meningkatnya
Kemampuan
potensi TKSK se-
Kota Manado

12,00

12,00

100,00
%

ST

Persentase
Meningkatnya
kualitas SDM bagi
keluarga miskin

100%

100%

100,00
%

ST

Dinsos
& PM

Terlaksananya
kegiatan pelatihan
managemen usaha
bagi keluarga
miskin

6,00

3,00

50,00
%

Dinsos
& PM

Meningkatnya SDM
Fasilitator SLRT

12,00

12,00

100,00
%

ST

Dinsos
& PM

Program
Rehabilitasi
Sosial

Jumlah
Penyandang
disabilitas, lansia,
dan anak terlantar
serta gelandangan
dan pengemis yang
menerima

450,00

450,00

100,00
%

ST

Persentase PMKS
(Fakir Miskin) yang
menerima program
pemberdayaan
sosial ekonomi
sejenis lainnya

20,39
%

14%

68,66
%

Dinsos
& PM

Jumlah
Penyandang
disabilitas, lansia,
dan anak terlantar
serta gelandangan
dan pengemis yang
menerima

1,00

Dinsos
& PM

Jumlah
Penyandang
disabilitas, lansia,
dan anak terlantar
serta gelandangan
dan pengemis yang
menerima

1,00

Dinsos
& PM

Penyandang
disabilitas yang
mendapatkan
bimbingan fisik,
mental, spiritual

1,00

Dinsos
& PM

Terlaksananya
bimbingan sosial
kepada keluarga
penyandang
disabilitas, anak
terlantar, lanjut
usia terlantar serta
gelandangan dan
disabilitas

1,00

Dinsos
& PM

Terlaksananya
reunifikasi keluarga
bagi gepeng

12,00

12,00

100,00
%

ST

Dinsos
& PM
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Program Tersedianya Data 1,00 1,00 100,00 ST Persentase 100% 80% 80,00 T Dinsos
Perlindungan | PMKS Daerah % Penyandang cacat % & PM
dan Jaminan Kabupaten/Kota fisik dan mental,
Sosial serta lanjut usia
tidak potensial
yang telah
menerima jaminan
sosial
Tersedianya Dana 1.242,00 1.242, 100,00 ST Dinsos
Santunan Duka 00 % & PM
Bagi Masyarakat
Program Persentase 100% 100% 100,00 ST Dinsos
Penanganan terpenuhinya % & PM
Bencana kebutuhan dasar
korban bencana
alam dan sosial
daerah
Penyediaan Bantuan Sosial bagi 100,00 100,00 | 100,00 ST Dinsos
Makanan: korban bencana % & PM
alam dan sosial
Penyediaan Bantuan Sosial bagi 101,00 101,00 | 100,00 ST Dinsos
Sandang: korban bencana % & PM
alam dan sosial
Penyediaan Bantuan Sosial bagi 1,00 - - - Dinsos
Tempat korban bencana & PM
Penampunga | alam dan sosial
n Pengungsi:
Pelayanan Terlaksananya Keg. 12,00 12,00 100,00 ST Dinsos
Dukungan Pemantapan Sosial % & PM
Psikososial: Psikososial
Program Tersedianya Kepala 504,00 504,00 | 100,00 ST Tersedianya aparat 100% 100% 100,00 ST Dinsos
Administrasi lingkungan yang % kepala lingkungan % & PM
Pemerintaha | potensial kelurahan dan
n Desa profil kelurahan
Penilaian 87,00 87,00 100,00 ST Dinsos
Kelurahan yang % & PM
berprestasi
Program Kelompok 15,00 15,00 100,00 ST Persentase - - - - Dinsos
Pemberdaya Masyarakat yang % Pembinaan & PM
an Lembaga memiliki daya saing Kelompok
Kemasyaraka Pembangunan
tan, Masyarakat (LPM,
Lembaga PKK dan
Adat Dan EKOSOSBUD)
Masyarakat Kelurahan
Hukum Adat
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60=X>50; Sangat Rendah X<50
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Il -77




RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

Tenaga Kerja

Realisasi dari pencapaian kinerja pada urusan tenaga kerja seperti dalam

tabel berikut:

Tabel 2.64. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado

Tahun 2021
Urusan Tenaga Kerja
Capaia Capaia
n n
. Target - Target .
Program / Kinelrrj‘:lli(f:go:am / Kinerja Realisa 5:::2: Statu Indikator kinerja Realisa tI::‘he;::iaa Statu
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD si ap s Kinerja RPJMD si b s OoPD
. Tahun Kinerja RPJMD tahun Kinerja
Kegiatan RKPD 2021 Target 2021 target
RKPD RPJMD
2021 2021
Program Terlaksananya 50 50 100,00 ST Besaran Tenaga Kerja 100% 0% 0,00% SR Disnaker
Pelatihan Kegiatan Pelatihan peserta peserta % yang mendapatkan
Kerja dan Tataboga dan pelatihan berbasis
Produktivitas Pelatihan Tata Rias kompetensi
Tenaga Kerja Besaran Tenaga Kerja 100% 100% 100,00 ST Disnaker
yang mendapatkan %
pelatihan berbasis
kewirausahaan
Program Terlaksananya 250 250 100,00 ST Rasio kesempatan 0.77% 194% Disnaker
Penempatan Pelayanan dan pencari pencari % kerja terhadap
Tenaga Kerja Penyediaan Informasi kerja kerja penduduk usia 15
Pasar Kerja Online tahun ke atas
Terlaksananya Job 1.000 1.000 100,00 ST Persentase tenaga 100% 62.41% 62,41% S Disnaker
Fair/Bursa Kerja pencari pencari % kerja lokal yang
kerja kerja terserap lewat bursa
tenaga kerja
Kontribusi 38.73% 90.62% 233,98 ST Disnaker
perempuan dalam %
pekerjaan upahan
sector non pertanian
Tingkat Partisipasi 80% 73.28% 91,6% ST Disnaker
Angkatan Kerja
Tingkat 12.5% 111.04 Disnaker
pengangguran %
Program Tersusunnya Upah 1 1 100,00 ST Persentasi 79% 104.86 132,73 ST Disnaker
Hubungan Minimum Kota kegiatan kegiata % Perusahaan yang % %
Industrial Manado n menerapkan aturan
ketenagakerjaan
Terselesainya 50 kasus 50 100,00 ST Angka Sengketa 11% 35.27% 320,64 ST Disnaker
Perselisihan kasus % Pengusaha Pekerja %
Hubungan Industrial pertahun
Terselenggaranya 120 PUK 120 100,00 ST Besaran pembinaan 95% 81.03% | 85,29% T Disnaker
Verifikasi dan PUK % perusahaan
Rekapitulasi
Keanggotaan pada
Organisasi
Pengusaha, Federasi,
dan Konfederasi
SP/SB serta non
afilias
Terlaksananya 1 1 100,00 ST Besaran kasus yang 54% 105.4% 195,18 ST Disnaker
Operasional Lembaga kegiatan kegiata % diselesaikan dengan %
Kerjasama Tripartit n perjanjian
Daerah kab/kota bersama(PB)
Terselenggaranya 1 1 100,00 ST Disnaker
BPJS kegiatan kegiata %
Ketenagakerjaan n
untuk THL
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 602X>50; Sangat Rendah X<50
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8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.65. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program /
Kegiatan

Indikator
Kinerja Program /
Kegiatan / Sub
Kegiatan RKPD

Target
Kinerja
RKPD
Tahun
2021

Realisa
si
Kinerja

Capaian
Kinerja
Terhad

ap
Target
RKPD
2021

Statu

Indikator
Kinerja
RPJMD

Target
kinerja
RPJMD
tahun
2021

Realisas
i
Kinerja

Capaian
kinerja
terhada
p target
RPJMD
2021

Statu

OPD

Program
Perlindungan
Perempuan

Jumlah Organisasi
Kemasyarakatan yg
bergerak dalam
Bidang Perempuan
tingkat Kab/Kota yang
mendapatkan
Pelatihan

100%

2,00

Rasio korban
kekerasan
perempuan termasuk
TPPO

12,80

9,20

71,87%

DP3A

Program
Peningkatan
Kualitas
Keluarga

Jumlah Lembaga
Pemerintah tkt
Daerah Kab/Kota yg
terlatih PUG

100,00
%

ST

Persentase
kelembagaan PIG
aktif

52%

58%

111,54
%

ST

DP3A

Program
Pemenuhan
Hak Anak
(PHA)

Persentase Anak yang
Mendapatkan
Pendidikan (TK, SD,
SMP & SMA)

100,00

ST

Persentase Kelurahan
Ramah Perempuan &
Anak

75%

51,72%

68,96%

DP3A

Persentase Kasus
Anak Terlantar yg
Dapat Pelayanan

6,00

5,62

94,00%

ST

DP3A

Program
Perlindungan
Khusus Anak

Jumlah Lembaga
Layanan Anak yg
Memiliki Standar
Pelayanan Minimal

100,00
%

ST

Persentase Anak usia
0-18 tahun yang
menjadi korban
kekerasan

25%

0,03%

0,12%

SR

DP3A

Jumlah Media Massa
(cetak, elektronik) yg
Bekerjasama dgn
Pemerintah Kab/Kota
(DPP-PA) utk
Melakukan KIE
Pencegahan
Kekerasan thd Anak

100,00
%

ST

DP3A

Jumlah Lembaga
Layanan Anak yg
Mendapatkan
Bantuan
Keuangan/Fasilitas
oleh Pemerintah
Kab/Kota (APBD)

1,00

100,00
%

ST

DP3A

Keterangan:

X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 902X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60=X>50; Sangat Rendah X<50
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9.

Pangan

Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada urusan

Pangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.66. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Pangan

Capaia Capaia
n n
Indikator T‘argezt . Kinerja . T'arge't . kinerja
Program / Kinerja Program / Kinerja Realisa Terhad Statu Indikator kinerja Realisa terhad Statu
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD ] si ] ap S Kinerja RPJMD ] Si ) ap S OoPD
. Tahun Kinerja RPJMD tahun Kinerja
Kegiatan RKPD 2021 Target 2021 target
RKPD RPJMD
2021 2021
Program Tersedianya data 12 bulan 12 100,00 ST Jumlah cadangan 22 Ton 10,4 47,27% SR Dinas
Peningkatan stok dan harga bulan % pangan beras Ton Pangan
Diversifikasi pangan
dan
Ketahanan Tersedianya data 1 buku 1 buku 100,00 ST Jumlah kelompok 5 5 100,00 ST Dinas
Pangan rencana kebutuhan % pemanfaatan Kelomp | Kelomp % Pangan
Masyarakat pangan lokal pekarangan ok ok
Tersedianya 10 ton 10 ton 100,00 ST Dinas
cadangan pangan % Pangan
beras
Terpeliharanya 12 bulan 12 100,00 ST Dinas
cadangan pangan bulan % Pangan
pemerintah (beras)
Meningkatnya 5 5 100,00 ST Dinas
pemanfaatan kelompok | kelomp % Pangan
pekarangan untuk ok
kebutuhan pangan
masyarakat
Program Tersedianya peta 1 buku 1 buku 100,00 ST Jumlah daerah 2 2 100,00 ST Dinas
Penanganan kerentanan dan % rentan rawan pangan | Kelurah | Kelurah % Pangan
Kerawanan kerawanan pangan yang tertangani an an
Pangan Kota Manado
Tertangani daerah 2 2 100,00 ST Dinas
resiko rawan pangan kelurahan | kelurah % Pangan
an
Program Meningkatnya 7 7 100,00 ST Persentase pangan 100% 100% 100,00 ST Dinas
Pengawasan kualitas konsumsi kegiatan kegiata % segar asal tumbuhan % Pangan
Keamanan pangan n yang memenuhi
Pangan persyaratan mutu
dan keamanan
pangan
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60=X>50; Sangat Rendah X<50
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10. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.67. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Ca;:‘ala Capaia
. Target - Target n
Program / Kinelrrj‘:lli(f:go:am/ Kinerja Realisa 5::?\2: Statu Indikator kinerja Realisa kinerja | Statu
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD si ap 3 Kinerja RPJMD si terhada s OPD
Kegiatan RKPD Tahun Kinerja Target RPJMD tahun Kinerja | p target
2021 2021 RPJMD
RKPD 2021
2021
Program Terlaksananya 6 paket 6 paket 100,00 ST Cakupan Sasaran 76,01% - - - DPP-KB
Pembinaan Promosi dan KIE % Pasangan Usia Subur
Keluarga Program KKBPK Menjadi Peserta KB
Berencana melalui media massa Aktif
(KB) cetak dan Elektronik
serta media luar
ruang
Tersedianya Sarana 2 paket 2 paket 100,00 ST Cakupan Sasaran 100% 100% 100,00 ST DPP-KB
Pendukung PKB/PLKB % Pasangan Usia Subur %
Menjadi Peserta KB
Aktif
Tersedianya 12 bulan 12 100,00 ST Persentase Fasilitas 100% 100% 100,00 ST DPP-KB
Pendistribusian Alat bulan % Kesehatan (Faskes) %
dan Obat Kontrasepsi yang Siap Melayani KB
dan Sarana MKJP
Penunjang Pelayanan
KB
Tersedianya 12 bulan 12 100,00 ST Persentase Kebutuhan 100% 100% 100,00 ST DPP-KB
Pelayanan KB bulan % Ber-KB yang tidak %
Bergerak terpenuhi (Unmet need)
Terlaksananya dan 12 bulan 12 100,00 ST DPP-KB
Terkelolanya bulan %
Program KKBPK di
Kampung KB
Terbinanya Kampung 12 bulan 12 100,00 ST DPP-KB
KB bulan %
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 902X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60>X>50; Sangat Rendah X<50
11. Perhubungan
Capaian indikator program urusan perhubungan seperti yang tertera
pada tabel berikut:
Tabel 2.68. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Perhubungan
. Target C.?pai?n Target Ca.\pai?n
Indikator s Kinerja . Lo kinerja
L Kinerja . Statu Indikator kinerja . Statu
Program / Kinerja Program / Realisas | Terhada L Realisas | terhada
A . RKPD e s Kinerja RPJMD e s oPD
Kegiatan Kegiatan / Sub i Kinerja | p Target i Kinerja p target
A Tahun RPJMD tahun
Kegiatan RKPD 2021 RKPD 2021 RPJMD
2021 2021
Program Persentase Wilayah Persentase Wilayah
Penyelenggara (Kelurahan) Yang Telah (Kelurahan) Yang Telah
an Lalu Lintas Terlayani Trayek 100% 80% 80,00% T Terlayani Trayek 100% 80% 80,00% T DISHUB
dan Angkutan Angkutan Umum Angkutan Umum
Jalan (LLAJ)
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Persentase Wilayah

Persentase Wilayah

Program (Kelurahan) Yang Telah (Kelurahan) Yang Telah
Pengelolaan Terlayani Trayek 100% 50% 50,00% SR Terlayani Trayek 100% 50% 50,00% SR DISHUB
Pelayaran Angkutan Umum Angkutan Umum
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60>X>50; Sangat Rendah X<50
12. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Manado
tahun 2021 pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 2.69. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
. Target Ca}paia:m Target Callpaifm
Indikator . Kinerja . Lo kinerja
L Kinerja . Statu Indikator kinerja . Statu
Program / Kinerja Program / Realisas | Terhada L Realisas | terhada
) N RKPD s s Kinerja RPJMD S s OPD
Kegiatan Kegiatan / Sub i Kinerja | p Target i Kinerja | p target
- Tahun RPJMD tahun
Kegiatan RKPD 2021 RKPD 2021 RPJMD
2021 2021
Program Meningkatnya 0 0 - - Dinas
Pelayanan lzin Koperasi yang KSP/US KSP/US Koperas
Usaha Simpan berkualitas P P idan
Pinjam UKM
Program Meningkatnya 100% 100% 100,00 ST Meningkatnya 100% 0% 0,00% SR Dinas
Penilaian Koperasi yang % Koperasi yang Koperas
Kesehatan berkualitas berkualitas idan
KSP/USP UKM
Koperasi
Program Meningkatnya 100% 100% 100,00 ST Meningkatnya 100% 0% - - Dinas
Pengawasan Koperasi yang % Koperasi yang Koperas
dan berkualitas berkualitas idan
Pemeriksaan UKM
Koperasi
Program Meningkatnya 150 orang 150 100,00 ST Dinas
Pendidikan dan | Koperasi yang orang % Koperas
Latihan berkualitas idan
Perkoperasian UKM
Program Meningkatnya 0% 100% - - Meningkatnya 100% 0% - - Dinas
Pemberdayaan Koperasi yang Koperasi yang Koperas
dan berkualitas berkualitas idan
Perlindungan UKM
Koperasi
Program Meningkatnya Usaha 100% 100% 100,00 ST Meningkatnya Usaha 455 975 214,29 ST Dinas
Pemberdayaan Mikro yang menjadi % Mikro yang menjadi UKM UKM % Koperas
Usaha wirausaha wirausaha idan
Menengah, UKM
Usaha Kecil,
dan Usaha
Mikro (UMKM)
Meningkatnya Usaha 1 UKM 100% 100% 100% | Meningkatnya Usaha 100% 0% - - Dinas
Program . . . o
Mikro yang menjadi Mikro yang menjadi Koperas
Pengembangan R . .
UMKM wirausaha wirausaha idan
UKM
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 602X>50; Sangat Rendah X<50
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13. Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada urusan

Pangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.70. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaia Capaia
n n
Indikator T.a rge:t . Kinerja . T.arg(?t . kinerja
Program / Kinerja Program / Kinerja Rea!lsa Terhad Statu Inc'ilka'for kinerja Rea!lsa terhad Statu
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD si ap s Kinerja RPJMD si ap s OPD
. Tahun Kinerja RPJMD tahun Kinerja
Kegiatan RKPD 2021 Target 2021 target
RKPD RPJMD
2021 2021
Program Terlaksananya - - - - Presentase 90% 71% 78,88% T DISPORA
Pengembanga | Penyadaran, Pengembangan
n Kapasitas Pemberdayaan Dan Kapasitas Daya Saing
Daya Saing Pengembangan Keolahragaan
Kepemudaan Pemuda Serta
Wirausaha Muda
Terlaksananya 90% 90% 100,00 ST DISPORA
Pemberdayaan Dan %
Pengembangan
Organisasi
Kepemudaan
Program Terlaksananya 40 atlet 40 atlet | 100,00 ST Presentase Jumlah 90% 90% 100,00 ST DISPORA
Pengembanga | Pembinaan Cabang % Kegiatan %
n Kapasitas Olahraga Prestasi di Kepemudaan Yang
Daya Saing Daerah Difasilitasi Dinas
Keolahragaan Pemuda dan
Olahraga
Terlaksananya 1 - - - DISPORA
Kegiatan Olahraga kegiatan
Bagi Pelajar
Terlaksananya 9 sarana 10 111,00 ST DISPORA
Pengumpulan Data, & %
Pembangunan Dan prasaran
Perbaikan Sarana a
Dan Prasarana
Olahraga
Terselenggaranya 3 7 233,00 ST DISPORA
Kompetisi Olahraga kompetisi %
Terlaksananya 1 1 100,00 ST DISPORA
Pelatihan Dan kegiatan kegiata %
Pembinaan Atlet n
Berprestasi
Terlaksananya 30 orang 30 100,00 ST DISPORA
Kegiatan orang %
Pengembangan
Organisasi
Keolahragaan
Terlaksananya 1 1 100,00 ST DISPORA
Pemassallan Festival kegiatan kegiata %
Dan Olahraga n
Rekreasi
Terlaksananya 2 2 100,00 ST DISPORA
Pengembangan kegiatan kegiata %
Olahraga Wisata, n
Tantangan Dan
Petualangan
Terlaksananya 2 2 100,00 ST DISPORA
Pertandingan kegiatan kegiata %
Olahraga Tradisional n
Dan Masyarakat
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Terlaksananya 1 - - - Presentase 90% 0% 0,00% SR DISPORA
Program . .
Peningkatan kegiatan Pengembangan
Pengembanga - . .
. Kapasitas Organisasi Kapasitas
n Kapasitas
Kepramukaan Kepramukaan Kepramukaan
P Tingkat Daerah
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 902X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60>X>50; Sangat Rendah X<50
14. Perindustrian dan Perdagangan
Tabel berikut adalah capaian target kinerja pada program urusan
Perindustrian dan Perdagangan:
Tabel 2.71. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Perindustrian dan Perdagangan
Capaia Capaia
n n
. Target . Target N
Program / Kinelrr'l:g(raoto:am/ Kinerja Realisa $:::ﬁ:: Stat Indikator kinerja | Realisa It(:::ﬁ:: Stat
Kegiatan e :atan 7 o RKPD si i us Kinerja RPIMD | i . us | OPD
& g' Tahun Kinerja p RPJMD tahun Kinerja P
Kegiatan RKPD 2021 Target 2021 target
RKPD RPJMD
2021 2021
Persentase 100% 100% 100,00 ST Persentase 100% 100% 100,00 ST Disperi
pengembangan dan % pengembangan dan % ndag
p pengelolaan sarana pengelolaan sarana
P;igir:arl?atan distribusi distribusi
sarang Jumlah pasar rakyat 1 pasar 1 pasar | 100,00 ST perdagangan di
i 9 ilayah kerj
Distribusi y?ng -d|b-angun / % wilayah kerjanya
direvitalisas
Perdagangan
Jumlah pasar rakyat 2 pasar 1 pasar | 50,00% SR
yang dikelola sesuai
standar
Program persentase <5% - - - Persentase belum - - - Disperi
Stabilisasi koefisien variasi koefisien variasi dilaksa ndag
Harga Barang | harga antar waktu harga antar waktu nakan
Kebutuhan
Pokok dan
Barang
Program Tersedianya produk 1 produk 0 0,00% SR Tersedianya produk 1 0 0,00% SR Disperi
Pengembang unggulan siap produk unggulan siap produk | produk ndag
an Ekspor ekspor ekspor
Program Persentase alat-alat 65% 169% 260,00 ST Persentase alat-alat 60% 154.83 258,05 ST Disperi
s . ukur, takar, timbang % ukur, takar, timbang % % ndag
Standardisasi
dan dan
dan perlengkapannya perlengkapannya
Eg:g‘:::san (UTTP) bertanda (UTTP) bertanda
tera sah yg berlaku tera sah yg berlaku
Program Meningkatnya 100% 100% 100,00 ST Meningkatnya 100% 100% 100,00 ST Disperi
Penggunaan kesadaran % kesadaran % ndag
dan masyarakat masyarakat
Pemasaran menggunakan menggunakan
Produk produk dalam produk dalam
Dalam Negeri | negeri negeri
Persentase 100% - - - Persentase belum - - Disperi
Program pencapaian sasaran pencapaian sasaran dilaksa ndag
pembangunan pembangunan nakan
Perencanaan . . ) .
industri termasuk industri termasuk
dan L s
Pembaneuna turunan indikator turunan indikator
& industri dalam RIPIN industri dalam RIPIN
n Industri . .
yg ditetapkan dalam yg ditetapkan dalam
RPIP RPIP
Keterangan:

X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60>X>50; Sangat Rendah X<50
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15. Lingkungan Hidup

Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada urusan

Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.72. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado

Tahun 2021
Urusan Lingkungan Hidup
Capaian .
. Target Kinerja Target Ca}pal?n
Indikator L . . L . kinerja
L Kinerja Realisas | Terhad Statu Indikator kinerja | Realisas Statu
Program / Kinerja Program / . s . terhada
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD . ' . P s Kinerja RPIMD . ' . p target s oD
Kegiatan RKPD Tahun Kinerja Target RPJMD tahun Kinerja RPIMD
2021 RKPD 2021 2021
2021
Program Tersedianya Kegiatan 1 Keg 1 Keg 100,00 ST Tersedianya Kegiatan 1 Keg 1 Keg 100,00 ST DLH
Perencanaan Tenaga % Tenaga %
Lingkungan Ahli/Instruktur Ahli/Instruktur
Hidup Pendampingan Pendampingan
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen
Perencanaan, Perencanaan,
Pelaporan dan Pelaporan dan
Pengawasan Pengawasan
Rogram Presentase 1 paket 1 paket 100,00 ST Presentase 1 paket 1 paket 100,00 ST DLH
Pengendalian Pencemaran % Pencemaran %
Pencemaran dan/atau Kerusakan dan/atau Kerusakan
Dan/Atau Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Kerusakan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Lingkungan
Hidup
Program Presentase Kegiatan 65% 24% 36,92% SR Presentase Kegiatan 65% 24% 36,92% SR DLH
Pengelolaan Pemeliharaan Taman Pemeliharaan Taman
Keanekaragam
an Hayati
(Kehati)
Rogram Tersedianya 1 Keg 1 Keg 100,00 ST Tersedianya 1 Keg 1 Keg 100,00 ST DLH
Pengendalian Pengumpulan Limbah % Pengumpulan Limbah %
Bahan B3 dalam 1 (satu) B3 dalam 1 (satu)
Berbahaya dan | Daerah Daerah
Beracun (B3) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
dan Limbah
Bahan
Berbahaya dan
Beracun
(Limbah B3)
Program Presentase 70% 90% 128,57 ST Presentase 70% 90% 128,57 ST DLH
Pengelolaan Pengelolaan Sampah % Pengelolaan Sampah %
Persampahan

Keterangan:

X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60=X>50; Sangat Rendah X<50
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16. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel berikut memperlihatkan capaian indikator pada program urusan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.73. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaia Capaia
Target n Target n
Program / Kinelrr"::(:ntorram / Kinerja Realisa 5:;:‘;:: Statu Indikator kinerja Realisa tI::hear:iaa Statu
Kegiatan e :atan 7 o RKPD i i s Kinerja RPIMD si s oPD
& g. Tahun Kinerja P RPJMD tahun Kinerja P
Kegiatan RKPD 2021 Target 2021 target
RKPD RPJMD
2021 2021
- KTP Elektronik 98% 99% 101,02 ST - KTP Elektronik 98% 99% 101,02 ST Disdukc
Program - Pendataan anak % - Pendataan anak % apil
Pendaftaran usia 0-17 tahun usia 0-17 tahun
Penduduk kurang 1(satu)hari kurang 1(satu)hari
yang memiliki KIA yang memiliki KIA
Cakupan 97% 83% 85,57% ST Cakupan 97% 83% 85,57% ST Disdukc
Program . . .
Pencatatan Sipil Penerbitan akta Penerbitan akta apil
P kelahiran kelahiran
Program Indeks Kepuasan 3,5 Baik 2,7 Baik | 77,14% T Indeks Kepuasan 3,5Baik | 2,7Baik | 77,14% T Disdukc
Pengelolaan Masyarakat Sekali Sekali Masyarakat Sekali Sekali apil
Informasi
Administrasi
Kependudukan
Program IKM (evaluasi 3,5 Baik 2,7 Baik | 77,14% T IKM (evaluasi 3,5 Baik | 2,7 Baik | 77,14% T Disdukc
Pengelolaan dilaksanakan oleh Sekali Sekali dilaksanakan oleh Sekali Sekali apil
Profil pihak pihak
Kependudukan independen) independen)
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 602X>50; Sangat Rendah X<50
17. Komunikasi dan Informatika
Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada urusan
Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.74. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Komunikasi dan Informatika
. Target Ca!pala'm Target Ca?pal?n
Indikator L Kinerja . Lo kinerja
L. Kinerja . Statu Indikator kinerja . Statu
Program / Kinerja Program / Realisas | Terhada - Realisas | terhada
. . RKPD s L s Kinerja RPJMD s s oPD
Kegiatan Kegiatan / Sub i Kinerja | p Target i Kinerja | p target
. Tahun RPJMD tahun
Kegiatan RKPD 2021 RKPD 2021 RPJMD
2021 2021
Persentase Perangkat 60% 54,72% 91,2% ST Kominfo
Program
. Daerah yang sudah
Informasi Dan
oo melaksanakan
Komunikasi
Publik Keterbukaan
Informasi Publik (KIP)
Persentase Perangkat 80% 84,91% 106,14 ST Kominfo
Program
Daerah yang sudah %
Pengelolaan
. melaksanakan
Informasi dan
Komunikasi Keterbukaan
Publik Informasi Publik (KIP)
Tingkat Pemenuhan - 75 - - Tingkat Pemenuhan 80% 100% 125,00 ST Kominfo
Program
Penvelengeara Standar Pelayanan Standar Pelayanan %
4 €8 Prima Bidang Prima Bidang
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an Statistik Komunikasi dan Komunikasi dan
Sektoral Informatika Informatika
Persentase Perangkat 20% 20,75% 103,75 ST Persentase Perangkat 50% 37,74% 75,48% T Kominfo
Daerah yang sudah % Daerah yang sudah
Program
menerapkan e- menerapkan e-
Pengelolaan . -
Aplikasi governiment/apl|ka5| govern.ment/apllkay
Informatika per.nenntar.\an yang pemerlntahan yang
terintegrasi terintegrasi
Persentase layanan 60% 71,40% 119,00 ST Persentase layanan 60% 76,77% 127,95 ST Kominfo
Program
pengaduan % pengaduan %
Penyelenggara
an Persandian ma§yarakat secara ma§yarakat secara
Untuk online yang online yang
ditindaklanjuti tepat ditindaklanjuti tepat
Pengamanan
. waktu waktu
Informasi
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=2X>75; Sedang 752X>60; Rendah 602X>50; Sangat Rendah X<50
18. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Capaian indikator program pada urusan Penanaman Modal dan
Pelayanan Satu Pintu terdapat pada tabel berikut:
Tabel 2.75. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Penananman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Capaia Capaia
Indikat Target Ki n . Target ki n .
Program / Kiner?a IPrao:rram / Kinerja Rea!isa T::_::: Statu In(ilikat.or kinerja Rea!isa t::;:j Statu
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD si ap S Kinerja RPJMD si ap S OPD
. Tahun Kinerja RPJMD tahun Kinerja
Kegiatan RKPD 2021 Target 2021 target
RKPD RPJMD
2021 2021
Program Presentase Temuan 0% 0% 100,00 ST P.Moda
Penunjang BPK /Inspektorat % | &
Urusan PTSP
Pemerintahan Nilai Akuntabilitas AA (90) BB 83,91% T P.Moda
Daerah Kinerja Dinas (72,52) | &
Kabupaten/Ko Penanaman Modal PTSP
ta dan PTSP
Presentase PNS 99% 99% 100,00 ST P.Moda
Dinas Penanaman % | &
Modal Dan PTSP PTSP
Dengan Capaian
Kinerja Baik
Program Persentase 100% 100% 100,00 SR Presentase 100% 100% 100,00 ST P.Moda
Promosi Ketersediaan Sistem % Ketersediaan Sistem % | &
Penanaman Informasi potensi Informasi Potensi PTSP
Modal investasi Kota Investasi Kota
Manado Manado
Jumlah Investor 15 996 6.640% ST P.Moda
PMDN | &
PTSP
Jumlah Investor PMA 20 84 420% ST P.Moda
1 &
PTSP
Nilai Investasi PMDN 228.69 | 2.375.7 | 1.039% ST P.Moda
6.353.0 | 34.100. | &
00 000 PTSP
Nilai Investasi PMA S S 7.796% ST P.Moda
113.63 | 8.859.0 | &
9.920 00 PTSP
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Program Persentase 90% 90% 100,00 ST Persentase 100% 97% 97,00% ST P.Moda
Pengendalian Kepemilikan izin % Penyelesaian | &
Pelaksanaan Bangunan dan lzin Permohonan PTSP
Penanaman Usaha Perizinan
Modal
Program IKM-Indeks Kepuasan 3,9 3,1 79,48% T Presentase 100% 100% 100,00 ST P.Moda
Pelayanan Masyarakat Pengurusan Izin % | &
Penanaman Pengguna Pelayanan Menggunakan Sistem PTSP
Modal Informasi Pelayanan
Perizinan terpadu
(SIP2T) Secara On-
Line
IKM (Indeks 3.9 3.197 81,97% T P.Moda
Kepuasan | &
Masyarakat) PTSP
Pengguna Layanan
Presentase 95% 95% 100,00 ST P.Moda
Pemberian Perizinan % | &
Yang Sesuai Standar PTSP
Pelayanan
Lama Proses 6 6 100,00 ST P.Moda
Perizinan - Izin % | &
Mendirikan PTSP
Bangunan (IMB)
Lama Proses 1 1 100,00 ST P.Moda
Perizinan - Surat Izin % | &
Usaha Perdagangan PTSP
(SIUP)
Lama Proses 1 1 100,00 ST P.Moda
Perizinan - Tanda % | &
Daftar Perusahaan PTSP
(TDP)
Lama Proses 1 1 100,00 ST P.Moda
Perizinan - Tanda % | &
Daftar Gudang (TDG) PTSP
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60=X>50; Sangat Rendah X<50
19. Perpustakaan dan Kearsipan
Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada urusan
Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.76. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
. Target Ca.pai?n Target Ca?pai?n
Indikator L Kinerja . Lo kinerja
- Kinerja . Statu Indikator kinerja . Sta
Program / Kinerja Program / Realisas | Terhada s Realisas | terhada
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD i Kinerja | p Target s Kinerja RPIMD i Kinerja | p target tus opPD
. Tahun RPJMD tahun
Kegiatan RKPD 2021 RKPD 2021 RPJMD
2021 2021
Program Persentase 99% 97,91% 98,99% ST Dispersip
Penunjang Pencapaian Target
Urusan Perangkat Daerah
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kot
a
Program Jumlah Kunjungan Ke 9.110 9.110 100,00% ST Jumlah Kunjungan Ke 9.110 9.110 100,00% ST Dispersip
Pembinaan Perpustakaan pengunjun pengunj Perpustakaan pengunj pengunj
Perpustakaan g ung ung ung
Koleksi Buku Yang 50.022 25.679 51,33% R Koleksi Buku Yang 50.022 25.679 51,33% R Dispersip
Tersedia di judul judul Tersedia di judul judul
Perpustakaan Daerah Perpustakaan Daerah
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Jumlah Kunjungan Ke 9.600 13.450k | 140,10% ST Jumlah Kunjungan Ke 9.600 13.450 140,10% | ST Dispersip
Mobile Library kunjungan unjunga Mobile Library kunjung kunjung
n an an
Jumlah Buku Yang 5.500 7.500 136,36% ST Jumlah Buku Yang 5.500 7.500 136,36% | ST Dispersip
Dibaca Pada Online buku buku Dibaca Pada Online buku buku
Library Library
Jumlah Hits Online 200.000 52.000h 26,00% SR Jumlah Hits Online 200.000 | 52.000h 26,00% SR Dispersip
Library hits its Library hits its
Program Sistem Administrasi 4 PD 4 PD 100,00% ST Sistem Administrasi 4 PD 4 PD 100,00% ST Dispersip
Pengelolaan Kearsipan Berbasis Kearsipan Berbasis
Arsip Teknologi Teknologi
Persentase Dokumen 99% 99,14% 100,14% ST Persentase Dokumen 99,14% 99,14% 100,00% ST Dispersip
atau Arsip daerah atau Arsip daerah
dalam Bentuk Digital dalam Bentuk Digital
Program Pengelolaan Arsip 35% 34,72% 99,20% ST Pengelolaan Arsip 34,72% 34,72% | 100,00% | ST Dispersip
Perlindungan Secara Baku Secara Baku
dan
Penyelamatan
Arsip
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 602X>50; Sangat Rendah X<50
20. Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Capaian target kinerja pembangunan daerah pada urusan Pertanian,
Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.77. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan
. Target Cz?paiz.m Target Carpai?n
Indikator . Kinerja . Lo kinerja
L. Kinerja . Statu Indikator kinerja . Statu
Program / Kinerja Program / Realisas | Terhada s Realisas | terhada
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD i Kinerja | p Target s Kinerja RPIMD i Kinerja | p target s oPD
. Tahun RPJMD tahun
Kegiatan RKPD 2021 RKPD 2021 RPJMD
2021 2021
Program Persentase 93% 93% 100,00 ST Dinas
Penunjang pencapaian target % Pertani
Urusan an,
Pemerintahan Kelauta
Daerah ndan
Kabupaten/Kot Perikan
a an
Perikanan
Program Jumlah produksi 18.000 42.339, 235,00 ST Jumlah Total Produksi 44.341 42.339. 95,48% ST Dinas
Pengelolaan perikanan tangkap ton 4 ton % Perikanan Tangkap Ton 4 ton Pertani
Perikanan an,
Tangkap Kelauta
ndan
Perikan
an
Program Jumlah produksi 160 ton 47,69 30,00% SR Jumlah Total Produksi 85 Ton 47,69 56,11% ST Dinas
Pengelolaan perikanan budidaya ton Perikanan Budidaya Ton Pertani
Perikanan an,
Budidaya Kelauta
ndan
Perikan
an
Program Jumlah produksi 130 ton 4,50 ton 3,00% SR Jumlah produksi 130ton | 4,50ton 3,00% SR Dinas
Pengolahan pengolahan ikan pengolahan ikan Pertani
dan Pemasaran an,
Hasil Perikanan Kelauta
ndan
Perikan
an
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Pertanian
Program Produksi Tanaman 3.692 ton 5.465,3 148,00 ST Produktivitas 15,96% 7.72% 48,37% SR Dinas
Penyediaan Pangan (jagung) 3ton % pertanian per hektar Pertani
dan per tahun an,
Pengembangan Kelauta
Sarana ndan
Pertanian Perikan
an
Program Persentase prasarana 100% 100% 100,00 ST Persentase prasarana 100% 100% 100,00 ST Dinas
Penyediaan yang digunakan % yang digunakan % Pertani
dan an,
Pengembangan Kelauta
Prasarana ndan
Pertanian Perikan
an
Program Persentase jumlah 80% 100% 125,00 ST Persentase jumlah 80% 80% 100,00 ST Dinas
Pengendalian daging ASUH % daging ASUH % Pertani
Kesehatan (aman,sehat,utuh,ha (aman,sehat,utuh,ha an,
Hewan dan lal) lal) Kelauta
Kesehatan ndan
Masyarakat Perikan
Veteriner an
Program Jumlah kelompok tani 217 269 124,00 ST Jumlah kelompok tani 217 269 124,00 ST Dinas
Penyuluhan binaan kelompok kelomp % binaan kelomp kelomp % Pertani
Pertanian ok ok ok an,
Kelauta
ndan
Perikan
an
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 602X>50; Sangat Rendah X<50
21. Pariwisata
Capaian kinerja pembangunan Kota Manado yang diperoleh urusan
Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.78. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Pariwisata
. Target Cajpala'\n Target C:-?paI?n
Indikator L Kinerja . Lo kinerja
L Kinerja . Statu Indikator kinerja . Statu
Program / Kegiatan Klner!a Program RKPD .Re.allsa.s Terhada s Kinerja RPIMD ‘Re‘allsa‘s terhada s oPD
/ Kegiatan / Sub i Kinerja | p Target i Kinerja | p target
. Tahun RPJMD tahun
Kegiatan RKPD 2021 RKPD 2021 RPJMD
2021 2021
Persentase 70% 100% 142,86 ST Persentase objek 70% 100% 142,86 ST Dispar
Program Peningkatan objek wisata % wﬁsata alam yang %
Daya Tarik Destinasi al.am yang dlkem?angkan secara
Pariwisata dikembangkan profesional
secara
profesional
Jumlah 26.423 Persentasase 10% -0.02% -0,2% SR Dispar
Program Pemasaran kunjungan orang Peningkatan
Pariwisata wisatawan Kunjungan Wisatawan
mancanegara
Program Persentase 4% 19.46% 486,5% ST Persentase Usaha 4% 19.46% 486,5% ST Dispar
Pengembangan Usaha Pariwisata yang
Sumber Daya Pariwisata yang tersertifikasi
Pariwisata Dan tersertifikasi
Ekonomi Kreatif
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 902X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60>X>50; Sangat Rendah X<50
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22. Keuangan dan Aset Daerah

Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada urusan

Keuangan dan Aset Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.79. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Keuangan dan Aset Daerah

Capaian Capaian
. Target L Target L
Indikator e Kinerja . L kinerja
N Kinerja . Statu Indikator kinerja . Statu
Program / Kinerja Program / Realisas | Terhada s Realisas | terhada
A . RKPD s S Kinerja RPJMD C e . S OPD
Kegiatan Kegiatan / Sub i Kinerja | p Target i Kinerja | p target
. Tahun RPJMD tahun
Kegiatan RKPD 2021 RKPD 2021 RPJMD
2021 2021
Koordinasi Dan Persentase 100% 100% 100,00 ST Persentase 100% 100% 100,00 ST BKAD
Penyusunan Perencanaan % Perencanaan %
Rencana Penganggaran yang Penganggaran yang
Anggaran tepat waktu tepat waktu
Daerah
Koordinasi Dan Presentase 100% 100% 100,00 ST Meningkatnya 100% 91% 91,00% ST BKAD
Pengelolaan Penatausahaan % Pengelolaan
Perbendaharaa | Keuangan Perangkat Keuangan Pemerintah
n Daerah Daerah Yang Tertib Kota Manado
Koordinasi Dan Presentase Laporan 100% 71,43% 71,43% S BKAD
Pelaksanaan Keuangan Perangkat
Akuntansi Dan Daerah Berbasis
Pelaporan Akrual
Keuangan
Daerah
Penunjang Persentase 100% 100% 100,00 ST Persentase 100 68,3% 68,30% S BKAD
Urusan pengelolaan aset yang % Perencanaan
Kewenangan tertib Penganggaran yang
Pengelolaan tepat waktu
Keuangan
Daerah
Pengelolaan Persentase 100% 100% 100,00 ST Persentase 100% 100% 100,00 ST BKAD
Data Dan Perencanaan % Perencanaan %
Implementasi Penganggaran yang Penganggaran yang
Sistem terintegrasi terintegrasi
Informasi
Pemerintah
Daerah
Lingkup
Keuangan
Daerah
Pengelolaan Persentase 100% 100% 100,00 ST Persentase 100% 91,7% 91,70% ST BKAD
Barang Milik pengelolaan aset yang % pengelolaan aset yang
Daerah tertib tertib
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 602X>50; Sangat Rendah X<50
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23. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Pencapaian target program pembangunan pada urusan Perencanaan Penelitian

Tabel 2.80. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado

Tahun 2021
Urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
. Target Cafpai?n Target Ca?paiz'an
Indikator s Kinerja . Lo kinerja
L Kinerja L Stat Indikator kinerja . Statu
Program / Kinerja Program / Realisasi | Terhadap - Realisas | terhada
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD Kinerja Target us Kinerja RPIMD iKinerja | p target s OoPD
. Tahun RPJMD tahun
Kegiatan RKPD 2021 RKPD 2021 RPJMD
2021 2021
Program Terselenggaranya 1 1 100,00% ST Cakupan Penegakan 100% 100% 100,00 ST Bapelitb
Perencanaan penyusunan KLHS kegiatan kegiatan Hukum Lingkungan % ang
Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen 1 1 100,00% ST
KLHS RPJMD kegiatan kegiatan
Program 1. Persentasi 100% 71% 71,00% S 1. Persentasi 100% 71% 71,00% S Bapelitb
Perencanaan, Pelaksanaan Pelaksanaan ang
Pengendalian Dan Strategi Strategi
Evaluasi Pembangunan Pembangunan
Pembangunan sesuai timeline sesuai timeline
Daerah RPJMD RPJMD
2. Persentasi 100% 20% 20,00% SR 2. Persentasi 100% 20% 20,00% SR
Indikator Indikator
Pembangunan Pembangunan
Daerah Kota Daerah Kota
Manado yang Manado yang
memberi memberi
kontribusi positif kontribusi positif
pada Indikator pada Indikator
Pembangunan Pembangunan
Propinsi dan Propinsi dan
Nasional Nasional
3. Persentase 100% 100% 100,00% ST 3. Persentase 100% 100% 100,00 ST
Program RKPD Program RKPD %
yang selaras yang selaras
dengan Program dengan Program
RPJMD RPJMD
Program 1. Persentasi 100% 100% 100,00% ST 1. Persentasi 100% 100% 100,00 ST Bapelitb
Koordinasi Dan Indikator Indikator % ang
Sinkronisasi Outcome bidang Outcome bidang
Perencanaan ekonomi yang 100,00% ekonomi yang
Pembangunan tercapai sesuai 100% 100% ST tercapai sesuai
Daerah target RPJMD target RPJMD
2. Persentasi 2. Persentasi
Indikator Indikator Outcome 100% 100% 100,00 ST
Outcome bidang 100,00% bidang ekonomi %
ekonomi yang yang tercapai
tercapai sesuai 100% 100% ST sesuai target
target RPJMD RPJMD
3. Persentasi 3. Persentasi
Indikator Indikator Outcome 100% 100% 100,00 ST
Outcome bidang bidang ekonomi %
ekonomi yang yang tercapai
tercapai sesuai sesuai target
target RPJMD RPJMD
Program Persentase Realisasi 100% 100% 100,00% ST Persentase Realisasi 100% 100% 100,00 ST Bapelitb
Penelitian Dan Pelaksanaan Pelaksanaan Tahunan % ang
Pengembangan Tahunan Kajian Kajian Masalah
Daerah Masalah Aktual Aktual
Program Persentasi Pengisian 100% - - - Persentasi PD yang 100% 100% 100,00 ST Bapelitb
Perencanaan, Objek Data pada terkontrol melalui % ang
Pengendalian Dan | SIPD (e-Dbase) aplikasi
Evaluasi
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Pembangunan
Daerah
Program Terintegrasikan 100% 0% 0,00% SR Bapelitb
Perencanaan, sistem pendataan ang
Pengendalian Dan dengan capil, dikbud,
Evaluasi dinson, dinkes
Pembangunan
Daerah
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60>X>50; Sangat Rendah X<50
24. Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada urusan Kepegawaian
dan Sumber Daya Manusia disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.81. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Capaia Capaia
Target n Target n
Program / Kinelrr'l::(:otorram / Kinerja Realisa $::E:: Statu Indikator kinerja Realisa '::;;:: Statu
Kegiatan e ‘iatan f o RKPD si . s Kinerja RPJMD si . s OPD
€ g. Tahun Kinerja p RPJMD tahun Kinerja P
Kegiatan RKPD 2021 Target 2021 target
RKPD RPJMD
2021 2021
Tingkat Pelanggaran 1.79% 3.76% 3.76% Tingkat Pelanggaran 1.79% 3.76% 3,76% BKPSDM
P Disiplin ASN Disiplin ASN
rogram . Persentase Pengisian 96% 76% 79,17% T Persentase Pengisian 96% 76% 79,17% T BKPSDM
Kepegawaian
Daerah Jabatan Struktural Jabatan Struktural
Persentase ASN 92% 83% 90,22% ST Persentase ASN 92% 83% 90,22% ST BKPSDM
sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
Program Persentase Aparatur 70% 48% 68,57% S Persentase Aparatur 70% 48% 68,57% S BKPSDM
Pengemban 3 yang telah mengikuti yang telah mengikuti
g g Pendidikan dan Pendidikan dan
n Sumber . . . .
Dava Manusia Pelatihan (diluar Pelatihan (diluar
¥ kegiatan Prajabatan) kegiatan Prajabatan)
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60>X>50; Sangat Rendah X<50
25. Sekretariat Daerah
Capaian indikator program urusan Pendapatan Daerah seperti yang ada pada
tabel berikut:
Tabel 2.82. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Sekretariat Daerah
. Target Ca}pauj\n Target Ca}palfm
Indikator s Kinerja . Lo kinerja
L. Kinerja . Statu Indikator kinerja . Statu
Program / Kinerja Program / Realisas | Terhada s Realisas | terhada
) . RKPD Sl L s Kinerja RPJMD S s oPD
Kegiatan Kegiatan / Sub i Kinerja | p Target i Kinerja | p target
. Tahun RPJMD tahun
Kegiatan RKPD 2021 RKPD 2021 RPJMD
2021 2021
Bagian Administrasi Pembangunan
Program Tersedianya Data 1 laporan 93,93% ST Tersedianya Data 1 1 100,00 ST Bag. Adm
Perekonomian Perusahaan yang Perusahaan yang laporan laporan % Pembang
Pembangunan memberikan bantuan memberikan bantuan unan
CSR CSR
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Tersedianya Data 1 laporan 97,49% ST Tersedianya Data 1 1 100,00 ST Bag. Adm
Pembangunan Kota Pembangunan Kota laporan laporan % Pembang
Manado Manado unan
Tercapainya Target 53 SKPD 87,37% T Tercapainya Target 53 SKPD | 53 SKPD 100,00 ST Bag. Adm
penyerapan Anggaran penyerapan Anggaran % Pembang
yang ditetapkan oleh yang ditetapkan oleh unan
Pemerinta Kota Pemerinta Kota
Manado Manado
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Program : Jumlah tokoh agama 1050 1002 95,43% ST Bag.
Pemerintah yang menjadi Kesejahte
dan motivator hubungan raan
Kesejahteraan harmonis antar agama Rakyat
Rakyat dan umat agama
Bagian Perekonomian
Koordinasi, 100% 84% 84,00% T Tersedianya LPG 100% 100% 100,00 ST Bag.
Program Sinkronisasi, Tabung 3 Kg di 654 % Perekono
Pelaksanaan Monitoring dan Pangkalan mian
Kebijakan Evaluasi Kebijakan
Perekonomian Pengelolaan BUMD
dan BLUD
Pengendalian dan 100% 97% 97,00% ST Terlaksananya 100% 100% 100,00 ST Bag.
Distribusi monitoring harga dan % Perekono
Perekonomian ketersediaan bahan mian
pokok strategis di
Pasar tradisional dan
Pasar Modern
Perencanaan dan 100% 96% 96,00% ST Tersedianya peraturan 7 6 Bag.
Pengawasan Ekonomi pendukung kebijakan peratur peratur Perekono
Mikro Kecil BUMD dan BLUD an an mian
Bagian Tata Pemerintahan
Program Jumlah Kecamatan 2 - - - Bag Tata
Pemerintahan dan Kelurahan yang Pemerint
dan memiliki Batas ahan
Kesejahteraan Wilayah yang jelas 87 348 400,00 ST Bag Tata
Rakya dan sudah ditetapkan % Pemerint
dengan Peraturan ahan
Perundang-undangan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Program Persentase Kegiatan 100% 84% 84,00% T Persentase Kegiatan 100% 100% 100,00 ST Bag.
Penunjang Pimpinan yang Pimpinan yang % Prokopim
Urusan terfasilitasi terfasilitasi
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kot
a
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Persentase 100% 100% 100,00 ST Bag.
Program i i
R Terpenuhinya % Prokopim
Penunjang . . .
Urusan Adminsitrasi, Fasilitas,
. Sarana dan Prasarana
Pemerintahan X
dalam menunjang
Eagr;h urusan pemerintahan
ab/Kota dilingkungan Setda.
Bagian Organisasi
Penataan Persentase PD yang 100% 44,44% 44,44% SR Bag.
Organisasi mendapatkan Organisasi
Peningkatan pelatihan penyusunan
Kinerja Dan laporan kinerja
Reformasi
Birokrasi
Persentase perangkat 100 % 32.07% 32,07% SR Bag.
daerah yang Organisasi
mendapatkan
pendampingan
penyusunan
perjanjian kinerja
Persentase perangkat 100% 11% 11,00% SR Bag.
daerah yang Organisasi
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melakukan perbaikan
laporan kinerja hasil
pendampingan dan
fasilitasi

Persentase perangkat 100% 17% 17,00% SR Bag.
daerah yang Organisasi
melakukan perbaikan
perjanjian kinerja hasil
pendampingan dan
fasilitasi
Fasilitasi Persentase PD yang 40% 0 - - Bag.
Pelayanan dilakukan pelatihan Organisasi
Publik dan dan pendampingan
Ketatalaksanaa penyusunan peta
n proses bisnis
Persentase perangkat 100% 9,30% 9,30% SR Bag.
daerah yang di Organisasi
lakukan evaluasi dan
pendampingan
penyelenggaraan
pelayanan publik
Persentase perangkat 100% 0 - - Bag.
daerah yang Organisasi
melakukan tindak
lanjut hasil evaluasi
dan supervisi
pelayanan publik
Persentase perangkat 100% 100% 100,00 ST Bag.
Kelembagaaan daglﬁah Yang dilakukan % Organisasi
dan Analica fasilitasi d.an
Formasi pendampingan
perubahan struktur
Jabatan
dan kelembagaan
organisasi nya
Persentase perangkat 100% 0 - - Bag.
daerah yang Organisasi
penyusunan anjab-nya
sudah sesuai dengan
kinerja utama
perangkat daerahnya
Bagian Umum
Program Capaian Pelayanan 100% 97,60% 97,60% ST Bag.
Penunjang Penunjang Urusan Umum
Urusan Pemerinatah
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kot
a
Bagian Sumber Daya Alam
Laporan Hasil 4 2 50,00% R Bag. SDA
Program Koordinasi, laporan laporan
Perekonomian Monitoring Evaluasi
Dan dan Rekomendasi
Pembangunan Administrasi Sumber
Daya Alam
aporan Hasil 1 - - - Bag. SDA
Koordinasi dan laporan
Rekomendasi
Administrasi Sumber
Daya Alam
Laporan Hasil 11 - -- Bag. SDA
Inventarisasi Energi laporan
dan Air di Kota
Manado
Bagian Kerjasama
Program Jumlah dokumen kerja 14 22 157,14 ST Bag
Pemerintahan sama daerah dokume | dokume % Kerjasam
dan n n a

Kesejahteraan
Rakyat
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Bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Program Persentase 100% 90% 89,725 T Persentase 100% 90% 89,725 T Bagian
Pengadaan pengelolaan proses pengelolaan proses Pengadaa
Barang dan pengadaan pengadaan n Barang
Jasa barang/jasa barang/jasa Jasa
Persentase 100% 92% 91,81% ST Persentase 100% 92% 91,81% ST Bagian
pengelolaan LPSE pengelolaan LPSE Pengadaa
n Barang
Jasa
Persentase 100% 94% 94,37% ST Persentase 100% 94% 94,37% ST Bagian
Pembinaan dan Pembinaan dan Pengadaa
Advokasi Pengadaan Advokasi Pengadaan n Barang
Barang dan Jasa Barang dan Jasa Jasa
Bagian Hukum
Program Tecapainya 100% 100% 100,00 ST Bag
Pemerintahan persentase perangkat % Hukum
Dan daerah
Kesejahteraan
Rakyat
Keterangan:
X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60=X>50; Sangat Rendah X<50
26. Pendapatan Daerah
Capaian indikator program urusan Pendapatan Daerah seperti yang
ada pada tabel berikut:
Tabel 2.83. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado
Tahun 2021
Urusan Pendapatan Daerah
. Target Cefpaia‘m Target Ca‘lpai?n
Indikator s Kinerja . Lo kinerja
L Kinerja . Statu Indikator kinerja . Statu
Program / Kinerja Program / Realisas | Terhada - Realisas | terhada
Kegiatan Kegiatan / Sub RKPD i Kinerja | p Target s Kinerja RPIMD i Kinerja | ptarget s oPD
X Tahun RPJMD tahun
Kegiatan RKPD 2021 RKPD 2021 RPJMD
2021 2021
Program Deviasi realisasi PAD 50% 57% 114,00 ST Dispenda
Pengelolaan terhadap anggaran %
Pendapatan PAD dalam APBD
Daerah
Program Nilai Akuntabilitas Nilai Nilai 95,11 ST Dispenda
Penunjang Kinerja Badan (75) A (71.33)
Urusan Pendapatan Daerah BB
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota
Keterangan:

X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90=X>75; Sedang 752X>60; Rendah 602X>50; Sangat Rendah X<50
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27. Sekretariat DPRD Kota Manado

Sekretariat DPRD Kota Manado disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.84. Capaian Indikator Program RKPD dan RPJMD Kota Manado

Perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada

Tahun 2021
Urusan Sekretariat DPRD Kota Manado
Capaia Capaia
n Target 'n .
Target Kinerj kinerj kinerj
Indikator s Realis . Realis a
Program / Kinerja Program / Kinerja asi a Stat Indikator a asi terhad Stat
. . RKPD .. Terha us Kinerja RPJM - us OPD
Kegiatan Kegiatan / Sub Kinerj Kinerj ap
Kegiatan RKPD Tahun a dap RPIMD D a target
2021 Target tahun RPIM
RKPD 2021 D
2021 2021
Program
Dukungan
Pelaksanaan
Tugas dan
Fungsi DPRD
Penyusunan Jumlah 1 tahun 1 100,00 ST Jumlah 2 kali 2 kali 100,00 ST Sekr.
dan Pembahasan tahun % Pembahasan % DPRD
Pembahasan | Prompemperda Program
Program Pembentukan
Pembentuka Perda
n Peraturan
Daerah
Pembahasan | Jumlah 7 7 100,00 ST Jumlah 7 7 100,00 ST Sekr.
Rancangan Pembahasan Ranperd | Ranpe % Pembahasan Ranpe | Ranpe % DPRD
Peraturan Ranperda a rda Ranperda rda rda
Daerah
Pembahasan | Fasilitasi 1 1 100,00 ST Fasilitasi 1 1 100,00 ST Sekr.
KUA dan Pelaksanaan Rapat kegiatan | kegiat % Pelaksanaan Rapat kegiat kegiat % DPRD
PPAS an an an
Pembahasan | Fasilitasi 1 1 100,00 ST Fasilitasi 1 1 100,00 ST Sekr.
Perubahan Pelaksanaan Rapat kegiatan | kegiat % Pelaksanaan Rapat kegiat kegiat % DPRD
KUA dan an an an
Perubahan
PPAS
Pembahasan Fasilitasi 1 1 100,00 ST 1 kegiatan 1 1 100,00 ST Sekr.
APBD Pelaksanaan Rapat kegiatan | kegiat % kegiat kegiat % DPRD
an an an
Pembahasan Fasilitasi 1 1 100,00 ST 1 kegiatan 1 1 100,00 ST Sekr.
APBD Pelaksanaan Rapat kegiatan | kegiat % kegiat kegiat % DPRD
Perubahan an an an
Pembahasan | Fasilitasi 1 1 100,00 ST 1 kegiatan 1 1 100,00 ST Sekr.
Pertanggung | Pelaksanaan Rapat kegiatan | kegiat % kegiat kegiat % DPRD
jawaban an an an
APBD
Pendalaman Jumlah Bimtek 1 kali 1 kali 100,00 ST 1 kali 1 kali 1 kali 100,00 ST Sekr.
Tugas DPRD DPRD % % DPRD
- Jumlah Kegiatan 1 1 100,00 ST 1 kegiatan 1 1 100,00 ST Sekr.
Publikasi dan . . o ) ; o
Dokumentas D.PRD Yang kegiatan | kegiat % kegiat kegiat % DPRD
i Dewan dipublikasikan ke an an an
masyarakat
Penyediaan Jumlah Kelompok 12 bulan | 12 100,00 ST Jumlah Kelompok 1 1 100,00 ST Sekr.
Kelompok Pakar dan Tim Ahli bulan % Pakar dan Tim Ahli tahun tahun % DPRD
Pakar dan
Tim Ahli
Penyusunan Jumlah Kunjungan 1 tahun 1 100,00 ST Jumlah Kunjungan 1 1 100,00 ST Sekr.
Kerja, Konsultasi tahun % Kerja, Konsultasi tahun tahun % DPRD
Program L inaei
Kerja DPRD dan Koordinasi dan Koordinasi
DPRD DPRD
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Kunjungan Jumlah Kunjungan 1 tahun 1 100,00 ST Jumlah Kunjungan 1 Sekr.

Kerja dalam Kerja Dalam tahun % Kerja Dalam kegiat DPRD

Daerah Daerah Daerah an

Pelaksanaan | Jumlah Reses yang 3 kali 3 kali 100,00 ST Jumlah Reses yang 3 kali 3 kali 100,00 ST Sekr.

Reses dilaksanakan % dilaksanakan % DPRD
Keterangan:

X) Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90>X>75; Sedang 752X>60; Rendah 60>X>50; Sangat Rendah X<50

Masih terdapat beberapa indikator yang harus menjadi perhatian pemerintah

Kota Manado, dilihat dari capaian 6 indikator tujuan dan 15 indikator sasaran

pembangunan Kota Manado sampai tahun 2021, peningkatan kunjungan wisata,

nilai investasi, disamping laju pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan tingkat

pengangguran terbuka. Berikut capaian dari indikator Sasaran Pembangunan Kota

Manado:

Tabel 2.85. Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran RPJMD

library

Meningkatkan
kualitas
kepariwisataan
di Kota

Manado

Meningkatnya
kunjungan
wisatawan ke
Kota Manado

Jumlah kunjungan Jumlah

wisatawan domestik 1.730.500 442.587
j Jumlah

Jumlah kunjungan 68,028 Lot

wisatawan mancanegara

DAN TOLERANSI

Tahun 2021
Realisasi Capaian Target
Indikator Target th th thd akﬁir
TUJUAN . Indikator Kinerja Sasaran Satuan | berkenaan berkenaa | target th
Tujuan/Sasaran RPJMD
n 2021
2021 2021 % 2021
MISI 1: Membangun Manado kota “Cendekia” dengan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Tangguh melalui
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Minat Baca Masyarakat
Meningkatkan Sasaran 1: Angka Partisipasi Kasar
kualitas Terbukanya (APK)
H 0,
sumbe.r da.ya seluruh potensi -~ % 98,34 95,67
manusia di akses penduduk 11073 93 98,34
segala bidang terhadap layanan | ~ SMpP ’ 110,73
dan minat baca | pendidikan dasar Angka Partisipasi Murni
masyarakat, untuk menunjang (APM)
. 0,
me'_a'“'k . upaya ot -~ sp % 80,45 93,91 80,45
peningkatan peningkatan
_ 66,66 89,67 66,66
kualitas kualitas sumber sMp
layanan daya manusia Persentase penduduk usia
pendidikan dan 25 tahun ke atas yang % 12,50 12,50 12,50
latihan, berijazah D4/S1
perpustakaan Sasaran 2: Jumlah prestasi di bidang Jumlah
. Lo 10 3 10
serta Terwujudnya olahraga yang di raih
bimbingan peningkatan Jumlah prestasi di bidang Jumlah
; . . o 10 0 10
prestasi dan aktifitas dan seni budaya yang diraih
disiplin prestasi Jumlah
generasi muda. | kepemudaan
Kota Manado di o
bidang olahraga, :utmll(ah prezt.as.lhdl bidang 10 0 10
seni budaya, ilmu ptekyang diral
pengetahuan dan
teknologi
Sasall'an 3: Jumlah kunjungan ke Jumlah 9110 9110 9110
Meningkatnya perpustakaan
inat b -
minat baca Jumléh Ifunjungan ke Jumlah 9.600 13.450 9.600
masyarakat mobile library
Jumlah b.uku.yang dibaca Jumlah 5.500 7500 136,36% 5.500
pada online library
Jumlah Hits ke online Jumlah 200.000 52.000 200.000

MISI 2: MEMBANGUN MANADO SEBAGAI DESTINASI “EKOWISATA” BERBASIS KONSERVASI LINGKUNGAN LAUT DAN KEPUALAUAN

1.730.500

68.028

MISI 3: MEMBANGUN MASYARAKAT KOTA YANG SEMAKIN “RELIGIUS” DAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI MORAL, SOSIAL
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Meningkatkan Sasaran 1:
kualitas Meningkatnya Persentase rata-rata 50%
religiulitas kehadiran umat kehadiran umat beragama (masa
masyarakat beragama dalam dalam ibadah di rumah- % 65 pandemi) 76,92% 65
Kota Manado ibadah di rumah- | rumah ibadat
sesuai agama rumah ibadat
dan Sasaran 2: Jumlah konflik/tawuran Jumlah 0 0 0
kepercayaan Meningkatnya
masing- kehidupan
masing, dalam masyarakat yang
kehidupan semakin
yang rukun dan | menjunjung
damai tinggi nilai-nilai
luhur budaya Jumlah kejadian konflik
nusantara dalam bernuansa SARA yang Jumlah 0 0 0
mewujudkan terjadi
kehidupan
masyarakat yang
rukun, damai,
toleran dan
harmonis
MISI 4: MEMBANGUN KOTA YANG MEMILIKI “DAYA SAING” DENGAN BERORIENTASI PADA PENINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI
SERTA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Meningkatkan Sasaran 1: ; i oari iai
kualitas tata Meningkatnya ';glél;z:li:natlgtanézzl I':::nk;zzrja :g;;{; A />80 BB /70 A
kelola kualitas sistem
pemerintahan tata kelola Opini BPK terhadap laporan Opini/
yang baik dan pemerintahan keuangan daerah Predik WTP WTP WTP
bersih, daya yang baik dan pemerintah Kota Manado at
saing ekonomi bersih : -
kOtag’ serta Rangking Kota Cerdas Predik Perllngkat tic(iiizacc)ja PerTgkat
sistem Indonesia at penilaian)
zimfzz: Sasaran 2: Jumlah investor PMDN Jumlah 15 996 15
. Meningkatnya
perlzlr;an Yang | jumlah Jumlah investor PMA Jumlah 20 84 20
ﬁig;ana“ investor/nilai Nilai inveatasi PMDN R 228.696.35 | 2.375.734. 228.696.3
:\'/‘I"es"gs' di Kota P 3.000 100.000 53.000
anado L ) 113.639. 113.639.
Nilai investasi PMA uss 920 8.859.000 920
Sasaran 3:
Meningkatnya . .
kepuasan Indeks Kepuasan Nilai 39 3 (baik) 39
Masyarakat (IKM) Indeks rata-rata
masyarakat atas
pelayanan publik
Sasaran 4: Laju pertumbuhan ekonomi % 7,4-7,5 -3,13 7,4-7,5
Terjaganya
kestabilan Tingkat inflasi % 3,7 2,65 3,7
perekonomian .
Kota Manado Angka kemiskinan % 3,00 6,19 3,00
yang dibarengi
dengan
peningkatan dan
pemerataan Tingkat pengangguran % 12,50 12,17 12,50
kesejahteraan
masyarakat Kota
Manado
MISI 5: MEWUJUDKAN MANADO YANG “AMAN DAN NYAMAN” MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SISTEM KEAMANAN DAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN, SERTA TERTIB RUANG
Sasaran 1:
Terwujudnya
kualitas
perencanaan dan
pembangunan
pemanfaatan Rasio ketaatan terhadap
ruang yang lebih RTRW % 100 80 100
tertib, serta
pengendalian
tata ruang kota
yang lebih
konsisten
Sasaran 2: Luas permukiman kumuh Ha O Ha O Ha O Ha
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Terciptanya Rasio rumah layak huni % 70 69,776 70
Lingkungan kota
yang semakin Sanitasi layak % 85 66,5 78,23 85
Aman dan .
Nyaman, ramah Air minum layak % 80 68,3 85,375% 80
lingkungan dan Ban o di
yaknya kejadian
ramah difabel kebakaran Jumlah 100 97 100
535
(sd Nov,
J.umlah kecelakaan lalu Jumlah 290 data dari 290
lintas
Polresta
Manado)
Angka kriminalitas Kejadi 602 1059 602
(terlapor) an
Nilai 95,45
Indeks Resiko Bencana indeks 80,0 (data dari 80,0
BNPB)
Status Mutu Air % 100 100 100
Status Mutu Udara % 100 100 100

MiISI 6. MEWUJUDKAN MANADO KOTA YANG SEHAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK
MENCIPTAKAN KONDISI MASYARAKAT YANG LEBIH “SEHAT SEJAHTERA” DENGAN LINGKUNGAN KOTA YANG BERSIH DAN ASRI

Meningkatkan | Sasaran 1: Persentase balita gizi buruk % 1,1 0 1,1
akses Meningkatnya
masyarakat derajat Angka kematian anak balita % 11 0 11
terhadap kesehatan - - N
layanan masyarakat Kota Angka kematian bayi % 0,23 1,7 0,23
kes.ehatan dan Manado Jumlah kasus kematian ibu
sos.lal yang (ibu hamil, melahirkan dan Jumlah 2 6 2
lebih nifas)
berkualitas,
dan Angka Harapan Hidup Tahun 72 72,26 72
mewujudkan .
lin kqu an Sasaran 2: Persentase keluarga yang
grung . Terwujudnya menerima dan memahami
kota yang asri, Lingkungan . A % 85 85 85
bersih dan pola hidup bersih dan sehat
Perkotaan yang (phbs)
sehat Lebih Asri, Bersih Sredic Bk ok
dan Sehat . redi ) ) ai ) ai
IKM pelayanan kebersihan at Baik Sekali (2020) Sekali
Sasaran 3:
Meningkatnya
tingkat . .
kebahagiaan Indeks kebahagiaan Nilai 70,40 97,09 ) 70,40
. masyarakat kota manado Indeks (2020)
khususnya bagi
kaum lansia Kota
Manado

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Berdasarkan gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2021, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan terutama
terhadap penurunan capaian pembangunan yang sudah baik yang masih dihadapi
dan harus ditangani Pemerintah Kota Manado.
2.3.1 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Pembangunan Tahun 2023
Permasalahan adalah

pembangunan perbedaan/kesenjangan

(gap)
pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan
kondisi saat ini. Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang

dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai
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hasil yang  diinginkan berdasarkan  perbandingan  dengan standar
(SPM/SDGs/Standar Nasional/target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun
sebelumnya atau tren).

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum serta evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan sampai tahun berjalan, terdapat beberapa permasalahan dan
tantangan terutama terhadap penurunan capaian pembangunan yang sudah baik,
yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Manado yang dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan jumlah penduduk miskin.

Tingkat kemiskinan mengalami kenaikan dari 5,86 persen di tahun 2020, naik

sebesar 0,33 poin menjadi 6,19 persen di tahun 2021. DTKS mengalami

kenaikan cukup signifikan dari 82.688 jiwa (21.755 KK) tahun 2020, menjadi

176.691 jiwa di tahun 2021. Historis angka kemiskinan selama 4 tahun

terakhir yang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.

2. Masih tingginya angka pengangguran.

TPT Kota Manado walaupun mengalami penurunan dari angka 13,88 persen

(tahun 2020) menjadi 12,17 persen (tahun 2021), tapi 3 tahun terakhir masih

menjadi yang tertinggi di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun

2021. Sebesar 24.489 jiwa atau 12,17 persen penduduk Kota Manado tidak

memiliki pekerjaan dari total angkatan kerja sebanyak 201.158 jiwa.

3. Adanya wabah pandemi dan endemi

Akar masalahnya antara lain: Pandemi Covid-19 masih berlanjut sampai saat

ini, serta masih adanya target SPM yang perlu ditingkatkan capaiannya melalui

promotif preventif yang meliputi: Layanan kesehatan bagi ibu hamil; Ibu
bersalin; Bayi baru lahir; Balita; Usia pendidikan dasar; Usia produktif; Usia
lanjut; Orang terduga TB dengan prevalensi TBC dan Orang dengan resiko
terinfeksi HIV.

4. Beberapa lokasi masih rawan banjir, longsor dan kebakaran.

e 43,58% wilayah Kota Manado adalah wilayah rentan bencana banjir. Historis
banjir Kota Manado terjadi di tahun 2000, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Banjir bandang terbesar terjadi di
tahun 2014 yang menggenangi 653 ha area Kota Manado.

e Selain banjir, jenis bencana yang mendominasi kejadian bencana di Kota
Manado adalah bencana longsor. Data terakhir dari BPBD menunjukkan
bahwa sampai dengan tahun 2020 terjadi musibah tanah longsor di 65 titik,
dengan korban 51 rumah, 181 jiwa dan 46 KK.
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e Kejadian kebakaran juga masih cukup tinggi di Kota Manado. Data BPS
menunjukkan di tahun 2019, terjadi 379 kasus kebakaran, tahun 2020
sebanyak 129 kasus, dan di tahun 2021 sebanyak 97 kasus kebakaran.
Belum adanya WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) dan keberadaan
hidran yang tidak semuanya berfungsi baik menjadi permasalahan yang
dihadapai Kota Manado.

Belum semua warga menikmati pelayanan air bersih.

Cakupan RT dengan akses air minum layak di tahun 2021 masih 68,3 persen.

Artinya masih ada gap sebesar 31,7 persen warga yang belum menikmati

pelayanan air bersih.

Pengurangan dan pengolahan sampah belum optimal.

Pengurangan dan pengolahan sampah masih harus ditingkatkan. Dengan
jumlah penduduk 485.720 jiwa (BPS 2021), diestimasi jumlah timbulan
sampah yg dihasilkan sebesar £120.555 ton/hari (asumsi produksi sampah
0,68 kg/hari/orang) belum terkelola dengan baik.

Masih terdapat juga perilaku masyarakat yang masih membuang sampah di
sungai, jalan dan drainase. Skema pengurangan dan penanganan sampah yang
telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 31 tahun 2018 tentang
Pengurangan dan Penanganan Sampah berbasis Kecamatan Kota Manado
belum ditegakkan secara sistematis dan komprehensif. Kendala lain yang
dihadapi yaitu belum tercapainya target tahun 2021 Universal Access yakni
reduksi sampah hingga 20% sebelum sampai ke TPA, TPSS yang telah
dibangun belum semua beroperasi dengan sistem 3R, armada angkut sampah
yang tersedia tidak mampu melayani secara komprehensif kebutuhan
pengangkutan sampah kota.

Belum optimalnya pengelolaan SPAL (IPLT-IPAL kawasan) dan kondisi air
sungai yang tercemar e-coli.

Akar permasalahannya antara lain: belum tercapainya target akses layak
jangka pendek, berdasarkan SSK, yang terdiri dari akses layak SPALD-S Skala
Individual, akses aman SPALD Setempat (komunal dan inividu), serta SPALD
Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat; Kota Manado tidak memiliki
truk tinja dan layanan pengurasan tangki septik; belum adanya IPLT dan IPAL
Kawasan yang belum berfungsi sehingga Status Mutu Air Sungai di 5 sungai
besar Kota Manado memiliki kandungan E-coli >24.200

Masih belum terpenuhinya kebutuhan backlog dan rumah layak huni, serta

masih adanya kawasan kumuh di Kota Manado.
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10.

11.

12.

13.

Belum optimalnya penertiban Perda terhadap pelanggaran RTRW, PBG,
sampah dan limbah.

Dari total 118.975 bangunan (2021), baru 18,5% yang memiliki IMB/PBG.
Berarti masih 81,5 persen bangunan yang tidak memiliki IMB, yang berdampak
pada potensi PAD. Adanya bangunan di kawasan garis sempadan bangunan,
dan sampah rumah tangga di sungai dan drainase.

Pembangunan rendah karbon

Isu strategis pembangunan rendah karbon menempatkan tujuan SDGs yang
ke-13 yaitu Aksi Perubahan Iklim sebagai dasar untuk mendukung SDGs, yang
bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui
aktivitas dengan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan intensitas emisi GRK yang
rendah melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang
berkelanjutan.

Beberapa lokasi masih terjadi kemacetan.

Waktu tempuh kendaraan belum optimal yang disebabkan masih terdapatnya
beberapa titik kemacetan di Kota Manado, diantaranya yaitu: 1. Patung Kuda
Paal 2, 2. Giant Kairagi, 3. Kantor Walikota, 4. TKB, 5. President, 6. Zero Point,
7. Golden Samrat, 8. SPBU Sario, 9. Pertigaan Bahu, 10. Bahu Mall, 11.
Mantos, 12. Mega Mas, 13. IT Center, 14. Patung Samrat, dan 15. Citraland
Winangun. Semakin bertambah banyaknya penggunaan kendaraan pribadi
menambah permasalahan kemacetan di Kota Manado.

Pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Manado 4 tahun terakhir (periode 2017-2020)
terus mengalami penurunan yaitu 6,73 persen (tahun 2017), 6,65 persen
(tahun 2018), 6,03 persen (2019) dan dampak pandemi Covid-19 membawa LPE
Kota Manado mengalami kontraksi di angka -3,14 persen (tahun 2021). Daya
saing daerah perlu diperkuat dengan lebih mengoptimalkan sektor pariwisata,
sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor unggulan Kota Manado,
mengoptimalkan keterlibatan UMKM serta meningkatkan investasi yang
berkelanjutan.

Belum optimalnya PAD

Akar permasalahan dari PAD yang belum optimal yaitu masih kurangnya
pengelolaan potensi IMB, PBB dan penerimaan retribusi Kota Manado.
Realisasi penerimaan PAD Kota Manado tahun 2021 masih sebesar 70,57
persen. Berdasarkan data persentase realisasi penerimaan PBB tahun 2021

sebesar 67,5 persen dari 109.244 jumlah objek pajak. Sedangkan untuk
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14.

IMB/PBG, dari 118.975 jumlah bangunan yang ada, persentase bangunan ber
IMB hanya sebesar 18,5 persen (tahun 2021).

Belum optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Perpindahan sistem informasi pemerintahan daerah dari SIMDA integrated

menuju ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) membutuhkan

proses perubahan pemahaman dan praktik. Sehingga perlu waktu bagi setiap

OPD teknis untuk dapat mempraktekkan SIPD tersebut.

2.4 Inovasi Daerah

Pembangunan sebuah daerah dewasa ini adalah bagaimana melakukan inovasi

untuk menciptakan peluang-peluang baru dalam mengelola tata pemerintahan

untuk mensejahterahkan masyarakat. Melalui inovasi maka penggunaan sumber

daya akan lebih efektif dan efisien. Inovasi yang sedang dan telah dilakukan oleh

pemerintah Kota Manado sebagai berikut:

Tabel 2.86. Inovasi Daerah Yang Telah Dilaksanakan Tahun 2021

No Inovasi Gambaran Inovasi

1 AKU HEBAT Untuk membantu para mantan narapidana dengan pelatihan
keterampilan di sektor IKM, agar setelah bebas dari tahanan
dapat membuka usaha secara individu atau bisa
mendapatkan pekerjaan.

2 BA TANAM DI KINTAL Untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan
daerah prioritas intervensi stunting, Covid-19 dan prioritas
daerah rentan rawan pangan atau pemenuhan kebutuhan
pangan dan gizi serta meningkatkan pendapatan rumah
tangga yang dilakukan melalui pemanfaatan lahan
pekarangan.

3 Penginputan Data Untuk mempercepat proses penginputan data teknis

Teknis Perizinan Online | sehingga proses pemberian izin dapat dipercepat, lengkap dan
benar.

4 | Call Center Manado Sebagai Call Center untuk kebutuhan masyarakat terhadap
Siaga 112 — Hotline penaggulangan kedaruratan yang cepat, dan sebagai hotline
Pelaporan Covid-19 pengaduan Covid-19 di Kota Manado, agar masyarakat
Kota Manado mendapatkan informasi dan pelayanan yang tepat terkait

Covid-19. Data Covid-19 dapat dipetakan dan dapat
digunakan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota
Manado

5 | Pengawasan Pajak Sebagai alat perekam data transaksi pajak daerah untuk
Daerah dengan Alat mengoptimalisasi PAD khususnya pajak daerah, serta
Perekam Data Transaksi | meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan

efisiensi pemungutan pajak. Untuk memudahkan pelaku
usaha menyetor pajak, serta memantau omzetnya.

6 | Sistem Penilaian Untuk memudahkan pelaksanaan penilaian kesehatan oleh

Kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam dan
Unit Simpan Pinjam
Koperasi

pejabat penilai kesehatan, serta pembuatan laporan hasil
penilaian kesehatan menjadi lebih mudah, cepat dan lengkap.
Sertifikat predikat kesehatan juga lebih mudah dan cepat
disampaikan kepada KSP dan USP Koperasi.
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7 | Inovasi Biogas Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
memanfaatkan limbah rumah tangga dan kotoran hewan
ternak untuk diolah menjadi energi biogas yang murah dan
ramah lingkungan, yang dapat dimanfaatkan masyarakat
kurang mampu sebagai pengganti LPJ 3 kg.

8 | Destinasi Pariwisata Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan

Berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berisi
database daya tarik wisata digital destinasi virtual sebagai
media promosi penerapan protokol kesehatan di destinasi
wisata.

Perlindungan Jaminan Untuk memberikan perlindungan jaminan sosial

Sosial Ketenagakerjaan | ketenagakerjaan melalui program BPJS Ketenagakerjaan

o | Bagi Anggota Korpri dengan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Pemerintah Kota Kematian bagi anggota Korpri.

Manado

Layanan Gambar Gratis | Untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
dalam melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan,

10 dengan mendapatkan jasa konsultan teknis untuk memenuhi
persyaratan Gambar Rencana Teknis Bangunan.

LABRAK (Layanan Untuk menyediakan layanan aduan bagi masyarakat

Aduan korBan terutama perempuan dan anak ketika mendapat tindak

11 | kekeRasan peRempuan | kekerasan.

dan anAK)

Layanan Tiba Berangkat | Memberikan layanan perizinan secara daring, untuk

12 | — Melalui Aplikasi SIP2T | mempermudah masyarakat mendapatkan layanan selama
masa pandemi karena pengurangan kegiatan tatap muka.

13 MANADO FIESTA Manado Fiesta merupakan ajang promosi untuk
meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Manado.

14 | MANADO EKRAF Untuk membuka lapangan pekerjaan pelaku Ekraf

Modul Info PDAM Sebagai informasi bagi pelanggan PDAM untuk mengetahui

15 perkembangan berita dan tagihan dalam satu aplikasi.

Modul BSHPD Merupakan aplikasi untuk mempermudah pemberian
pelayanan terhadap pelanggan PDAM dengan 10 menu utama

16 meliputi: Info pelanggan; Balik nama, Rubah gol tarif; Rubah
rayon; Permohonan tuutp; Koreksi rekening; Aktifkan
kembali; Sambungan baru; Pengaduan Lainnya; dan
Monitoring pelayanan.

PANADA TANTE IVA Sebagai sumber informasi tentang jumlah wanita usia subur

(Portal Analisis Data dan domisilinya, serta melakukan pengontrolan terhadap

17 | Berbasis Peta wanita yang sudah melakukan tes IVA.

Tambahan Tematik TES

IVA

PANADA-LINI (Portal Untuk mewujudkan adanya satu data dan satu peta Kota

Analisis Data Berbasis Manado, sebagai sumber data atau reverensi dalam

18 | Peta Lintas Instansi) melakukan perencanaan dan penganggaran, penanaman
modal, keterbukaan data dan informasi, serta kebutuhan
dalam penanganan bencana alam dan non alam.

Data Digital Laporan Untuk memantau pelaksanaan pembelajaran dimasa

19 (Pembelajaran di Masa pandemi, ter up-date, memonitor pelaksanaan pembelajaran

Pandemi Covid-19) yang dilakukan oleh guru se-Kota Manado.

Pusat Pelayanan Pelayanan pemerintah yang berada di salah satu pusat

20 Terpadu di Manado perbelanjaan di Kota Manado, untuk memudahkan akses

Town Square (PTSP on
Mall)

masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah dan
cepat, serta nyaman.
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SIPANSER (Sistem
Informasi Pemantauan

Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan Covid-
19 di Kota Manado yang akurat dan valid kepada masyarakat.

21 Sebaran Covid-19)
Service Point Perizinan Tujuannya adalah membangun Service Point Perizinan di
22 kecamatan, meliputi pemberian dokumen dan bukti legalitas
persetujuan dari pemerintah terkait izin usaha.
Sistem Pelayanan Untuk mewujudkan sistem kerja yang transparan dan
23 Asistensi Produk akuntabel, pelayanan asistensi produk hukun dan Naskah
Hukum dan Naskah Dinas yang cepat, tepat dan berkualitas.
Dinas
Tim Pengawasan dan Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian ruang
04 Pengendalian Ruang dengan melaksanakan respon cepat terhadap laporan atau
Dinas PUPR Kota pengaduan yang disampaikan masyarakat maupun temuan
Manado dari anggota tim sendiri.
95 TABEA SIKMA Pembangunan Hanggar Taman Berkat TABEA SIKMA bagi
pelaku IKM /UMKM Kota Manado.
SIWasdal-Taru (Sistem Sebagai sarana informasi digital dan pelaporan masyarakat
Informasi Pengawasan terhadap kinerja pengawasan dan pengendalian ruang
26 | dan Pengendalian Tata dengan melaksanakan respon cepat terhadap laporan atau

Ruang)

pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat maupun
temuan dari anggota tim.
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BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi rencana pembangunan daerah tahunan
menjadi pokok bahasan pada BAB IIl. Berdasarkan arahan Permendagri Nomor 4
Tahun 2010, pada bagian ini diuraikan dua poin utama yaitu Arah Kebijakan
Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah pada RKPD tahun 2023.

Pembangunan ekonomi substansinya bertujuan untuk mensejahterakan
masyarakat yang peningkatannya akan diperlihatkan oleh indikator makro ekonomi,
sebagai arah kebijakan pembangunan ekonomi. Kerangka ekonomi makro
memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Manado, di
mana perkembangannya dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal
dipengaruhi antaranya oleh kondisi potensi sumberdaya ekonomi daerah, tingkat
kemajuan social ekonomi dan manajemen pembangunan daerah. Faktor eksternal
dipengaruhi antara lain: perekonomian Regional Sulawesi Utara dan sekitarnya,
Nasional maupun Global serta kondisi social politik yang terjadi.

Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk memberikan fakta dan analisis
terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan, perkiraan
belanja dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023, dalam rangka mencapai
target kinerja daerah yang telah ditentukan. Kerangka pendanaan akan menjadi

basis kebijakan anggaran agar dapat dialokasi secara efektif dan efisien.

3. 1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
3.1.1. Kondisi Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2021

Pandemi Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020 masih terus berlanjut
dengan varian-varian baru sampai awal 2022 telah menunjukkan siklus baru

melalui varian Omicron. Dinamika pandemic membuat pemerintah melakukan
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penyesuaian kebijakan sebagaimana situasi tingkat penyebaran. Manajemen
kebijakan kesehatan direlevansikan dengan keadaan seperti jika penyebaran tinggi
dilakukan pembatasan aktivitas ekonomi dan social, di mana hal ini langsung
berdampak terhadap aktivitas ekonomi secara umum. Kebijakan yang dilakukan
pemerintah dilakukan agar krisis akibat dampak Covid-19 yang menimbulkan
ketidakpastian tinggi dalam perekonomian dapat dibijaksanai agar perekonomian
tetap optimal walaupun situasi tertentu terjadi pengketatan.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah di tahun 2023, tidak bisa lepas
dari pencapaian pembangunan ekonomi di tahun 2021 dan perkiraan target serta
prospek maupun tantangan perekonomian di tahun 2022 dan 2023, di mana
program kebijakan difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 terkait jaring
pengaman sosial, kesehatan dan optimalisasi perkembangan ekonomi.

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah disamping untuk mempercepat
pertumbuhan, juga pengembangan pemerataan pembangunan yang seiring upaya
penurunan kemiskinan dan pengangguran, disamping menjaga stabilitas dengan
menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga produktivitas dan

daya saing ekonomi dapat ditingkatkan.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Kota Manado dalam lima tahun terakhir memperlihatkan sampai
dengan 2019 terjadi peningkatan yang berarti, namun pandemic Covid pada
tahun 2020 terjadi. Pada 2017 sekitar 22,62 triliun Rupiah Atas Dasar Harga
Konstan (ADHK) atau 31,13 triliun Rupiah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
terus meningkat sampai dengan 2019 menjadi 25,58 triliun Rupiah ADHK dan
37,39 triliun Rupiah ADHB. Pada 2020 baik ADHK maupun ADHB mengalami
penurunan yakni menjadi 24,78 triliun Rupiah dan 36,63 triliun Rupiah. Pada
2021 perekonomian mulai pulih dengan peningkatan ADHK dan ADHB menjadi
26,06 triliun Rupiah dan 39,53 triliun Rupiah. Besaran PDRB ADHK dan ADHB
pada 2021 telah melewati nilai 2019 yang dianggap kondisi ekonomi sudah

kembali normal.
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Gambar 3.1. PDRB ADHB dan ADHK Kota Manado Tahun 2017-2021
(Jutaan Rupiah)
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Sumber: BPS Manado, 2022

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Manado cenderung lebih
tinggi dari Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional, kecuali pada tahun 2020
sebagai tahun pertama pandemic Covid 19 di mana Kota Manado sangat
terdampak sehingga mengalami penurunan tajam bahkan berada pada posisi
negative, yakni minus 3,13 %. Posisi minusnya lebih tinggi dibandingkan
Provinsi Sulawesi Utara yang hanya minus 0,99 % dan Nasional minus 2,07 %.
Tetapi pada tahun 2021 kembali menunjukkan posisi yang lebih tinggi yakni
pertumbuhan sebesar 5,16 % dibanding Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar

4,16 % dan Nasional sebesaar 3,69 %.
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Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
dan Nasional Tahun 2018 - 2021 (Persen)

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
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Sumber: BPS Manado, Sulawesi Utara dan Indonesia, 2022

Terkontraksinya minus 3,13 % pertumbuhan ekonomi Kota Manado 2020,
sebagai gambarannya terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi tinggi
di tahun 2020 yaitu lapangan usaha akomodasi dan makan minum dengan
kontraksi sebesar negatif 30,17 persen; lapangan usaha transportasi dan
pergudangan sebesar negatif 19,02 persen, dan lapangan usaha jasa lainnya sebesar
negatif 9,39 persen. Adapun tiga lapangan usdaha yang mengalami pertumbuhan
tertinggi adalah; pengadaan listrik dan gas 7,58 %, informasi dan komunikasi 12,57
% dan jasa kesehatan dan kesejahteraan sosial 13,46 %. Pada 2021 dengan
pertumbuhan ekonomi sekitar 5,14 %, sebagai gambarannya terdapat tiga lapangan
usaha tertinggi pertumbuhannya yakni: pengadaan akomodasi dan makan minum
sebesar 15,73 %, konstruksi 10,60 % dan jasa kesehatan 8,73 %. Adapun tiga
lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah: transportasi dan
pergudangan sebesar 1,60 %, pertanian dan kehutanan serta perikanan 1,72 %, dan

jasa Pendidikan 1,83 %.
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Tabel 3.1. Perkembangan Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan Kategori/Sektoral 2017-2021

Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
2017 pLokk:] 2019 2020 2021

Lapangan Usaha

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,90 1,88 1,89 1,98 1,95
Pertambangan dan Penggalian 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Industri Pengolahan 3,32 3,25 3,25 3,56 3,73
Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08
dan Daur Ulang

Konstruksi 9,52 9,48 9,35 9,48 10,11

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 17,44 17,39 18,45 19,54 20,02
dan Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan 19,78 20,59 19,73 15,72 15,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,82 5,67 5,29 3,68 3,95
Informasi dan Komunikasi 9,85 9,82 9,96 11,43 10,92
Jasa Keuangan dan Asuransi 8,35 7,89 7,73 8,50 8,74
Real Estate 2,39 2,42 2,43 2,52 2,39
Jasa Perusahaan 0,24 0,26 0,27 0,27 0,26

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 10,45 10,12 9,57 10,07 9,45
Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 3,35 3,36 3,58 4,01 3,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,21 4,25 4,42 5,30 5,58
Jasa lainnya 3,16 3,42 3,88 3,71 3,63
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 100 100
DENGAN MIGAS

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA 100 100 100 100 100
MIGAS

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha
2017 2018 2019 2020 2021

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,72 4,48 6,4 -0,96 1,72
Pertambangan dan Penggalian 3,15 2,94 7,86 -1,37 3,36
Industri Pengolahan 8,35 4,84 6,08 1,94 7,44
Pengadaan Listrik dan Gas 4,46 3,2 12,62 7,58 8,23

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

Konstruksi 6,98 5,58 5,14 -3,45 10,60
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

0,74 3,35 4,66 -1,61 3,15

dan Sepeda Motor 6,19 5,37 9,15 -2,95 5,62
Transportasi dan Pergudangan 6,34 9,12 2,04 -19,02 1,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,34 6,39 1,82 -30,17 15,73
Informasi dan Komunikasi 7,94 8,41 8,95 12,57 2,24
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Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha
2017 2018 2019 2020 2021

Jasa Keuangan dan Asuransi 6,84 1,11 4,63 5,35 5,62
Real Estate 8,17 8,49 6,02 -0,71 0,30
Jasa Perusahaan 9,04 9,22 9,13 -4,62 2,01
Adn?lnlstra5|. Peme‘rlntahan, Pertahanan dan 561 544 0,11 2,26 212
Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan 4,54 8,85 12,85 4,74 1,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,01 10,57 8,79 13,46 8,73
Jasa lainnya 8,18 11,78 15,9 -9,39 3,17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN 6,74 6,65 6,03 313 5,14
MIGAS

IF\’/IRIZ'IZ;JK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA 6,74 6,65 6,03 3,13 514

Sumber: BPS Kota Manado 2021

Tabel 3.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi
Sulawesi Utara 2017-2021 (Persen

Kabupaten / Kota 2017 2018 2019 2020 pLopk]
Bolaang Mongondow 6,67 7,49 7,89 0,98 3,87
Minahasa 6,07 6,10 5,79 -1,03 3,53
Kepulauan Sangihe 5,45 5,50 5,42 0,45 5,99
Kepulauan Talaud 5,10 5,02 4,69 0,43 3,34
Minahasa Selatan 6,53 6,09 5,97 -0,77 4,91
Minahasa Utara 6,51 6,41 6,35 -0,55 5,96
Bolaang Mongondow Utara 6,28 6,18 6,17 0,71 3,46
Kepulauan Sitaro 6,99 6,73 6,65 1,03 4,43
Minahasa Tenggara 6,36 6,00 5,98 -0,64 4,29
Bolaang Mongondow Selatan 6,24 6,56 6,39 0,63 3,74
Bolaang Mongondow Timur 5,71 5,06 4,80 0,16 3,05
Kota Manado 6,74 6,65 6,05 -3,14 5,14
Kota Bitung 6,18 6,01 4,06 1,37 4,6
Kota Tomohon 8,84 6,12 6,76 -0,41 2,05
Kota Kotamobagu 6,79 6,66 6,13 0,20 4,2
Sulawesi Utara 6,31 6,00 5,65 -0,99 4,16

Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Manado tahun 2020 mengalami
kontraksi yang paling tinggi diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi
Sulawesi Utara, yaitu sebesar negatif 3,13 persen, sedangkan tahun 2021
terjadi peningkatan yang menggembirakan yakni sebesar 5,14 % yakni ranking

ketiga setelah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Minahasa Utara.
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B. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang
diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun, yang diperoleh dari hasil
bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang
bersangkutan.

Tabel 3.3. PDRB per Kapita Kabupaten / Kota di Sulawesi Utara
Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021
Bolaang Mongondow 27.127.091,68 29.573.605,68 32.589.983,00 33.803.941,74 35.812.240,86
Minahasa 43.231.747,14 46.618.205,36 50.475.838,42 50.227.622,15 53.401.847,35
Kepulauan Sangihe 28.070.561,34 30.051.865,60 32.312.838,24 31.532.430,54 34.354.080,84
Kepulauan Talaud 21.171.436,21 22.368.834,85 24.050.651,49 24.009.445,51 25.497.999,79
Minahasa Selatan 35.306.689,18 37.942.739,10 41.058.836,28 37.238.583,06 40.133.976,36
Minahasa Utara 56.967.771,89 62.394.205,27 68.401.954,19 64.039.257,39 69.243.397,69
Bolaang Mongondow Utara 26.815.885,23 28.763.647,35 31.135.324,48 31.039.754,05 32.574.297,15
Kepulauan Sitaro 29.569.477,48 32.617.244,36 35.460.462,18 34.116.169,81 36.417.142,29
Minahasa Tenggara 41.295.857,87 44.336.431,69 48.138.435,69 44.899.615,69 48.032.738,95
Bolaang Mongondow
Selatan 26.917.589,86 29.183.079,84 31.713.225,71 30.951.108,54 32.559.550,55
Bolaang Mongondow Timur 34.309.530,09 36.745.633,77 40.066.657,41 35.154.348,61 36.086.475,98
Kota Manado 72.330.266,16 79.189.663,66 86.699.325,56 81.089.250,81 87.235.510,43
Kota Bitung 66.299.823,75 70.295.101,44 74.898.782,83 76.091.584,11 82.216.200,61
Kota Tomohon 34.646.976,02 37.236.186,30 40.388.644,32 43.477.867,64 45.478.195,36
Kota Kotamobagu 24.105.201,14 26.423.968,94 28.875.597,86 30.694.107,61 32.394.796,46
Sulawesi Utara 44.744.201,14 48.105.405,25 52.173.022,80 50.521.126,89 54.043.183,60

Sumber: BPS Manado, 2022

PDRB Kota Manado periode 2016 — 2019 trendnya terus menaik dari
72,33 juta per kapita di tahun 2017, menjadi 86,22 juta per kapita di tahun
2019. Tetapi wabah pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah menurunkan PDRB
per kapita Kota Manado menjadi 81,09 juta per kapita. Namun demikian pada
2021 telah meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi menjadi 87,24 juta
Rupiah; di mana angka tersebut masih menempatkan Kota Manado sebagai
daerah tertinggi PDRB/kapita, berada jauh diatas Provinsi Sulawesi Utara yang
sebesar 54,04 juta Rupiah.
C. Inflasi

Inflasi menjadi standar wukuran untuk menentukan stabilitas
perekonomian. Inflasi dipengaruhi oleh momentum-momentum yang terjadi di

tengah-tengah masyarakat seperti adanya hari raya, tahun ajaran baru
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sekolah, dan di tahun 2020 dan sepanjang 2021 karena adanya pendemi Covid-
19 yang mempengaruhi tatanan sosial ekonomi penduduk.Khusus tahun 2020,
pengaruh pandemi berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat maupun
kemampuan fiskal pemerintah yang menurun yang berakibat pada
melemahnya permintaan barang dan jasa. Sedangkan di sisi lain, penawaran
pada beberapa komoditas berpotensi menurun terutama disebabkan oleh

berkurangnya bahan baku dan melemahnya kinerja sektor transportasi.

Gambar 3.3. Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Manado Tahun 2017-2021
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Sumber: BPS Manado dan Indonesia, 2022

Inflasi Kota Manado kurun waktu 2017 — 2021 berfluktuasi, dan di
tahun 2020 berada pada deflasi -0,18 persen, sedangkan pada 2021 sebesar
2,65 persen. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan harga-harga barang secara
umum. Saat 2020 sebagai tahun pertama Covid-19 terjadi inflasi negative atau
deflasi, di mana hal ini diperkirakan penurunan permintaan, sedangkan pada
2021 saat diperkirakan ekonomi mulai pemulihan sudah terjadi peningkatan
permintaan. Angka inflasi yang negatif dan deflasi pada 2020 diperkirakan
bahwa disamping daya beli atau permintaan mengalami penurunan yang
tajam, juga adanya pembatasan operasional belanja, serta diikuti suplai yang
juga ikut melemah akibat adanya berbagai kebijakan pembatasan sosial.
Kebijakan pemerintah dengan pelaksanaan social distancing serta physical
distancing hingga larangan bepergian sebagai antisipasi penyebaran Covid-19

memicu potensi terjadinya deflasi. Keadaan deflasi di tahun 2020 tersebut
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untungnya tidak bertahan karena 2021 terjadi inflasi positif dan relative

rendah. Masalah deflasi akan menyebabkan disinsentif bagi dunia bisnis dalam

melakukan ekspansi usaha dan investasi baru, namun demikian tingkat inflasi

harus dikendalikan karena jika angkanya relative tinggi akan memberikan

kontraproduktif terhadap investasi dan kemiskinan serta lainnya.
Gambar 3.4. Inflasi Kota Manado Bulanan Tahun 2020-2021
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Sumber. BPS Manado, 2021

Berdasarkan grafik di atas, inflasi terjadi pada 9 bulan yaitu pada

bulan Januari hingga April, Juni, Juli, dan Oktober hingga Desember.

Sedangkan deflasi terjadi pada bulan Mei, Agustus, dan September. Inflasi

tertinggi di tahun 2021 terjadi di bulan April yang disumbangkan oleh kenaikan

harga ikan di pasar tradisional dan modern, yang dipicu oleh meningkatnya

permintaan pada bulan puasa. Penyumbang andil inflasi bulan April 2021

didominasi oleh komoditas ikan. Selain itu, terjadi kenaikan harga pada jenis
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makanan antara lain bubur dan rujak yang permintaanya meningkat pada saat
bulan puasa.

Sedangkan deflasi terdalam terjadi pada bulan September pada angka
0,31%. Dari sebelas kelompok pengeluaran di Kota Manado, tiga kelompok
pengeluaran mengalami penurunan indeks harga konsumen, yaitu kelompok
makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Secara umum, di tahun 2021, dari sebelas kelompok pengeluaran,
sembilan diantaranya mengalami inflasi yaitu :

e Makanan, minuman, dan tembakau (7,58%)

e Perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga (2,63%);

e Pendidikan (1,37%);

e Penyediaan makan dan minuman / restoran (1,22%);

e Rekreasi, olahraga, dan budaya (1,05%);

e Pakaian dan alas kaki (0,72%);

e Transportasi (0,63%);

e Perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,36%); dan

e Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya (0,17%).

Sedangkan dua kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu
kelompok Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,66%) dan Kelompok

Kesehatan (0,33%).

D. Tingkat Kemiskinan

Gambaran kemiskinan menunjukkan kemampuan seseorang dalam
memenuhi kebutuhan dasar dari sisi kebutuhan makanan dan bukan
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga dikatakan bahwa
penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan selain menimbulkan masalah-masalah sosial, juga
mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah. Jumlah penduduk miskin yang
tinggi akan menyebabkan biaya untuk pembangunan ekonomi lebih besar,
sehingga secara tidak langsung menghambat pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan masalah kemiskinan, karena

pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila kemiskinan dapat
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ditanggulangi secara efektif. Syarat kecukupan lainnya yaitu terkendalinya laju
inflasi serta laju populasi penduduk.

Gambar 3.5. Persentase Penduduk Miskin Kota Manado, Provinsi Sulawesi
Utara dan Nasional Tahun 2016-2021 (Persen)
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Sumber: BPS Manado, Sulawesi Utara dan Indonesia, 2022

Persentase jumlah penduduk miskin di Kota Manado menunjukkan
predikat negatif, di mana pada periode 2018 — 2021 persentasi penduduk
miskin makin bertambah setiap tahunnya. Dampak pendemi Covid-19 telah
mengakibatkan terjadinya pertambahan persentase kemiskinan dari 5,51
persen di tahun 2019, naik 0,34 poin menjadi 5,86 persen di tahun 2020, naik
0,33 poin pada 2021 menjadi 6,19 %. Namun demikian, jika dibandingkan
dengan Provinsi Sulawesi Utara dan nasional, angka absolut persentasi
penduduk miskin di Kota Manado masih yang terendah.

Lebih lanjut, data tahun 2020 menunjukkan bahwa kota-kota se-
Sulawesi yang mengalami kenaikan persentase penduduk miskin dari tahun
2019 ke tahun 2020 yaitu Kota Manado dari 5,51 persen menjadi 5,86 persen,
Kota Makassar, Parepare, Palopo, dan Kota Gorontalo. Sedangkan kota-kota
yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2019 ke
2020 yaitu Kota Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Palu, Kendari, Bau-bau dan
Mamuju. Data persentase penduduk miskin kota-kota se-Sulawesi dari tahun

2019 — 2020 dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut.
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Gambar 3.6. Persentase Penduduk Miskin Kota Se-Sulawesi

Tahun 2019 - 2020

Manado | Bitung | Tomohon | Kotamoba | Palu | Makassar | Parepare | Palopo | Kendari | Bau-bau | Kota Mamuju
qu Borontalo

m70 | 5al 649 .62 al 6.83 428 .26 182 444 111 040 108
=020 | G588 B4l 4,60 242 6.80 4,04 a44 183 4,34 113 a2l 6.92

Sumber: BPS Indonesia, 2021

Secara umum jumlah penduduk miskin di Kota Manado periode 2019 -
2021 menunjukkan tren menaik baik dari sisi jumlah maupun
persentasenya.Angka kemiskinan di tahun 2020 mengalami peningkatan di
tengah pendemi Covid-19 dari 5,52 persen di tahun 2019 menjadi 5,86 persen
di tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 6,19 persen di tahun 2021. Jumlah
penduduk miskin di Kota Manado tahun 2020 mencapai 25.55 ribu jiwa dan
26,78 ribu jiwa pada 2021.

Gambar 3.7. Jumlah (Ribu Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Kota
Manado Tahun 2017- 2021
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Sumber. BPS Manado, 2022
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Terkait indikator kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya
sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang
perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan dari
kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis
Kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk dari Garis Kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk
miskin. Semakin tinggi niali indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran
diantara penduduk miskin.

Gambar 3.8. Indeks Kemiskinan Kota Manado Tahun 2016 - 2021
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Sumber. BPS Manado, 2022

Pada periode tahun 2019 - 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Manado menunjukkan adanya
kenaikan. P1 naik dari 0,89 di tahun 2019 menjadi 1,25 di tahun 2020.
Demikian pula pada P2 menunjukkan kenaikan dari 0,20 di tahun 2019
menjadi 0,36 di tahun 2020. Namun demikian pada 2021 Indeks kedalamam
dan keparahan kemiskinan turun masing-masing 1,23 dan 0,33.

Pada 2020 Kenaikan nilai indeks ini mengidikasikan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan
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kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Manado semakin
melebar.

Gambar 3.9. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan
Kota Se-Sulawesi Tahun 2020

Manado Bitung Tomohon | Kotamobag Palu Makassar | Parepare | Palopo Kendari Bau-bau Kota Mamuju
u Gorontalo

‘ upl 123 0.86 0.36 0.84 097 0.08 0.94 035 067 108 06! 1.06
‘ mP7| 036 0.20 025 016 022 012 0.24 0.2 016 020 010 0.24

Sumber: BPS Indonesia, 2021

Kota Manado di tahun 2020 menjadi kota se-Sulawesi yang memiliki
Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) tertinggi. P1 Kota Manado
berada pada angka 1,25, kemudian di urutan dua P1 tertinggi yaitu Kota
Mamuju dengan angka indeks 1,06 dan Kota Bau-bau diurutan ketiga dengan
angka indeks 1,05. Sedangkan kota dengan P1 terendah yaitu berada pada Kota
Makassar dengan angka indeks 0,58. Tingginya angka indeks P1 menunjukkan
bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Manado semakin jauh
dari Garis Kemiskinan.

Untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Kota Manado menjadi kota
dengan P2 tertinggi yaitu sebesar 0,36, disusul Kota Tomohon di urutan kedua
dengan angka 0,25, dan urutan ketiga tertinggi yaitu Kota Parepare dan Kota
Mamuju dengan angka 0,24. Sedangkan P2 terendah yaitu Kota Gorontalo
dengan angka indeks 0,10. Tingginya angka indeks P2 menunjukkan bahwa
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang ada di Kota Manado
semakin tinggi.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), yang
merupakan suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin

atau tidak miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum
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makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari, yang
diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur,
susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan dan lain-lain). Sedangkan
GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan
dan kesehatan, yang diwakili oleh 51 jenis komoditi untuk perkotaan.
Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel 3.4. Garis Kemiskinan Kota Manado dan Kabupaten/Kota SeSulawesi

Utara Tahun 2019 - 2021 (Rupiah per Kapita)

Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota (Rupiah)
Kabupaten/Kota
2019 2020 2021

Bolaang Mongondow 315400,00 325227,00 343302,00
Minahasa 275444,00 285 596,00 299072,00
Kepulauan Sangihe 263 268,00 272971,00 283852,00
Kepulauan Talaud 284681,00 294686,00 308 395,00
Minahasa Selatan 324 860,00 336715,00 352603,00
Minahasa Utara 321679,00 333535,00 347938,00
Bolaang Mongondow Utara 254 835,00 264 227,00 275 369,00
Kepulauan Sitaro 302736,00 312581,00 327 263,00
Minahasa Tenggara 325896,00 332966,00 346 746,00
Bolaang Mongondow Selatan 316 305,00 327 648,00 345819,00
Bolaang Mongondow Timur 323989,00 335241,00 353872,00
Kota Manado 396 196,00 424473,00 449679,00
Kota Bitung 391479,00 416993,00 434 642,00
Kota Tomohon 394 584,00 422746,00 440680,00
Kota Kotamobagu 323292,00 343675,00 363777,00
Sulawesi Utara 371283,00 391197,00 410805,00

Sumber. BPS Manado, 2022

Adapun peningkatan jumlah kemiskinan di Kota Manado juga diikuti
dengan garis kemiskinan. Selama periode tahun 2019 - 2021, Garis
Kemiskinan naik dari Rp.396.196,00 per kapita per bulan di tahun 2019,
menjadi Rp.424.473,00 per kapita per bulan di tahun 2020; dan di 2021
meningkat lagi menjadi Rp. 449.679,00. Selama periode tahun 2019 - 2021,
GK mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,54 persen. Kecenderungan
menaiknya GK karena dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga kebutuhan

dasar.
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Berdasarkan data BPS mengenai GK tahun 2020 di kota-kota se-
Sulawesi, diketahui bahwa Kota Manado memiliki GK sebesar Rp.424.473,00
per kapita per bulan. Walaupun lebih kecil dari GK Kota Gorontalo yang
memiliki GK sebesar Rp.569.538,00 per kapita per bulan, dan Kota Palu dengan
GK sebesar Rp.559.246,00 per kapita per bulan, tetapi GK Kota Manado berada

pada urutan keempat masih lebih tinggi dari GK kota-kota se-Sulawesi lainnya.

Gambar 3.10. Garis Kemiskinan Kota Se-Sulawesi Tahun 2020 (Rp/Kap/Bulan)
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Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2021

E. Tingkat Pengangguran

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak paling dirasakan terhadap
ketenagakerjaan, berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi penyebab angka pengangguran
meningkat signifikan. Ketatnya ekonomi di masa pandemic covid 19
menyebabkan pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan
pertumbuhan. Kegiatan ekonomi yang juga langsung berdampak adalah hotel,
penginapan, restoran, perdagangan, transportasi dan jasa umum. Disdamping
kekuatan ekonomi masyarakat yang menurun, juga arus wisatawan domestic

dan mancanegara juga mengalami pemurunan signifikan.
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Gambar 3.11. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Manado Tahun 2017 - 2021
(Persen)
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Sumber. BPS Manado, 2022

Data memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota
Manado terus mengalami kenaikan pada periode tahun 2017 - 2020, yaitu
sebesar 9,35 persen di tahun 2017, 10,38 persen di tahun 2018, 10,46 persen
di tahun 2019 dan 13,88 persen di tahun 2020. Realita juga yang terjadi adalah
laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan
kesempatan kerja atau penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi
permintaan tenaga kerja, latar belakang pendidikan lulusan sekolah dan
perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan spesifikasi ilmu yang dibutuhkan di
pasar kerja, Kota Manado sebagai tempat pencarian kerja bagi 14
kabupaten/kota di Sulawesi Utara, serta adanya budaya pilih-pilih pekerjaan.
Namun demikian pada 2021 tingkat pengangguran Kota Manado turun menjadi
12,17 %, di mana penurunannya berdasarkan hasil survei BPS terjadi karena

meningkatnya perkembangan sector informal.
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Tabel 3.5. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Sulawesi Utara 2019-2021 (Persen)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)
Kabupaten/Kota
2019 2020 2021
4,18 4,87 4,85

Bolaang Mongondow

Minahasa 5,58 6,30 6,14
Kepulauan Sangihe 4,01 4,91 4,72
Kepulauan Talaud 2,68 2,64 2,30
Minahasa Selatan 4,06 5,01 490
Minahasa Utara 4,84 7,88 8,12
Bolaang Mongondow Utara 4,42 5,48 5,23
Kepulauan Sitaro 2,65 3,31 3,39
Minahasa Tenggara 3,03 3,31 3,39
Bolaang Mongondow Selatan 4,59 4,39 4,60
Bolaang Mongondow Timur 6,07 6,13 5,99
Kota Manado 10,12 13,88 12,17
Kota Bitung 9,49 10,23 9,96
Kota Tomohon 7,48 8,99 8,84
Kota Kotamobagu 5,62 7,44 7,32
Sulawesi Utara 6,01 7,37 7,06

Sumber. BPS Sulut, 2022

Sebaran jumlah pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi
Utara tahun 2019-2021 memperlihatkan bahwa Kota Manado yang tertinggi, di
mana sampai 2020 cenderung meningkat dan menurun pada 2021. Setelah
Kota Manado maka Kota Bitung dan Tomohon menempati rangking kedua dan
ketiga pada 2021 masing-masing 9,96 persen dan 8,84 persen. Pengamatan
juga untuk tiga daerah terendah pada 2021 adalah Kabupaten Kepulauan
Talaud sebesar 2,30 % dan Kepulauan Sitaro serta Minahasa Tenggara masing-

masing sebesar 3,39 %.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Il - 18



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

Gambar 3.12. Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Menganggur
Tahun 2021 (Jiwa)
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Sumber. BPS Manado, 2022

Jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2021 berjumlah 176.669 jiwa
dengan komposisi laki-laki bekerja sebanyak 115.866 jiwa dan perempuan
sebanyak 60.603 jiwa. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka berjumlah
24.489 jiwa, dengan komposisi laki-laki yang menganggur sebanyak 14.946
jiwa dan perempuan seanyak 9.543 jiwa.

Gambar 3.13. Data Penduduk 25 tahun ke Atas Menurut Pendidikan
Tahun 2021 (jiwa)

250,000

200.000

130.000

100.000

Penduduk Menganggur
a0.000 Penduduk Bekerja
0 L Angkatan Kerja
S0 dan ke SMP SMA SMK Perguruan Total
bawah Tinggi

O Angkatan Kerja 34.055 28.083 63.096 32879 43.063 201158
[ Penduduk Bekerja 31418 25955 33718 26.982 38.098 176.669
1 Penduduk Menganggur 2639 210 9378 a.897 4465 24.489

Sumber. BPS Manado, 2021
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Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan latar
belakang pendidikan, dari total sebanyak 201.158 jiwa penduduk yang masuk
angkatan kerja, yang berpendidikan SMA membentuk porsi terbesar dari
keseluruhan angkatan kerja yaitu 63.069 orang (31,37). Sedangkan yang
berpendidikan SMK sebanyak 31.879 orang (16,34%) dan Perguruan Tinggi
adalah sebanyak 43.063 orang (21,41%). Sedangkan untuk penduduk yang
bekerja berdasarkan latar belakang pendidikan, dari total 176.669 orang yang
bekerja, 53.718 orang (26,70%) berpendidikan SMA, 26.982 orang (13,41%)
berlatar belakang SMK, dan 38.598 orang (19,19%) berpendidikan Perguruan
Tinggi.

Untuk penduduk yang menganggur, berdasarkan latar belakang
pendidikan, dari total 24.489 orang yang menggangur, 9.378 orang (38,29%)
berlatar belakang pendidikan SMA, 5.897 orang (24,08%) berpendidikan SMK,
dan 4.465 orang (18,23%) berlatar belakang pendidikan Perguruan Tinggi.
Gambar 3.14. TPT dan Pertumbuhan Ekonomi 2017 — 2021 (Persen)
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Sumber. BPS Manado, 2022

Grafik tingkat pengangguran terbuka kurun waktu 2017 - 2020
menunjukkan adanya kenaikan angka pengangguran yang merupakan dampak
dari menurunnya aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan terlihat adanya tren
yang berlawanan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi,
artinya bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan kenaikan

angka pengangguran.
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F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan formula untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan dan sebagainya. IPM Kota Manado mengalami kenaikan pada
periode tahun 2016 - 2019, artinya ada perbaikan kualitas hidup bagi
masyarakat di Kota Manado. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan
pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Namun pada 2020 terjadi penurunan
dan meningkat lagi pada 2021.

Pendemi Covid-19 di tahun 2020, membawa pengaruh terhadap IPM
Kota Manado, di mana IPM Kota Manado 2020 adalah sebesar 78,93 (menurun
0,19 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun pada 2021 terjadi
kenaikan 0,27 poin menjadi 79,20. Perkembangan memperlihatkan IPM Kota
berada relative jauh diatas Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional, serta berada
pada status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” (70 < IPM 80).
Gambar 3.15. IPM Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional
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Sumber. Badan Pusat Statistik Kota Manado, Sulut dan Nasional, 2022

Perbandingan IPM antar kota dan kabupaten di Sulawesi Utara
memperlihatkan perkembangan posisi Kota Manado selalu yang tertinggi. Hal
ini sebagaimana 2021 Kota Manado sebesar 79,20 dan disusul Kota Tomohon

dan Kabupaten Minahasa yang masing-masing sebesar 76,86 dan 75,73.
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Tabel 3.6. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara

2017-2021

Kabupaten/Kota 2017 2018 2019 2020 2021
Bolaang Mongondow 66,08 66,91 67,82 67,89 68,16
Minahasa 74,59 74,97 75,47 75,29 75,73
Kepulauan Sangihe 69,14 69,67 70,53 70,73 71,07
Kepulauan Talaud 67,74 68,32 68,97 69,40 69,83
Minahasa Selatan 70,05 70,86 71,68 72,11 72,32
Minahasa Utara 72,20 73,05 73,95 73,90 74,11
Bolaang Mongondow

Utara 65,60 66,32 66,91 66,99 67,39
Kepulauan Sitaro 66,03 66,75 67,48 67,64 68,05
Minahasa Tenggara 68,91 69,66 70,47 70,51 71,06
Bolaang Mongondow

Selatan 64,05 64,49 65,28 65,00 65,42
Bolaang Mongondow

Timur 64,73 65,21 66,08 65,99 66,55
Kota Manado 78,05 78,41 79,12 78,93 79,20
Kota Bitung 72,94 73,27 74,20 74,10 74,20
Kota Tomohon 75,34 75,78 76,67 76,69 76,86
Kota Kotamobagu 72,00 72,55 73,22 72,97 73,47
Sulawesi Utara 71,66 72,20 72,99 72,93 73,30

Sumber: BPS Sulut, 2022

Terdapat empat komponen penyusun IPM yaitu Harapan Lama Sekolah

(HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH),

dan Pengeluaran per Kapita disesuaikan.

1.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Indikator HLS digunakan untuk mengetahuikondisi pembangunan sistem
pendidikan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat
dicapai oleh setiap anak. Perhitungan HLS dilakukan untuk penduduk
berusia lebih dari 7 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia
25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan RLS
dilakukan dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat

pendidikan yang sedang dijalankan.
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3. Umur Harapan Hidup (UHH)
Indikator UHH merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia
seseorang yang dihitung sejak dilahirkan, yang digunakan pemerintah
untuk mengevaluasi kinerja di bidang kesehatan serta mengukur
kualitas/derajat kesehatan masyarakat.

4. Pengeluaran per Kapita
Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk
monsumsi rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota
rumah tangga. Indikator pengeluaran per kapita memperlihatkan pola
konsumsi rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk makanan dan
non makanan. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan
terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik tingkat
kesejahteraan.

Tabel 3.7. HLS, RLS, UHH dan Pengeluaran per Kapita Kota Manado

Tahun 2017 - 2021

Komponen IPM 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Harapan Hidup (tahun) 71,34 71,52 71,80 71,87 71,90
Harapan Lama Sekolah (tahun) 14,11 14,12 14,14 14,15 14,16
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 11,03 11,04 11,26 11,27 11,42

Pengeluaran per kapita (ribu rupiah) 13.477 13.814 14.232 13.886 13.991
Sumber: BPS Manado, 2021

Nilai Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Manado terus mengalami kenaikan
selama periode 2017 — 2021, di mana tahun 2021 nilai AHH sebesar 71.90
tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) juga terus meningkat selama tahun 2017
- 2021 dengan nilai 14,16 tahun di tahun 2021. Sedangkan Rata-rata Lama
Sekolah di Kota Manado juga terus mengalami peningkatan dari 11,03 tahun
di tahun 2017, terus meningkat di setiap tahun, dan terakhir di tahun 2021
menjadi 11,42 tahun. Pengeluaran per kapita tahun 2020 mengalami
penurunan dari Rp.14.232,00 menjadi Rp.13.886,00, kemudian meningkat lagi
menjadi Rp.13.991,00 pada 2021. Pandemi Covid-19 ternyata berdampak pada

rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita khususnya di tahun 2020.
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3.1.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah

Pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam memberikan pengaruh
terhadap aktifitas social ekonomi seluruh dunia. Pada 2020 saat tahun pertama
pandemic telah menjungkir balik perekonomian global, nasional dan daerah.
Ekonomi global, nasional dan daerah memasuki resesi, karena lebih satu triwulan
mengalami pertumbuhan minus.

Beberapa negara mengunci total (lock down) pergerakan penduduknya
meskipun beresiko lumpuhnya ekonomi. Sedangkan Indonesia menerapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Permen RI No. 21 Tahun 2020.
Presiden juga mensahkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk
penanganan Covid-19, serta dilakukannya refocusing APBN 2020 melalui Perpres RI
No. 54 Tahun 2020 untuk penanganan pandemi.

Pada 2020 Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kinerja sektoral
perekonomian nasional. Beberapa sektor usaha mengalami kombinasi guncangan
pasokan dan permintaan sekaligus. Sektor yang terdampak cukup berat diantaranya
adalah sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, industri pengolahan dan
lainnya.

Pada 2021 tahun kedua Pandemi Covid 19 ternyata telah memberikan
harapan dengan membaiknya perekonomian Global dan nasional, bahkan
berdasarkan perkembangan triwulan III 2021, ekonomi Indonesia dan Sulawesi
Utara telah kembali ke titik awal sebelum pandemic terjadi bahkan secara total
tahun 2021 telah bertumbuh positif.

Prospek perekonomian daerah Kota Manado di tahun 2023 sudah pasti akan
dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional. Resiko ketidakpastian masih
akan mewarnai perkembangan perekonomian daerah, jika belum ada ketidakpastian
penyelesaian pendemi Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik. Namun
demikian perjalanan pandemic covid 19 sampai awal triwulan II 2022 tampaknya
Pandcmi Covid 19 terjadi penurunan tekanan, bahkan saat ini sudah disepekati
bahwa keadaan akan menuju epidemi.

Saat ini justru yang memberikan tantangan adalah konflik Rusia dan Ukrania
yang makin tidak menentu dan sudah mempengaruhi perekonomian global. Jika
konflik terus berlanjut maka akan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan
khususnya daerah Sulawesi Utara serta Kota Manado. Harga BBM tampaknya sudah
mulai meningkat dan situasi dan kondisi dapat memberikan tekanan terhadap arus

perdagangan dunia.
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Target perekonomian makro tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan

dan mempertimbangkan capaian indikator ekonomi makro di tahun 2020 dan 2021.

Faktor pandemi Covid-19 yang mengarah ke endemic dan situasi konflik Rusia

Ukrania terhadap perekonomian global, nasional dan daerah harus diperhitungkan,;

maka proyeksi kinerja perekonomian Kota Manado tahun 2023 menggunakan

asumsi:

1.

Memasuki tahun 2023, perekonomian dunia diperkirakan memiliki
peluang dengan semakin dapat dikendalikannya dampak dari pandemi
Covid-19 pada 2021 dan 2022. Pertumbuhan ekonomi global dan nasional
yang diprediksikan terus membaik pada 2022 dan akan berlanjut pada
2023. Khusus Kota Manado jika dioptimalkan factor-faktor yang
menentukan perkembangan ekonomi maka diperkirakan akan
bertumbuh pada kisaran 5-6,5 persen.

Meningkatnya volume perdagangan di tahun 2021 dan akan berlanjut
pada 2022 di mana semakin pulihnya perekonomian Tiongkok dan
negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Utara. Keadaan ini turut
menentukan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2023 pada butir 1 di atas.
Arus investasi asing melalui PMA dan PMDN pada 2021 akan terus
meningkat pada 2022 seiring dengan pengembangan pertumbuhan
ekonomi dan perdagangan. Trend investasi akan terus berkembang pada
sektor kesehatan, sektor pendidikan, proyek infrastruktur dengan tingkat
keuntungan tinggi, serta investasi yang mendukung pariwisata,
perikanan, serta khususnya di Kota Manado mengandalkan ekonomi
hijau/ekonomi rendah karbon.

Sektor pariwisata diperkirakan akan semakin pulih pada 2023, karena
inovasi yang berkelanjutan dalam pariwisata dan transportasi serta
berkembangnya infrastruktur dan investasi yang didukung dengan KEK
Likupang sebagai super prioritas pariwisata nasional dan semakin
diperlengkapinya destinasi2 pariwisata sebagai Kawasan strategis
nasional dan provinsi serta Kota Manado.

Perkiraan bangkitnya sector konstruksi dan real estate pada 2022 dan
2023 memberikan tambahan peluang terhadap perkembangan ekonomi.

Sektor usaha informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, jasa keuangan
dan jasa kesehatan diperkirakan akan terus tumbuh pada tahun 2022

dan 2023.
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7. Kecerdasan pemerintah dan para pihak dalam penangan Covid-19 terus
berkembang.

8. Konflik Rusia Ukrania dapat berakhir di 2022 dan diharapkan tidak
memberi dampak dalam waktu relative lama terhadap dunia.

9. Inflasi Kota Manado yang relative terjaga pada 2021 diperkirakan dapat
dikendalikan walaupun cenderung meningkat pada 2022 dan 2023.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi global, nasional

maupun regional, maka proyeksi indikator ekonomi makro tahun 2023 adalah

sebagai berikut:

1. Asumsi adanya pelonggaran aturan pembatasan sosial di sepanjang
tahun 2023, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat akan
ketersediaan vaksin yang efektif dan aman, akan membantu pemulihan
pertumbuhan ekonomi pada range 5,0 — 6,5 persen. Asumsi lainnya
adalah dengan membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan global,
membaiknya konsumsi rumah tangga akibat implementasi dari program
jaring pengaman sosial yang memupuk kepercayaan konsumen, serta
peningkatan pertumbuhan ekonomi akibat adanya peningkatan investasi

dan kapasitas infrastruktur yang terbangun.

2. PDRB per kapita diperkirakan mengalami kenaikan seiring terjadinya
pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,0 — 6,5 persen. PDRB per kapita
diprediksi berada pada angka 88,39 juta per kapita di tahun 2023.

3. Inflasi diperkirakan akan berada pada kisaran 2,0 - 3,0. Inflasi
dikendalikan atas intensifnya aktifitas Tim Pengedali Investasi Daerah
(TPID) dan koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam berbagai aras
serta para pihak terkait. Hal ini juga ditunjang dengan Pemberian cash
transfer pada masyarakat miskin, serta peningkatan iklim investasi akan
meningkatkan laju pertumbuhan, membuka lapangan pekerjaan yang

berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat.

4. Pengangguran diprediksi berada pada angka kisaran 11,00 persen. Hal ini
berkaitan dengan intensifnya pengembangan UMKM dan Koperasi serta
pemberdayaan ekonomi terkait dan program-program ketenagakerjaan

dan pengembangan investasi.
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Angka kemiskinan 2023 diprediksi berada pada angka 5,50 persen. Hal
ini dapat terjadi karena program-program intensif berkaitan dengan
ketenagakerjaan di atas serta pemutahiran kontinyu DTKS yang dibarengi
dengan bantuan yang terfokus. Pemutakhiran data yang tepat,
terfasilitasinya bantuan sosial, terkendalinya penduduk yang rentan
miskin untuk

tidak kehilangan pekerjaan, serta ketercakupan

perlindungan sosial, diharapkan akan dapat mengurangi angka

kemiskinan Kota Manado.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023 diperkirakan akan berada pada
poin 80,00, dengan proyeksi Angka Harapan Hidup (AHH) pada kisaran
angka 72,03; Harapan Lama Sekolah (HLS) lebih besar 14,29; Rata-rata
Lama Sekolah (RLS) sebesar lebih besar 11,37 dan Pengeluaran per Kapita
lebih besar Rp14.230,00 di tahun 2023.

Berikut adalah tabel target dan capaian indikator makro tahun 2020 dan

2021, target 2022 dan prediksi indikator makro pembangunan Kota Manado untuk

tahun 2023.
Tabel 3.8. Capaian dan Prediksi Indikator Makro Pembangunan Kota Manado
2020 2021 Target 2023
Indikator Satuan | Target | Capaian | Target Target Capaian | ppgyp | Target Target
Makro RPJMD RPJMD | Penyesuaian 2022 | RPJMD | Penyesuaian
Pertumbuhan % 7,2-7,4 -3,13 7,4-7,5 3,3-3,5 5,14 3,0-4,0 | 4,0-5,0 6,1
Ekonomi
Inflasi % 4,00 -0,18 3,7 3,4-3,6 2,65 2,0-3,0 | 2,0-3,0
IPM Nilai - 78,93 - 79,48 79,20 79,41 79,69 80,00
Indeks
Kemiskinan % 3,20 5,86 3,00 5,31 6,19 5,85 5,50- 5,50
5,60
Pengangguran % 13,00 13,88 12,5 13,8 12,17 12,00 11,00- 11,00
12,00
Pendapatan Juta 84,14 61,19 82,02 87,2 85,52 88,39
per kapita Rupiah
Rasio Gini Nilai 0,360 0,346 0,350 0,350 0,340
Indeks
Indeks Risiko Nilai 95,45 105 100 920
Bencana Indeks
Indeks Nilai 56,20 60
Kualitas Indeks
Lingkungan
Hidup
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3.1.3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi

1.

Kebijakan tahun 2023 diarahkan tetap pada proses optimalisasi
peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dunia usaha,
serta terus melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing
dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi yang maksimal.
Kebijakan makro fundamental untuk optimalisasi peningkatan ekonomi
masyarakat terus difokuskan dengan upaya memaksimalkan pencapaian
investasi didukung dengan ruang fiscal yang memadai.

Manajemen Pengendalian Covid-19 dengan penguatan sistem kesehatan
perlu terus dilakukan kontinyu dengan merumuskan kebijakan yang tepat
sasaran, disamping fokus penanganan pada program strategis kesehatan
lainnya.

Arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah berkaitan
pandemi Covid-19 yang sudah mengarah ke endemic harus tetap sinkron
dan selaras dengan arah kebijakan pusat. Kebijakan pemerintah dalam
rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di
berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan
ekonomi, termasuk di dalamnya adalah arah kebijakan belanja daerah yang
fokus pada program prioritas dalam penanganan di bidang kesehatan,
pengembangan ekonomi daerah, efektifitas penyaluran bantuan sosial, dan
pendidikan.

Kebijakan pengembangan inovasi sistem transparansi informasi dengan
memanfaatkan teknologi digital dan big data dalam menyediakan informasi
real-time dan tepat, agar kesalahan informasi tidak terjadi.

Langkah pengendalian inflasi untuk menjaga pasokan komoditas volatile
foods perlu terus dilanjutkan, disamping efektifitas bekerjanya Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID); di mana pengawasan yang dinamis perlu
kontinyu. Disamping itu tetap mengendalikan inflasi, terutama komponen
barang kebutuhan pokok yang berkaitan dengan garis kemiskinan.
Pengentasan kemiskinan dilakukan tetap seiring program Operasi Daerah
Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) sebagai strategi menanggulangi kemiskinan
melalui program perlindungan sosial, meningkatkan akses pelayanan dasar,
perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin,
kedaulatan pangan serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan,

dengan tetap bersinergi pada program pemerintah pusat yaitu program
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10.

11.

Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, pemberian beasiswa,
jaminan kesehatan dan Program Indonesia Sehat. Efektifitas penyaluran
bantuan diperlukan pemutakhiran data kontinyu terhadap orang miskin,
serta Kkhususnya kemiskinan ekstrim; termasuk upaya mekanisme
penyalurannya.

Peningkatan kapasitas sektor riil dilakukan juga melalui peningkatan
produktivitas dan kualitas produk UMKM dengan pemberian stimulus pada
pelaku UMKM, penguatan kemitraan dengan usaha besar, perluasan akses
pembiayaan mengutamakan fasilitasi mediasi dengan kelembagaan sumber
alternatif pembiayaan, pengembangan pemasaran melalui optimalisasi
teknologi informasi (e-marketing), uji produk UMKM, serta penguatan SDM.
Menyelamatkan UMKM sebagai salah satu sektor yang paling terdampalk,
telah terbukti telah menjadi salah satu strategi terhadap penyelamatan
ekonomi daerah.

Strategi percepatan pencapaian sasaran Kota Manado sebagai daerah
wisata. Sektor pariwisata diprediksi akan semakin kondusif pada tahun
2023, sehingga perlu akselerasi pembangunan kepariwisataan di era New
Normal untuk mengoptimalkannya, dengan melakukan standar protokol
kesehatan (prinsip hygiene, health, secure dan safety) di setiap obyek
wisata/destinasi serta bagi pelaku industri pariwisata, peningkatan
aksesibilitas, amenitas dan atraksi pendukung pariwisata, penyiapan SDM
bagi calon/para pekerja pariwisata, menfasilitasi investasi dibidang
pariwisata oleh investor asing maupun lokal, adanya literasi digital bagi
pelaku pariwisata, kerjasama pengembangan start up pariwisata dan
industri kreatif di berbagai destinasi wisata, serta peningkatan pemasaran
wisata. Pembangunan kampung wisata bagi wilayah potensial.
Memaksimalkan Investasi melalui peningkatan pelayanan perizinan sesuai
protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan
peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta
pendampingan realisasi investasi skala besar di sektor pariwisata dan
infrastruktur. Investasi diprioritaskan pada aktifitas yang menciptakan
lapangan kerja yang lebih besar dan kemitraan dengan UMKM /Koperasi.
Sektor perdagangan dimaksimalkan dengan strategi perluasan wirausaha
baru, terus melakukan inovasi pemberlakuan new normal dalam pelayanan
usaha, stabilisasi harga kebutuhan pokok, penguatan promosi, serta tetap

kontinyu melakukan pengawasan protokol kesehatan.
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12. Menggarap peluang usaha sektor-sektor potensial dan unggulan yang ada
untuk membuka lapangan pekerjaan baru, dengan trend investasi pada
sektor kesehatan, sektor pendidikan, proyek infrastruktur, kampung wisata,
serta investasi yang mendukung ekonomi hijau dan ekonomi rendah karbon.
Sektor-sektor potensi baru tersebut diharapkan memberi dampak
peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran,
menurunnya angka kemiskinan, mengecilnya kesenjangan, serta

peningkatan PDRB per kapita dan IPM daerah Kota Manado.

3. 2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah meliputi pengelolaan pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan menjadi pedoman pemerintah
selama 2023. Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
tertuang dalam RKPD tahun 2023 mengacu pada agenda RPJMD tahun 2021 —-2025.
Kebutuhan belanja pembangunan daerah dalam implementasi RKPD akan
berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD seperti APBN, hibah,
kerjasama pemerintah dan dunia usaha, swadaya masyarakat, serta kontribusi dari
pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR).

Pengelolaan keuangan daerah sudah harus berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan direlevansikan
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah
Pemerintah Usat dan Daerah maka harus menyesuaikan struktur pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah, yaitu:

1. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah
(PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) meliputi Bagi
Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi
meliputi Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

2. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi meliputi
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja

Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) meliputiBM Tanah, BM Peralatan

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 1l - 30



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya,
dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga.

3. Untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan
dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran
pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam

Negeri.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Tahun 2020, terjadi penurunan pendapatan dari sumber pajak daerah dan
retribusi daerah Kota Manado. Penurunan terbesar berasal dari pajak hiburan
sebesar negatif 69,94 persen, kemudian pajak air tanah sebesar negatif 68,87
persen, pajak hotel diurutan ketiga menjadi negatif 57,32 persen, diikuti pajak
reklame sebesar negatif 45,53 persen, pajak restoran sebesar negatif 45,12 persen,
pajak parkir sebesar negatif 44,13 persen, pajak sarang burung walet sebesar negatif
37,06 persen, retribusi kebersihan sebesar negatif 28,65 persen, BPHTB sebesar
negatif 24,44 persen, PBB sebesar negatif 12,23 persen dan PPJ PLN+non PLN
sebesar negatif 7,06 persen.

Tahun 2021 umumnya penerimaan pajak daerah terjadi peningkatan seiring
dengan pemulihan ekonomi, di mana diprediksikan akan terus meningkat pada 2022
dan 2023.

Gambar 3.16. Realisasi per Jenis Pajak Daerah Kota Manado
Tahun 2019 - 2021

100.000.000.000 -
80.000.000.000
60.000.000.000

40.000.000.000

20.000.000.000 A “ I-I

Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak Pajak | Pajak Air | Pajak PRB-PZ | BPHTB
Hotel | Restoran | Hiburan | Reklame | Penerang | Parkir Tanah Sarang
an Jalan Burung

Walet
2019 | 37.716.47 | 93.829.07 | 13.093.14 | 8.6ol.B45 | BR.751.57 | 1313387 | B46.220 | 2.860.000 | 78.925.96 | 35.889.33

2020 | 16.082.02 | 51.452.72 | 3.946.858 | 4.664.848 | 63.897.70 | 7.337.794 | G5Il.344. | 1.800.000 | 26.456.00 | 27.027.32
2021 | 2362215 | Bo.097.26 | 2253473 | 4.589.747 | 62.8I163 | 7188.874 | 343.445.0 | 2.610.000 | 23.56315 | 43.853.31
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Kebijakan anggaran pendapatan daerah Kota Manado tahun 2023, diarahkan

pada upaya peningkatan pendapatan daerah sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dengan upaya :

1.

2.

4.

Tetap melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah.

Upaya intensifikasi melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang
telah ada, mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan
aspek personalianya. Serta upaya ekstensifikasi melalui penciptaan
sumber-sumber pajak dan retribusi daerah dan kebijakan dibidang
investasi.

Terus mengevaluasi serta melakukan peninjauan Perda-perda yang
terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kondisi kota
saat ini dan adanya perubahan peraturan-peraturan. Mempercepat
proses pelayanan, update data, serta pembayaran pajak daerah lainnya
atas Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air tanah,
Pajak Hiburan, Pajak Parkir.

Melakukan inovasi berkaitan dengan upaya peningkatan pajak dan
retribusi daerah, termasuk kelembagaan BUMD yang diharapkan dapat
meningkatkan kontribusi bagi PAD.

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi terus dilakukan untuk

mengoptimalkan pajak, di mana umumnya memiliki kontribusi kepada Kota

Manado.

Tabel 3.9. Perkembangan Pendapatan Daerah 2021-2023

POS PENDAPATAN DAERAH EALGASH e o

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 276.881.625.683  472.588.076.300  514.800.000.000
Pajak Daerah 239.553.016.365  400.000.000.000 420.000.000.000
Retribusi Daerah 19013052620  38.560.000.000 60.000.000.000

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 3.433.237.103

4.740.577.000 5.500.000.000

Lain-lain PAD yang Sah 13.982.319.595

29.287.499.300 29.300.000.000

PENDAPATAN TRANSFER
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1.023.124.897.880
929.087.758.585

1.085.214.653.602
998.147.714.000

991.525.332.884
904.458.332.884

94.037.139.295
47.125.454.183

Pendapatan Transfer Antar Daerah
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

TOTAL PENDAPATAN DAERAH

47.125.454.183

1.347.131.977.746

87.066.939.602
81.298.066.000

87.067.000.000
81.299.000.000

81.298.066.000 81.299.000.000

1.639.100.795.902 1.587.624.332.884
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Berkaitan dengan menopang belanja dan pembiayaan tahun 2023 dan
seterusnya maka upaya meningkatkan kapasitas pendapatan daerah perlu
terus dioptimalkan. Oleh sebab itu diupayakan supaya PAD pada 2023 dapat
ditingkatkan sekitar 15 % dari perkiraan 2022. Pertimbangan pencapaian
PAD yang nantinya sekitar 542,5 milyar Rupiah yakni berdasarkan kebijakan
intensif yang dikemukakan di atas. Kecenderungan pemulihan ekonomi yang
akan menuju pada pengembangan ekonomi diharapkan dapat menopang

kemampuan fiscal daerah Kota Manado.

Disamping optimalisasi PAD, juga diupayakan untuk optimalisasi
pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Upaya peningkatan
pendapatan transfer dari pemerintah pusat meliputi maksimalisasi DAU, DID
dan dana lainnya yang memungkinkan. Hal ini akan dibarengi dengan
pengembangan kualitas dokumen perencanaan sectoral yang diperlukan
untuk mendulang dukungan dana. Kualitas dokumen perencanaan tentunya
diupayakan sedemikian rupa agar sinktonisasi pelaksanaan pembangunan
Kota Manado, Provinsi Sulawei Utara, daerah lainnya dan pusat jelas tertuang

dengan sasaran serta lokus yang tepat.

Oleh sebab itu maka tema RKPD Kota Manado mencantumkan juga
peningkatan kapasitas anggaran yang antara lain pendapatan. Optimalisasi
peningkatan pendapatan harus dilakukan dalam rangka pengembangan
belanja yang akan menopang kegiatan-kegiatan ekonomi produktif
masyarakat, juga dengan tetap memperhatikan manajemen kesehatan
berdasarkan dinamika dari perkembangan penyakit menular maupun non-
menular. Disamping itu kapasitas pendapatan diarahkan untuk menopang

pembiayaan 2023.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:
a. Peningkatan layanan kesehatan penduduk Kota Manado melalui upaya
preventif dan promotif dengan mengutamakan pencegahan serta penanganan

berbagai jenis penyakit dan sanitasi.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Il - 33



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik guna mendorong investasi dan
kesempatan berusaha serta bekerja, melalui berbagai alternatif lapangan
kerja dan lapangan usaha.

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan dan
lingkungan permukiman.

d. Peningkatan layanan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi, dalam masa pandemi COVID-19.

e. Peningkatan kualitas calon tenaga kerja/pekerja dan calon wira usaha, guna
terus menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

f. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis potensi unggulan
daerah dengan memberlakukan adaptasi kebiasaan baru (new normal).

g. Upaya penanganan pembangunan berkelanjutan dengan menjaga
sinkronisasi program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat,
provinsi dan daerah, serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup
dengan menekan pencemaran.

h. Meningkatkan efisiensi belanja melalui percepatan transformasi digital,
analisis standar belanja,

i. Berusaha menekan belanja pegawai dan terus menguatkan belanja modal
yang didalamnya tercakup infrastruktur.

Postur Belanja Daerah pada tahun 2021 realisasi, 2023 APBD, dan
proyeksi/perkiraan tahun 2023 terjabarkan melalui Tabel 3.4. Tabel
memperlihatkan bahwa belanja 2023 tampaknya menurun di mana menyesuaikan
dengan pendapatan transfer yang dialokasikan serta kompensasi alokasi ke
pembiayaan. Pada 2023 belanja total menjadi 1.629,72 milyar Rupiah dengan
belanja operasi sebesar 1.247,15 milyar Rupiah, belanja modal 302,57 milyar Rupiah
dan tidak terduga sebeser 80 milyar Rupiah.

Tabel 3.10. Perkembangan Belanja Kota Manado 2021-2023

POS BELANJA DAERAH 2021 2022 2023
REALISASI APBD PERKIRAAN

BELANJA OPERASI 1.138.575.897.777 1.322.266.465.670 1.244.450.714.000
Belanja Pegawai 613.184.177.133 656.385.099.962 662.400.000.000
Belanja Barang dan Jasa 489.686.089.760 593.947.278.558 493.350.714.000
Belanja Bunga 9.328.530.398 25.000.000.000 30.000.000.000
Belanja Hibah 19.254.300.486 36.434.087.150 45.500.000.000
Belanja Bantuan Sosial 7.122.800.000 10.500.000.000 13.200.000.000
BELANJA MODAL 171.444.665.716 593.090.445.915 292.569.618.884
Belanja Modal Tanah 3.379.600.000 22.017.188.409 10.000.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.640.625.895 28.766.829.951 29.000.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.901.989.001 231.601.590.684 127.268.372.684
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POS BELANJA DAERAH 2021 2022 2023
REALISASI APBD PERKIRAAN

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 42.228.600.820 309.233.849.200
Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja

Total Surplus/(Defisit)

124.801.246.200

1.470.987.671
19.540.505.517
19.540.505.517
1.934.897.417.102
(295.796.621.200)

293.850.000
12.283.131.775
12.283.131.775

1.322.303.695.268
24.828.282.478

1.500.000.000
70.000.000.000
70.000.000.000
1.607.020.332.884
(19.396.000.000)

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah
terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan, meliputi SiLPA dan penerimaan pinjaman

daerah.

2. Pengeluaran pembiayaan, meliputi penyertaan modal daerah,
pembayaran utang kepada pihak ketiga dan pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo. Di mana pada tahun 2023 sudah harus
menyesuaikan dengan cicilan pinjaman PEN.

Rincian pembiayaan daerah Kota Manado ditunjukkan dalam Tabel 3.5
berikut: Perkiraan pembiayaan pada 2023 telah memperhitungkan jumlah
pemerimaan sebesar 45 milyar Rupiah dalam rangka pengeluaran pembiayaan
untuk melanjutkan penyertaan modal daerah sebesar 8,60 milyar Rupiah dan
pembayaran cicilan pokok hutan yang jatuh tempo yang dipinjam dalam rangka
pemuliha ekonomi daerah bersumber dari SMI.

Tabel 3.11 Perkembangan Pembiayaan 2021-2023

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 51.664.860.639 326.000.196.200 50.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya 1.559.085.240 41.000.000.000 50.000.000.000
Penerimaan Pinjaman Daerah 50.120.962.127 285.000.196.200 0

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

51.665.304.841

326.000.196.200

50.000.000.000

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

13.549.766.098

30.203.575.000

30.604.000.000

Penyertaan Modal Daerah

0

8.603.575.000

8.604.000.000

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

13.549.766.098

21.600.000.000

22.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 13.549.766.098 30.203.575.000 30.604.000.000
Pembiayaan Netto 38.115.094.541 295.796.621.200 19.396.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan 62.943.377.020 0 0
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

4. 1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai atau dihasilkan, sedangkan
sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan
dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program
pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi
dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan
gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya
visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi
dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi

dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Manado tahun
2023 berpedoman pada RPJMD Kota Manado Tahun 2021-2026, yang masih relevan
dengan pelaksanaan dan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) kota Manado Tahun 2005-2025 pada periode keempat. RPJM
periode keempat ditujukan untuk mewujudkan Manado yang mandiri, maju dan
sejahtera melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang yang didukung oleh
sumberdaya manusia yang berkualitas, tangguh dan berdaya saing membangun
keunggulan kompetitif dibidang pariwisata yang mampu bersaing di pasar wisata
global sebagai salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia, sesuai dengan visi
Visi RPJPD Tahun 2005-2025 “Manado Pariwisata Dunia” yang dijabarkan dalam 4
periode RPJMD seperti yang diilustrasikan pada gambar 4.1.
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Gambar 4.1 Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025

RPJPD 2005-2025
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bertujuan pada pariwisata
dan SDM berkualitas dan

RPJMD-IV

ARAH KEBIJAKAN:
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Pembangunan diberbagai
Bidang Yang Didukung Oleh
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Berkualitas, Tangguh Dan
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Keunggulan Kompetitif Dibidang
Pariwisata Yang Mampu
Bersaing Di Pasar Wisata Global
Sebagai Salah Satu Tujuan
Utama Pariwisata di Indonesia

" “MANADO PARIWISATA DUNIA 2025

Selanjutnya, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Manado tahun 2023, tujuan dan sasaran pembangunan diturunkan dari Visi
dan Misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Manado Tahun
2021 - 2026. Adapun Visi Pembangunan Kota Manado tahun 2021-2026 adalah
“MANADO MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI BERANDA SULAWESI UTARA DAN
INDONESIA KE ASIA PASIFIK”. Dalam upaya mewujudkan visi ini ditetapkan misi

sebagai berikut:

1. Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Kota Manado

2. Misi 2: Penguatan Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Industri Jasa,
Perdagangan, dan Pariwisata

3. Misi 3: Pembangunan Infrastruktur, Penataan Kota, dan Perluasan
Konektivitas

4. Misi 4: Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

5. Misi 5: Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh
Sinergitas antar Daerah

Selanjutnya melalui misi tersebut dirumuskan tujuan dan sasaran

daerah secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional
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pelaksanaan sebagai jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun

terkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah kota Manado

berdasarkan RPJMD Kota Manado tahun 2021-2026 disajikan di Tabel

berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota

Manado Tahun 2021 - 2026

TUJUAN \

SASARAN

STRATEGI

VISI: “MANADO MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI BERANDA SULAWESI UTARA DAN
INDONESIA KE ASIA PASIFIK

MISI 1: PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA KOTA MANADO

Mewujudkan
masyarakat kota
Manado yang sehat
sejahtera dan
berpendidikan,
terampil dan berdaya

SASARAN 1 :
Percepatan pengentasan
kemiskinan

* Meningkatkan kualitas
pelaksanaan program kemiskinan
dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dasar dan
perlindungan penduduk miskin
dan rentan miskin menjadi lebih

saing, serta kuat dan mandiri terhadap
berkarakter dengan kerentanan sosial ekonomi.
pengarusutamaan e Meningkatkan  validitas data
gender kesejahteraan masyarakat
SASARAN 2 : Meningkatkan intensitas, kualitas,
Percepatan peningkatan | dan cakupan pelaksanaan pelatihan
kompetensi dan | tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan
keterampilan angkatan | bursa kerja.
kerja
SASARAN 3 : Meningkatkan kualitas proses belajar
Percepatan peningkatan | mengajar bagi Pendidikan usia dini,
cakupan pelayanan dan | Pendidikan dasar melalui peningkatan
kualitas Pendidikan wusia | kualitas tenaga  pendidik dan

dini dan dasar

kependidikan serta kualitas sarana
Pendidikan ditunjang dengan
distribusi tenaga pendidik dan
kependidikan yang merata.

SASARAN 4 :

Meningkatnya derajat
Kesehatan masyarakat kota
Manado

. Meningkatkan status kesehatan
dan gizi masyarakat khususnya
ibu hamil dan bayi.

. Meningkatkan kualitas sarana
dan SDM kesehatan

SASARAN 5 :
Terjalinnya kerukunan
dan keamanan
semakin baik

yang

Meningkatkan
pemangku
memperkuat
masyarakat
memantapkan
keamanan Kota Manado sesuai nilai-
nilai Pancasila.

Kerjasama dengan
kepentingan serta
karakter kebangsaan
dalam rangka
kerukunan dan
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TUJUAN

SASARAN \

STRATEGI

MISI 2: PENGUATAN EKONOMI KOTA YANG BERTUMPU PADA INDUSTRI JASA,
PERDANGANGAN, DAN PARIWISATA

TUJUAN:

Mewujudkan
pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan
inklusif melalui
penguatan sektor
unggulan

SASARAN 1 :
Meningkatnya kontribusi
sektor pariwisata bagi
perekonomian daerah

Meningkatkan pariwisata Kota
Manado melalui optimalisasi
amenitas, atraksi, dan aksesibilitas
pariwisata, menjamin keamanan
berwisata, @ mendorong  eksistensi
ekonomi kreatif, serta peningkatan
kualitas SDM Pariwisata

SASARAN 2 :

Meningkatnya kontribusi
sektor perdagangan dan jasa
bagi perekonomian daerah

¢ Meningkatkan daya saing pasar

rakyat dan UMKM untuk
mendorong perdagangan dalam
daerah

e Menjaga kestabilan harga

komoditi bahan pokok

SASARAN 3 :
Meningkatnya
yang berkelanjutan

investasi

Meningkatkan pelayanan penanaman
modal mulai dari perencanaan hingga
monitoring dan  evaluasi serta
memprioritaskan efektivitas promosi
peluang investas

MISI 3: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN KOTA, DAN PERLUASAN

KONEKTIVITAS

TUJUAN:
Mewujudkan Manado
kota layak huni

SASARAN 1 :

Percepatan peningkatan
aksesbilitas dan kualitas
perumahan layak huni dan
permukiman yang tertata

Meningkatkan akses terhadap
perumahan dan permukiman layak
dan aman yang terjangkau termasuk
memperbaiki kehidupan masyarakat

di permukiman kumuh.

SASARAN 2 :

Meningkatnya kualitas
kawasan perkotaan yang
tertata dan inklusif

* Meningkatkan kualitas pelayanan
infrastruktur dasar perkotaan

e Meningkatkan
penataan ruang

penyelenggaraan

SASARAN 3 :
Meningkatnya konektivitas
antar wilayah dalam kota
yang lebih baik

Meningkatkan cakupan dan kualitas
pelayanan angkutan publik yang
dapat melayani seluruh masyarakat.

MISI 4 : PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN

Terwujudnya SASARAN 1 : Meningkatkan upaya pengendalian
pembangunan kota Meningkatnya kualitas dan pengawasan terhadap ancaman
berwawasan lingkungan hidup dan pencemaran air, tanah, dan udara
lingkungan, terjaganya daya dukung

berketahanan alam di kota manado

bencana, dan adaptif
terhadap perubahan
iklim

SASARAN 2 : Revitalisasi sarana dan prasarana
Meningkatnya kualitas | pengolahan sampah serta mengurangi
menajemen penanganan | volume sampah dengan pendekatan
dan pengelolaan sampah | 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

yang professional

SASARAN 3 : * Mengendalikan pembangunan di
Meningkatnya  ketahanan daerah resapan air, rawan erosi
bencana dan adaptifitas dan rawan longsor
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TUJUAN SASARAN STRATEGI
kota  terhadap dampak |+ Melaksanakan pembangunan
perubahan iklim sarana dan prasarana serta

meningkatkan kualitas pelayanan
mitigasi bencana
Meningkatkan
ancaman kebakaran.

kesiapsiagaan

MISI 5: PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DIDUKUNG OLEH SINERGITAS

ANTAR DAERAH

Terwujudnya
peningkatan efisiensi
dan efektivitas capaian
reformasi birokrasi

SASARAN 1 : * Meningkatkan kemudahan
Terciptanya system terhadap aksesbilitas layanan
pemerintahan berbasis yang prima kepada masyarakat
elektronik yang mendukung | * Meningkatkan Kerjasama dan
perbaikan kualitas partisipasi dunia usaha dan LSM
pelayanan  publik yang dalam pengembangan e-government.
prima kepada masyarakat

SASARAN 2 : ¢ Meningkatkan kualitas
Meningkatnya capaian perencanaan dan  pengelolaan
kinerja dan keuangan keuangan berbasis kinerja
pemerintah melalui | * Meningkatkan kualitas sistem
implementasi sistem pengendalian internal pemerintah
akuntabilitas kinerja. yang berorientasi hasil

SASARAN 3 : * Meningkatkan kualitas dan

Terciptanya sumber daya
aparatur yang professional,
berkinerja, dan sejahtera

implementasi merit sistem dalam
pengembangan karir ASN
Membangun budaya melayani dan
mendukung capaian kinerja ASN
Meningkatkan kreatifitas ASN
dalam menciptakan inovasi

4. 2 ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pembangunan Kota Manado merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dan tidak bisa lepas dari pembagunan Provinsi Sulawesi Utara dan

pembangunan Nasional. Oleh karena itu arah kebijakan, prioritas dan

sasaran pembangunan Kota Manado harus bersinergi dan sinkron dengan

arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ada di tingkat provinsi

Sulawesi Utara dan di tingkat nasional.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional

merupakan pedoman untuk

merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program

dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik,
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teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Keberhasilan pembangunan
nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta
program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Amanat Undang-undang No.23 Tahun 2014 Pasal 260 pasal 1 menyatakan
bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan
Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional.
Oleh karena itu, program-program pembangunan daerah hendaknya diselaraskan

dengan kebijakan pembangunan Nasional.

Kerangka pembangunan dalam RPJMN 2020 - 2024 disusun untuk mencapai
visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong. Arahan pembangunan sesuai RPJPN 2005 — 2025
untuk RPJMN 2020 - 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur melalui percapatan pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM
berkualitas dan berdaya saing. Terdapat lima arahan dari RPJMN ke-IV tahun 2020-
2024 untuk mencapai tujuan utama dari RPJPN 2005-2025. Lima arahan tersebut
adalah Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi,
Penyederhanaan Birokrasi, dan Transfomasi Ekonomi. Adapun agenda
pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 - 2024 sebagai penjabaran dari lima

arahan tersebut adalah sebagai berikut:

Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

A o

Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7.  Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Berikut ini merupakan gambar 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagai

penerjemahan Visi, Misi dan Arahan Presiden:
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Gambar 4.2 Agenda Pembangunan RPJMN sebagai Penerjemahan Visi, Misi,

dan Arahan Presiden

VISI-MISI PRESIDEN ARAHAN 7 AGENDA PEMBANGUNAN

1 | Peningkatan Kualitas Manusia = 1 Pembangunan — // Ketahanan Ekonomi untuk
Indonesia SDM g Al 1 | Pertumbuhan Berkualitas dan
2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Berkeadilan
Mandi, dan atiaya Salng o | Pengembangan Wilayah untuk
3 | Pembangunan yang Merata dan 2 Pembangunan Mengurangi Kesenjangan
Berkeadilan Infrastruktur
4 | Mencapal Lingkungan Hidup yang 3 2DM Berkualitas dan Berdaya
aing

Berkelanjutan
’ Penyederhanaa
5 | Kemajuan Budayayang Mencerminkan n Regulasi

Kepribadian Bangsa

D

4 Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan

6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas

Korupsl, Bermartabat, dan Terpercaya n Penyederhanaa Infrastruktur untuk Ekonomi dan

Perlindungan bagj Segenap Bangsa dan n Birokrasi Pelayanan Dasar
Memberikan Rasa Aman pada Seluruh

Warga

8 ’Pengelolaan Pemerintahan yang Bersin, ]
Efektif, dan Terpercaya Ekonomi

Sinergl Pemerintah Daerah dalam )
Kerangka Negara Kesatuan

7

6 Lingkungan Hidup, Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim

7 | Stabilitas Polhukhankam dan —I

e ) (O

Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: Kementrian PNN/Bappenas (2022)

Selanjutnya Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2023
melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Berkaitan dengan hal
tersebut, sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Tahun Anggaran
2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dengan tema:
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan”. Sesuai dengan tema ini, pembangunan nasional diarahkan pada 8

(delapan) arah kebijakan yang meliputi:

. Percepatan penghapusan kemisikinan ekstrim

. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan

. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
. Mendorong pemulihan dunia usaha

. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan

N o b~ W =

. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy
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7. Percepatan pembangunan infrastuktur dasar, antara lain: air bersih dan
sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Berikut ini merupakan focus dan highlight major project RKP 2023, sesuai

dengan 8 arah kebijakan nasional tersebut:
Gambar 4.3 Fokus dan Highlight Major Project RKP 2023

7. Percepatan pembangunan infrastruktur

1. Percepatan penghapusan dasar antara lain: air bersih dan sanitasi

kemiskinan ekstrem
*  Penyediaan air bersih dan sanitasi

+  Sistem Jaminan Sosial 3. Penanggulangan pengangguran bee
*  Modernisasi Pertanian disertai e kga : d b b 5. Revitalisasi industridan ~ ° Infrastruktur Digital
ST PRt ngratan ceosnt jo . *  Infrastruktur Konektivitas
*  Pemenrataan Pembangunan penguatan riset terapan
Dukungan MP: - tolrea cf Dukungan MP:
o : _* Penyediaan lapangan usaha ¢ Industrialisasi o MPReformasi Sistem Keseh
©  MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial o Risetdan Inovasi o MPTransformasi Digita
o MP Food Estate (Kawasan Sentra Produksi A
Pangan) Dukungan MP: Dukungan MP: ©  MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
o MPWilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa © Didukung oleh MP pada Arah D Yowasan INStr Priogitas ©  MP Percepatan Penurunan Kematian lbu dan

Kebijakan 1,2, 4dan 5 Stunting

Pago dan Wilayzh Adat Domberay

dan Smelter

2. Peningkatan kualitas SDM: 4. Mendorong pemulihan - Pembangunan rendah karbondan g, Pembangunan-ibu Kota
kesehatan dan pendidikan dunia usaha transisi energi dan responterhadap  Nusantara

s perubahan iklim
+ Sistem Kesehatan

*  Revitalisasi pariwisata . i rendah karb *  Fasilitas dasar di IKN
* Pendidikan (Sistem Pendidikan dan s _Pengembangan UMKM Ekonomi rendah karbon

Pendidikan Karakter) *  Transisienergi Dukungan MP:
Dukungan MP: DukunganMP.: T . Dukungan MP: ©  MPPembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
o MPRef { Sistem Kesehatan Nas ©  MP Destinasi Pariwisata Prioritas ©  MPPembangunan Fasilitas
o MPRef : Pendidik ilan (Pendidi o MPPengelolaan Terpadu UMKM Pengolahan Limbah B3
dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0) @ MP Akselerasi Pengembangan Energi
Terbarukan dan Konservasi Energi

Sumber: Kementrian PNN/Bappenas (2022)

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan
untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan
pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:

a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;

b. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar
91%;

c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan

d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

SASARAN DAN FPRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH V-8



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

* MP reformasi sistem perlindungan sosial;

* MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan

* MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.

. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan

dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem

pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:

a.

g.

Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar
17,5%;

Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;

Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar
sebesar 71%;

Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan
tinggi sebesar 43%;

Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar
17,48%;

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24
tahun; dan

Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

e MP reformasi kesehatan nasional; dan

* MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi

untuk industri 4.0).

. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan

decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai

dengan pencapaian:

a.

C.

Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan
tinggi sebesar 43%;

Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar
48%;

Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan
profesional sebanyak 50.000 orang; dan

Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1

tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
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. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk
revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan
pencapaian:

a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;

b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;

c. Nilai devisa pariwisata sebesar US$ 1,76-6,06 Miliar;

d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan

e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
* MP destinasi pariwisata prioritas; dan
* MP pengelolaan terpadu UMKM.Ddd

. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan
untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan
pencapaian:
a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan
yang dihasilkan sebesar 10;
d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-
6,6,08%; dan
f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

* MP kawasan industri prioritas dan smelter.

. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon
terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan
transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar
Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61
perusahaan; dan

d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
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* MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
* MP akselerasi pengembangan enegri terbaharukan dan konservasi energi.
Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air
bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi,
infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan
pencapaian:
a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m3/detik;
b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses
sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk
11,5 aman);
c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air
minum layak sebesar 97,5%;
d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik
kumulatif sebesar 50%.
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
* MP reformasi sistem kesehatan nasional;
* MP transformasi digital;
* MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
* MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi
dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.
Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
* MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2023 yang merupakan bagian dari agenda

pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1.

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan
berkeadilan

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
pemerataan

Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar
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6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim

7. Memperkuat stabilitas polhukankam dan transformasi pelayanan publik
Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada

tahun 2023, antara lain:

Pertumbuhan ekonomi 5,3% - 5,9%

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02%
Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3%- 6,0%

Nilai Rasio Gini 0,375 - 0,378

Nilai Indeks Pembangunan Manusia 73,29 - 73,35
Tingkat Kemiskinan 7,0% - 8,0%

Nilai Tukar Petani / NTP 103 - 105

Nilai Tukar Nelayan / NTN 105 -107

® N o kAL b=

Dengan mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan sebagai sasaran
pembangunan daerah tahun 2022, diharapkan pertumbuhan ekonomi di wilayah
Sulawesi berkisar 7,1% - 7,8%, tingkat kemiskinan pada 8,8% - 8,3%, tingkat
pengangguran terbuka pada 4,7% - 4,2%, Indeks Pembangunan Manusia pada
67,73 - 74,45 dan nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0,323 - 0,402.

Rancangan strategi pertumbuhan untuk pengembangan wilayah Sulawesi
pada RKP tahun 2023, khususnya untuk Sulawesi Utara yang terkait dengan Kota
Manado adalah dengan memperkuat pusat pusat pertumbuhan wilayah melalui
optimalisasi peran dan peningkatan investasi di KEK serta DPP Manado Likupang
(KEK Likupang) sebagai kawasan pariwisata. Selain itu, strategi pertumbuhan
untuk meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan, secara khusus di
dalamnya termasuk pengembangan Wilayah Metropolitan Manado sebagai pusat
layanan pendukung sektor industri dan pariwisata.

Adapun highlight major project RKP tahun 2023 dapat dilihat pada gambar

berikut ini:
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Gambar 4.4 Highlight Major Project RKP Tahun 2023

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berkualitas dan Berkeadilan Berdaya Saing
Major Project Kawasan
1 | 4 . j. . ’ Major Project Reformasi Sistem
Industri Prioritas dan Smelter : E X N
i 8 Ndell Perlindungan Sosial
,m,m ,,“”“\\m Major Project Pengelolaan 3 ¢ R e Major Project Reformasi Sistem
2 W Kesehatan Nasional
Terpadu UMKM -
- Major Project Food Estate 10 ~l& o Major Project Reformasl
(Kawasan Sentra Produksi Pangan) = o= Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

é,\ Major Project Percepatan Penurunan

11
[ Major Project Destinasi \ Kematian Ibu dan Stunting
4 B Pariwisata Prioritas PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

; Ekonomi dan Pelayanan Dasar

& Major Project Aksel i P b
s oAl EnergiTerbarukan dan Konservasi Energi Major Project aringan Pelabuhan
e v | g g dﬁ‘ Utama Terpadu
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan =,
dan Menjamin Pemerataan 13 Major Project Transformasi Digital
z ﬁ.&i‘ Major Project di Wilayah Papua
_I\_ “m Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
dan Wilayah Adat Domberay, Bencana, dan Perubahan Iklim
- 3
7 i | Major Project Pembangunan 14 R Major Project Pembangunan
i, DU Kota Negara Fasilitas Pengolahan Limbah B3

(Sumber: Kementrian PPN/Bappenas, 2022)

Untuk menjalankan amanat Presiden “making delivered”, yaitu untuk
memastikan bahwa pencapaian prioritas pembangunan dirasakan oleh
masyarakat (not only sent but delivered), maka pelaksanaan major project RKP
2023 tetap diperkuat dengan melanjutkan dan menguatkan implementasi

mekanisme Clearing House. Adapun new features Clearing house RKP tahun 2023:

1. Legacy Major Project (MP)
Keluaran MP yang dipastikan terealisasi di tahun 2024 sebagai
representasi keberhasilan pembangunan jangka menengah pemerintah
dan memiliki kemanfaatan signifikan bagi masyarakat luas

2. Prioritisasi proyek dan Critical Path
Prioritisasi merupakan identifikasi proyek-proyek kunci sebagai penentu
pencapaian legacy MP.
Critical path merupakan pentahapan proyek guna menjamin urutan waktu
dari pelaksanaan proyek berada pada koridor pencapaian legacy MP

3. Manajemen Risiko Major Project
Pemetaan scenario, dampak, dan mitigasi risiko dari pelaksanaan MP

4. Penyusunan Info Memo berdasarkan Legacy Major Project

5. Berita Acara Kesepakatan
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Project Executive Summary MP dibahas dan didalami melalui penyusunan
Info Memo pada rangkaian tri/ multilateral meeting dituangnkan ke dalam

Berita Acara Kesepakatan

4.2.2 Arah Kebijakan dan Sasaran Provinsi Sulawesi Utara

Arah kebijakan pembangunan Provinsi tahun 2023 mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara
berdasarkan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 yaitu
“Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia
Pasifik”. Berdasarkan visi tersebut, isu strategis pembangunan daerah dalam

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Perwujudan sulut sebagai super hub di indonesia timur;
Pengembangan kawasan perbatasan dan kepulauan;
Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja;
Peningkatan daya saing dan kemudahan berinvestasi;

Perwujudan kedaulatan pangan;

® N o s L=

Optimalisasi sumberdaya perikanan dan kemaritiman serta pemanfaatan

yang berkelanjutan;

9. Optimalisasi pendapatan daerah;

10. Pemerataan infrastruktur, sanitasi dan air minum layak

11. Peningkatan moda transportasi dari pusat-pusat produksi;

12. Destinasi pariwisata super prioritas;

13. Peningkatan industri dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah
(umkm) serta koperasi;

14. Perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;

15. Optimalisasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;

16. Transformasi energi terpadu dan berkelanjutan;

17. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;

18. Perencanaan pembangunan rendah karbon/ low carbon development

indonesia (LCDI)

19. Transformasi digital;
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Adapun arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Prov. Sulawesi Utara

Tahun 2021-2026 tercermin dalam sepuluh prioritas pembangunan daerah yaitu:

10.

Pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi COVID-19
Pembangunan konektivitas

Meningkatkan sarana pendidikan yanglayak dan adaptif teknologi, serta
dukungan bagi generasi milenial agar memiliki karakter budaya dan
intelektualitas yang mumpun

Meningkatkan soliditas dan peran tokoh agama dalam menjaga
harmonisasi kerukunan yang telah terbina sangat baik

Melanjutkan dan meningkatkan program operasi daerah selesaikan
kemiskinan

Melanjutkan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata yang terbukti
berhasil dan jadi role model nasional, serta dukungan bagi umkm, ekonomi
kreatif, pelaku usaha dan sektor riil.

Percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pusat
pertumbuhan ekonomi baru yang akan menciptakan multiplier effect dan
lapangan kerja yang luas

Memperbanyak fasilitas pelayanan kesehatan, rumahsakit umum daerah
di tiap kabupaten kota, serta peningkatan kapasitas tenaga medis

Iklim investasi & usaha yang makin kondusif dengan kemudahan regulasi
& sistem perizinan yang tetap berpihak pada lingkungan hidup &
pembangunan berkelanjutan

Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, regulasi yang
mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta ukungan pembiayaan

ekosistem digital agar sulut lebih maju sebagai smart province

Berdasarkan isu strategis dan prioritas pembangunan tersebut, tema dan

prioritas pembangunan daerah tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

adalah: “Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan

Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan®

Berpijak dari tema tersebut, prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi

Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

L O A

Percepatan penanggulangan kemiskinan

Peningkatan kualitas SDM

Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
Pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas

Pembangunan kepariwisataan
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6. Penanggulangan bencanan dan mitigasi perubahan iklim
7. Peningkatan kualitas tata pemerintahan

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

4.2.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Manado

Dalam perumusan RKPD Kota Manado tahun 2023, Pokok-Pokok Pikiran DPRD
merupakan salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas dan focus
pembangunan Kota Manado. Pokok-pokok pikiran tersebut diselaraskan dengan
sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Manado ini memberikan bahan, arahan
sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Manado, dalam menyusun dokumen
RKPD Tahun 2023 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Kota Manado
2023. Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD ini adalah untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat Kota Manado dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi
representasi DPRD Kota Manado.

Rincian pokok-pokok pikiran DPRD yang disandingkan dengan hasil
musrembang dapat dilihat pada tabel di lampiran. Terdapat total 366 usulan yang
disampaikan oleh DPRD, dimana dari 366 usulan tersebut, 234 usulan
sesuai/sinkron dengan hasil Musrenbang dan diakomodir di dalam fokus
pembangunan Kota Manado.

Dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2023, masukan-masukan
dari DPRD per urusan dan telaahannya secara ringkas dikelompokkan ke dalam

tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No Uraian Pokok Pikiran DPRD PD Terkait Telaahan
1. | Perlu adanya Dinas PUPR Sesuai dengan isu
perbaikan/peningkatan pelayanan Dinas strategis/permasalahan
infrastruktur, seperti jalan Kesehatan yang diidentifikasi:
jembatan, dan infrastruktur lainnya | Dinas - Isu strategis/
dalam pelayanan publik di berbagai | Lingkungan permasalahan 4: Di
lokasi yang ada di Kota Manado hidup beberapa lokasi masih
baik di tempat umum maupun di Dinas Perkim rawan bencana, Banjir,
kompleks perumahan, yakni: Longsor, Kebakaran
a. Perbaikan jalan rusak - Isu strategis/
b. Pembangunan jalan baru permasalah 6:
c. Pengaspalan jalan Belum optimalnya
d. Pengadaan lampu Pelayanan Air Bersih
penerangan di berbagai titik - Isu strategis/
di Kota Manado permasalahan 7:
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No Uraian Pokok Pikiran DPRD PD Terkait Telaahan

e. Perbaikan drainase/saluran Belum optimalnya
air Pengelolaan

f. Pengadaan air bersih Persampahan, baik dari

g. Pembuatan tangga jalan sisi pengurangan
setapak dan railing volumen sampabh,

h. Pembuatan talud/tanggul maupun

i. Perbaikan jembatan mekanismen/cara

j- Normalisasi dan pengerukan pengolahan sampah.
sungai - Isu strategis/

k. Perbaikan puskesmas permasalahan 8:

l. Instalasi pembuangan air Belum optimal
limbah rumah sakit Pengelolaan SPAL

m. Pembuatan sumur bor (IPLT-IPAL)

Pencemaran Sungai (e-
Coli)
- Isu strategis/
permasalahan 12:
Belum optimal
penertiban pelanggaran
perda (RTRW, PBG,
Sampah, Limbah)
Telah diakomodir
dalam PK 3 dan PK 4
2. | Perlu adanya perhatian dalam Dinas Sesuai dengan isu
pengelolaan/penanggulangan lingkungan strategis/permasalahan
sampah: hidup yang diidentifikasi:

a. Pengadaan armada - Isu strategis/
kendaraan sampah yang permasalahan 7:
memadai untuk mengangkut Belum optimalnya
sampah dari rumah-rumah Pengelolaan
di berbagai lokasi Persampahan, baik dari

b. Pengadaan tempat sisi pengurangan
penampungan sampah yang volumen sampabh,
memadai maupun

c. Manajemen waktu dan mekanismen/cara
operasional pengangkutan pengolahan sampah.
sampah karena didapati ada
keterlambatan dalam Telah diakomodir
mengangkut sampah dalam PK 4
sehingga sampah
mengendap dan menumpuk
di lingkungan

d. Tempat pembuangan
sampah yang memadai

3. | Perlu adanya perhatian dalam Dinas Sesuai dengan isu
pendidikan Pendidikan strategis/permasalahan

yang diidentifikasi:

- Isu strategis/
permasalahan 1: Angka
kemiskinan Kota
Manado meningkat dari
5.86% (2020) menjadi
6.19% (2021). Dari
persentase tersebut,
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No Uraian Pokok Pikiran DPRD PD Terkait Telaahan
terdapat 160.756 jiwa
dan 69.777 KK dalam
data Kemiskinan Kota
Manado

- Isu strategis/
permasalahan 2: Angka
pengangguran Kota
Manado tertinggi di
kab/kota di Provinsi
Sulut (2021: 12.17%)

Telah diakomodir

dalam PK 1
4. | Perlu adanya perhatian dalam Dinasi Sosial Sesuai dengan isu
penyaluran bantuan kepada Dinas Dukcapil | strategis/permasalahan
masyarakat yang membutuhkan: yang diidentifikasi:
a. bantuan covid-19 bagi - Isu strategis/
masyarakat terdampak permasalahan 1: Angka
b. Bantuan dana lansia dan kemiskinan Kota
santunan duka diadakan Manado meningkat dari
lagi 5.86% (2020) menjadi
c. Administratsi Pengurusan 6.19% (2021). Dari
bantuan dari dinas sosial persentase tersebut,
berupa KIS dan PKH terdapat 160.756 jiwa

dan 69.777 KK dalam
data Kemiskinan Kota
Manado

- Isu strategis/
permasalahan 11:
Belum optimalnya
integrasi Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Telah diakomodir
dalam PK 1 dan PK 5

4.2.4 Arah Kebijakan Dan Sasaran Pemerintah Kota Manado

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan
dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai. Arah kebijakan merupakan
perwujudan dari perencanaan yang menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam
menentukan fokus pembangunan guna optimalisasi pencapaian tujuan. Arah
kebijakan dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi
pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target
sasaran

Dalam perumusan RKPD tahun 2023, arah kebijakan dan sasaran

pembangunan Pemerintah Kota Manado dirumuskan berdasarkan visi dan misi
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Walikota Manado dan Wakil Walikota Manado periode 2021 — 2024. Adapun visi
pembangunan daerah Kota Manado berdasarkan RPJMD tahun 2021 - 2026

“Manado Maju dan Sejahtera sebagai

Beranda Sulawesi Utara dan Indonesia ke Asia Pasifik”

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan daerah Kota Manado
adalah:

1. Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Kota Manado

2. Misi 2: Penguatan Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Industri Jasa,
Perdagangan, dan Pariwisata

3. Misi 3: Pembangunan Infrastruktur, Penataan Kota, dan Perluasan
Konektivitas

4. Misi 4: Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

5. Misi 5: Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas
antar Daerah

Visi dan misi pembangunan Kota Manado berdasarkan RPJMD 2021-2026

tersebut bermuara pada 15 program unggulan:

Gambar 4.5 Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Manado

MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN, l 5

__KSNY
Ilm “ MENINGKATKAN INVESTASI Pnoemn
) UNGGULAN

M\ MENINGKATKAN PERUMAHAN LAYAK HUNI
(Ege o YANG TERJANGKAU BAGI MASYARAKAT

0 MENATA LINGKUNGAN SEKITAR MENJADI n

44 7 4l INDAH& NYAMAN, AGAR SUPAYA
&l PRODUKTIVITAS & KREATIVITAS MENINGKAT PENATAAN & PEMBANGUNAN TAMAN
TERMASUK FASILITAS SOSIAL & FASILITAS

— —— UMUM LAINNYA
m m MENGELOLA PASAR SECARA PROFESIONAL
UNTUK KENYAMANAN PENJUAL & PEMBELI

PENATAAN & PENGELOLAAN PEKUBURAN

‘:‘.‘ MENINGKATKAN FASILITAS & PELAYANAN
KESEHATAN

PENATAAN ANGKUTAN UMUM AGAR SUPAYA
MASYARAKAT BISA MENDAPAT SARANA
TRANSPORTASI YANG EFISIEN & NYAMAN
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Dalam upaya pencapaian visi

dan misi

Pembangunan Kota Manado

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Manado Tahun 2021-2026, maka target

indikator tujuan dan sasaran pembangunan di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel

berikut

Tabel 4-3 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Manado Tahun 2023

MISI/TUJUAN/SASARAN/STRATEGI INDIKATOR TARGET 2023
KINERJA
MISI 1: PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA KOTA MANADO
TUJUAN: SASARAN 1 : - Meningkatkan Persentase 100%
Mewujudkan Percepatan kualitas keluarga miskin
masyarakat pengentasan pelaksanaan yang
kota Manado kemiskinan program mendapatkan
yang sehat kemiskinan pelayanan
sejahtera dan dalam rangka penanggulangan
berpendidikan, pemenuhan kemiskinan
terampil dan kebutuhan dasar | Persentase rumah 100%
berdaya saing, dan perlindungan | tangga rentan
serta penduduk miskin | miskin yang
berkarakter dan rentan mendapatkan
dengan miskin menjadi akses
pengarusutama lebih kuat dan pemberdayaan
an gender mandiri terhadap | ekonomi dan
kerentanan sosial | perlindungan
ekonomi. sosial
- Meningkatkan
validitas data
kesejahteraan
masyarakat
SASARAN 2 : Meningkatkan Persentase peserta
Percepatan intensitas, kualitas, pelatihan yang
peningkatan dan cakupan mendapatkan
kompetensi dan pelaksanaan pekerjaan setelah
. . 80%
keterampilan pelatihan tenaga mendapat
Angkatan kerja kerja sesuai dengan pelatihan.
kebutuhan bursa
kerja.
SASARAN 3 : Meningkatkan APS Penduduk 49,69%
Percepatan kualitas proses usia 3-6 tahun
Peningkatan belajar mengajar bagi | APS Penduduk 100%
Cakupan Layanan | Pendidikan usia dini, | Usia 7 s/d 17
dan Kualitas Pendidikan dasar tahun;
Pendidikan Usia melalui peningkatan APS Penduduk 100%
Dini dan Dasar kualitas tenaga Usia 13 s/d 15
pendidik dan tahun;
kependidikan serta
kualitas sarana
Pendidikan ditunjang
dengan distribusi
tenaga pendidik dan
kependidikan yang
merata.
SASARAN 4 : - Meningkatkan Angka Kematian
; 13.46
status kesehatan | Bayi;
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MISI/TUJUAN/SASARAN/STRATEGI

INDIKATOR
KINERJA

TARGET 2023

Meningkatnya dan gizi Angka Kematian 66.29
derajat Kesehatan masyarakat Ibu; ’
masyarakat kota khususnya ibu Presentase
Manado hamil dan bayi. Puskesmas 68.75%
- Meningkatkan dengan status 21970
kualitas sarana akreditasi naik
dan SDM Prevalensi
kesehatan Obesitas
penduduk >18 25%
tahun;
Preva.len51 6.64%
stunting
Insidensi TB;
Jumlah kejadian
baru / jumlah 252
penduduk X
100.000
Insidensi HIV 12
SASARAN 5 : Meningkatkan Jumlah kejadian
Terjalinnya Kerjasama dengan SARA yang terjadi
kerukunan dan pemangku
keamanan yang kepentingan serta
semakin baik memperkuat karakter
kebangsaan 0
masyarakat dalam
rangka memantapkan
kerukunan dan
keamanan Kota
Manado sesuai nilai-
nilai Pancasila.
MISI 2: PENGUATAN EKONOMI KOTA YANG BERTUMPU PADA INDUSTRI JASA,
PERDANGANGAN, DAN PARIWISATA
TUJUAN: SASARAN 1 : Meningkatkan Kontribusi Sektor
Mewujudkan Meningkatnya pariwisata Kota Pariwisata 4,4 %
pertumbuhan Kontribusi Sektor Manado melalui Terhadap PDRB
ekonomi yang Pariwisata Bagi optimalisasi Jumlah
berkualitas dan | Perekonomian amenitas, atraksi, Kunjungan 75.000
inklusif melalui | Daerah dan aksesibilitas Wisatawan )
penguatan pariwisata, menjamin | Mancanegara
sektor keamanan berwisata, | Kontribusi Sektor
unggulan mendorong eksistensi | Pariwisata 7%
ekonomi kreatif, serta | Terhadap PAD
peningkatan kualitas Jumlah Tenaga
SDM Pariwisata Kerja di Sektor 18.000
Pariwisata
SASARAN 2 : - Meningkatkan Kontribusi Sektor
Meningkatnya daya saing pasar | Perdagangan dan 6.15%
Kontribusi Sektor rakyat dan Jasa terhadap ’
Perdagangan dan UMKM untuk PDRB
Jasa Bagi mendorong Jumlah Tenaga
Perekonomian perdagangan Kerja di Sektor 5458
Daerah dalam daerah Perdagangan dan ’
- Menjaga Jasa
kestabilan harga | Tingkat Inflasi
komoditi bahan 2-3%
pokok
SASARAN 3 : Meningkatkan Nilai Investasi Rp.
Meningkatnya pelayanan PMA/PMDN 1.742.424.185.250
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MISI/TUJUAN/SASARAN/STRATEGI

INDIKATOR
KINERJA

TARGET 2023

Investasi yang
Berkelanjutan

penanaman modal
mulai dari
perencanaan hingga
monitoring dan
evaluasi serta
memprioritaskan
efektivitas promosi
peluang investas

Jumlah Investor
PMA/PMDN

512

MISI 3: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN KOTA, DAN PERLUASAN KONEKTIVITAS

TUJUAN:
Mewujudkan
Manado kota
layak huni

SASARAN 1 :
Percepatan
peningkatan
aksesbilitas dan
kualitas
perumahan layak
huni dan
permukiman yang
tertata

Meningkatkan akses
terhadap perumahan
dan permukiman
layak dan aman yang

Persentase RT
yang menempati
hunian layak dan
terjangkau;

96,7%

terjangkau termasuk
memperbaiki
kehidupan
masyarakat di
permukiman kumuh.

Persentase RT
yang menempati
hunian dengan
akses air minum
layak dan aman;

95% Layak
15% Aman

Persentase RT
yang menempati
hunian dengan

90% Layak

Lo 10% Aman
akses sanitasi
layak dan aman;
Luasan kawasan 117Ha
kumuh
SASARAN 2 : - Meningkatkan Persentase
Meningkatnya kualitas Panjang jalan 899%
kualitas kawasan pelayanan kondisi baik;
perkotaan yang infrastruktur
tertata dan inklusif dasar perkotaan Persentase
- Meningkatkan saluran drainase
L - 75%
penyelenggaraan | berkinerja baik;
penataan ruang
Persentase
berkurangnya
daerah rawan 226,2 Ha
genangan;
Persentase trotoar o
kondisi baik; 46,93%
SASARAN 3 : Meningkatnya Persentase 82%
Meningkatnya konektivitas antar kawasan
konektivitas antar | wilayah dalam kota permukiman
wilayah dalam kota | yang lebih baik terlayani angkutan
yang lebih baik public.
MISI 4 : PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN
TUJUAN: SASARAN 1 : Meningkatnya Indeks Kualitas 65
Terwujudnya Meningkatnya kualitas lingkungan Air;
pembangunan kualitas hidup dan terjaganya | Indeks Kualitas 95
kota lingkungan hidup daya dukung alam di | Udara;
berwawasan dan terjaganya kota manado
]lingkungan, daya dgkung Indeks kualitas
erketahanan alam di kota 30
bencana, dan manado Tutupan Lahan.
adaptif
terhadap SASARAN 2 : Meningkatnya 30 % pengurangan
perubahan Meningkatnya kualitas menajemen sampabh; 27%
iklim kualitas penangan dan
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MISI/TUJUAN/SASARAN/STRATEGI INDIKATOR TARGET 2023

KINERJA

menajemen pengelolaan sampah

penanganan dan yang professional 70 % penanganan

pengelolaan 72%

sampah.

sampah yang

professional

SASARAN 3 : Meningkatnya Jumlah penduduk

Meningkatnya ketahanan bencana terdampak 750 KK

ketahanan dan adaptifitas kota bencana alam,;

bencana dan
adaptifitas kota
terhadap dampak
perubahan iklim

terhadap dampak
perubahan iklim

Kerugian material
akibat bencana
alam;

3.750.000.000

Luas wilayah
rawan bencana.

81.82 Km2

MISI 5: PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DIDUKUNG OLEH SINERGITAS ANTAR

DAERAH
Terwujudnya SASARAN 1 : Terciptanya system Tingkat Maturitas B
peningkatan Terciptanya pemerintahan SPBE,;
efisiensi dan sistem berbasis elektronik
efektivitas pemerintahan yang mendukung Indeks Pelayanan 3,5-3,99
capaian berbasis perbaikan kualitas Publik.
reformasi elektronik yang pelayanan publik
birokrasi mendukung yang prima kepada
perbaikan masyarakat
kualitas
pelayanan
publik yang
prima kepada
masyarakat
SASARAN 2 : Meningkatnya Opini Laporan WTP
Meningkatnya capaian kinerja dan Keuangan;
capaian kinerja keuangan pemerintah
dan keuangan melalui implementasi | Nilai LAKIP; 74 -79
pemerintah sistem akuntabilitas
melalui kinerja. Tingkat Maturitas Level 3
implementasi APIP.
system
akuntabilitas
kinerja.
SASARAN 3 : Terciptanya sumber Indeks Inovasi Sangat Inovatif
Terciptanya daya aparatur yang Daerah

Sumber Daya professional, Indeks 71
Aparatur Yang berkinerja, dan Profesionalitas

Profesional, sejahtera ASN

Berkinerja dan

Sejahtera
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4.2.5 Prioritas Pembangunan Kota Manado

Pembangunan Kota Manado merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pembangunan Nasional.
Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Manado dirumuskan secara bersinergi
dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi
maupun tingkat nasional. Memperhatikan kondisi daerah, uraian permasalahan, isu
strategis, kemampuan keuangan daerah, usulan masyarakat dan stakeholder yang
terjaring dari forum Musrenbang dan Konsultasi Publik, serta memperhatikan
sinergitas tema pembangunan nasional dan provinsi, maka dirumuskan Tema

Pembangunan Kota Manado Tahun 2023 yaitu

“AKSELERASI PEREKONOMIAN MELALUI PEMBANGUNAN SDM DAN
INFRASTRUKTUR DI DUKUNG DENGAN STRUKTUR PEMBIAYAAN YANG
HANDAL”.

Tema RKPD tahun 2023 ini dirumuskan dengan asumsi bahwa di tahun 2023
pandemi COVID-19 sudah bisa dikendalikan, dan aktivitas mandausia sudah beralih
dari “new normal” ke “true normal”’. Upaya pemulihan ekonomi berbasis kerakyatan
yang dibarengi dengan penataan kota berbasis mitigasi bencana diproyeksikan
berjalan sesuai rencana, dimana kesejahteraan masyarakat menunjukkan
peningkatan. Untuk itu fokus pembangunan Kota Manado diarahkan untuk
meningkatkan akselerasi perekonomian dengan memantapkan kualitas sumber
daya manusia sebagai penggerak pembangunan serta melalui pembangunan
infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sebagai
bagian upaya dari untuk memperkuat mitigasi bencana, yang tentunya perlu

didukung dengan struktur pembiayaan yang handal.

Prioritas pembangunan Kota Manado Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil
analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dikaitkan dengan isu strategis
dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kota Manado Tahun 2021-
2026. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis, terdapat 14 isu strategis dan

permasalahan Kota Manado:

1. Angka kemiskinan Kota Manado meningkat dari 5,86% (2020) menjadi
6,19% (2021). Dari persentase tersebut, terdapat 176.691 jiwa dan 44.173
KK dalam DTKS Kota Manado
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2. Angka pengangguran Kota Manado tertinggi di kab/kota di Provinsi Sulut
(2021: 12.17%)

Pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal

Di beberapa lokasi masih rawan bencana, Banjir, Longsor, Kebakaran
PAD belum optimal

Belum optimalnya Pelayanan Air Bersih

No A

Belum optimalnya Pengelolaan Persampahan, baik dari sisi pengurangan
volumen sampah, maupun mekanismen/cara pengolahan sampabh.
Belum optimal Pengelolaan SPAL (IPLT-IPAL) Pencemaran Sungai (e-Colj
Wabah Pandemi dan Endemi

10. Backlog Rumah, RTLH, Kawasan Kumuh

11. Belum optimalnya integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

12. Belum optimal penertiban pelanggaran perda (RTRW, PBG, Sampah,

Limbah)

13. Di beberapa lokasi masih terjadi kemacetan

14. Pembangunan rendah karbon

Dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, perkiraan
capaian di tahun 2022, target kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 di tahun 2023, serta
14 isu-isu strategis dan permasalahan Kota Manado yang dijabarkan sebelumnya,
serta penyelarasan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara,
prioritas pembangunan daerah kota Manado (PK) dalam RKPD tahun 2023

dirumuskan sebagai berikut:

1. PK 1: Peningkatan Kualitas SDM
2. PK 2: Penguatan Ekonomi Kota
3. PK 3: Pembangunan Infrastruktur, Penataan Kota dan Peningkatan
Konektivitas
4. PK 4: Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. PK 5: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan
Publik Ditopang Pembiayaan dan Penganggaran yang Memadai
Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mando
Tahun 2023 ini diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran pembangunan Kota Manado Tahun 2023, terutama pencapaian indikator

makro sebagai berikut:
1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,10%

2) Inflasi 2,00 - 3,00%
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3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,00%
4) Angka Kemiskinan sebesar 5,50%

5) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 11,00%

6) Pendapatan per Kapita sebesar Rp.88,39 juta

7) Koefisien gini sebesar 0,340

8) Indeks Risiko Bencana 100

9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 60

Sasaran indikator makro ini berpijak pada target Nasional, target nasional
untuk Wilayah Sulawesi dan target Provinsi, serta berdasarkan capaian pada tahun-
tahun sebelumnya. Jika disandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, angka capaian yang
ditargetkan Pemerintah Kota Manado di tahun 2023 rata-rata lebih baik seperti
terlihat dalam tabel 4-4.

Tabel 4-4 Persandingan Target Nasional, Target Nasional untuk Sulawesi,

Target Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado Tahun 2023

Indikator Target Nasional ~ Target Nasional Target Target Kota Capaian
untuk Sulawesi Provinsi 2021
RPJMD 2023 Penyesuaian

Pertumbuhan 530-590 7,10-7,800 500-5,70 4,00-5,00 6,10 5,14

Ekonomi

TPT 6,00-5,30 4,70-4,20 6,00-6,50 11,00-12,00 11,00 12,17

Kemiskinan 8,00-7,00 8,80-8,30 593 5,50-5,60 5,50 6,19

Rasio Gini 0,378-0,375 0,402-0,323 0,355 0,35 0,340 0,346

IPM 73,29-73,35 67,73-7445 74 79,69 80,00 79,20

Indeks  Risiko 100,00 90,00 9545

Bencana

Indeks  Kualitas 71,02 60

Lingkungan Hidup

Pertumbuhan ekonomi yang sempat mengalami kontraksi sebesar -3,13% di
tahun 2020, mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2021 menjadi
5,14%. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai pulih di tahun
2021 dan sudah melampaui angka perumbuhan ekonomi yang menjadi target
RPJMD tahun 2023, dalam RKPD 2023 target pertumbuhan ekonomi mengalami

penyesuaian di angka 6,10. Selain itu, capaian rasio gini di tahun 2021 yang
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telah melampaui target RPJMD juga disesuaikan sehingga dalam RKPD tahun 2023
rasio gini ditargetkan sebesar 0,340. Sama halnya dengan capaian pertumbuhan
ekonomi dan rasio gini, indeks resiko bencana Kota Manado di tahun 2021 berada
di angka 95.45 yang sudah melampaui target RPJMD. Oleh karena itu, dilakukan
penyesuaian target di tahun 2023 yaitu di angka 90,00. Sekanjutnya, dengan
capaian IPM di tahun 2021 sebesar 79,20 yang hampir melampaui target RPJMD di
tahun 2023, maka indicator makro IPM untuk RKPD tahun 2023 dilakukan
penyesuaian sedikit di atas target RPJMD yaitu di angka 80,00 Untuk target
indikator makro lainnya mengikuti target pada RPJMD 2023.

Untuk menjamin konsistensi dan menjamin pelaksanaannya, selanjutnya
dilakukan sinergitas antara prioritas Kota Manado dengan prioritas Provinsi
Sulawesi Utara dan Prioritas Nasional seperti disajikan dalam gambar 4.6. Lebih
lanjut lagi, keterkaitan antara sasaran RPJMD 2021-2026 dengan prioritas
pembangunan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4-5. Sedangkan sinkronisasi
antara isu strategis dan prioritas Kota Manado dengan prioritas Provinsi Sulawesi
Utara dan Prioritas Nasional seperti disajikan dalam tabel 4-6. Selain itu,
sinkronisasi prioritas pembangunan Kota Manado tahun 2023 dengan rumusan
program unggulan (yang juga mendukung pencapaian 17 Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan) pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026
terlihat pada Gambar 4.7. Adapun matriks RKPD Kota Manado tahun 2023 disajikan
pada Gambar 4.8
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RKP NASIONAL:
Peningkatan Produktivitas untuk

Transtormasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Berkualitas dan Berdaya Saing

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan Perubahan Ikiim

Memperkuat Stabilitas Polhukankam dan
Transformasi Pelayanan Publik

Gambar 4.6 Sinergitas Tema Prioritas Kota Manado

RKPD KOTA: RKPD PROVINSI:
Akselerasi Perekonomian Melalui Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui
Pembangunan SDM dan Infrastruktur Pembangunan SDM dan Infrastruktur yang
Didukung Struktur Pembiayaan dan Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Penganggaran yang Handal

PK1
Peningkatan Kualitas SOM

PK 2 Peningkatan Daya Saing Unggulan Produk
Penguatan Ekonomi Kota S —

Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan
Konektivitas

PK3

Pembangunan Infrastruktur, Penataan <~
Kota dan Peningkatan Konektifitas ™ \

Pembangunan Kepariwisataan

PK4

’:‘) Pembangunan Lingkungan Hidup yang Penanggulangan Bencana dan Mitigasi
Berkelanjutan Perubahan Ikiim
PK5 Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan
_ Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
"""" dan Ku?htas Pelayanan Publik Ditopang T Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembiayaan dan Penganggaran yang
Memadai
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Tabel 4.5 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Manado 2023

MISI/TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2023 PRIORITAS PRIORITAS NASIONAL DAN
RKPD 2023 PROVINSI YANG TERKAIT
MISI 1: PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA KOTA MANADO
TUJUAN: SASARAN 1 : Percepatan Persentase keluarga miskin 100% PK 1: PN 3:
Mewujudkan pengentasan kemiskinan yang mendapatkan pelayanan Peningkatan Meningkatkan Sumber Daya
masyarakat penanggulangan kemiskinan Kualitas SDM Manusia Berkualitas dan
kota Manado Persentase rumah tangga rentan 100% Berdaya Saing
yang sehat miskin yang mendapatkan akses
sejahtera dan pemberdayaan ekonomi dan PN 4:
berpendidikan, perlindungan sosial Revolusi Mental dan
terampil dan SASARAN 2 : Persentase peserta pelatihan Pembangunan Kebudayaan
berdaya saing, | Percepatan peningkatan yang mendapatkan pekerjaan 30%
serta kompetensi dan keterampilan setelah mendapat pelatihan. ° PP 1
berkarakter Angkatan kerja Percepatan Penanggulangan
dengan SASARAN 3 : Percepatan APS Penduduk usia 3-6 tahun 49,69% Kemiskinan
pengarusutam | Peningkatan Cakupan Layanan
aan gender dan Kualitas Pendidikan Usia Dini | APS Penduduk Usia 7 s/d 17 100% PP 2:
dan Dasar tahun Peningkatan Kualitas SDM
APS Penduduk Usia 13 s/d 15 100%
tahun
SASARAN 4 : Angka Kematian Bayi 13.46
Meningkatnya derajat Kesehatan Angka Kematian Ibu 66.29
masyarakat kota Manado Presentase Puskesmas dengan
oo 68.75%
status akreditasi naik
Prevalensi Obesitas penduduk
25%
>18 tahun;
Prevalensi stunting 6,64%
Insidensi TB;
Jumlah kejadian baru / jumlah 252
penduduk X 100.000
Insidensi HIV 12
SASARAN 5 : Terjalinnya Jumlah kejadian SARA yang
kerukunan dan keamanan yang terjadi
semakin baik 0
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MISI/TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2023 PRIORITAS PRIORITAS NASIONAL DAN
RKPD 2023 PROVINSI YANG TERKAIT
MISI 2: PENGUATAN EKONOMI KOTA YANG BERTUMPU PADA INDUSTRI JASA, PERDANGANGAN, DAN PARIWISATA
TUJUAN: SASARAN 1 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata 4.4 9 PK 2: PN 1:
Mewujudkan Kontribusi Sektor Pariwisata Bagi | Terhadap PDRB e Penguatan Memperkuat Ketahanan
pertumbuhan Perekonomian Daerah Jumlah Kunjungan Wisatawan Ekonomi Kota Ekonomi untuk
. 75.000 -
ekonomi yang Mancanegara Pertumbuhan Berkualitas
berkualitas Kontribusi Sektor Pariwisata 70, dan Berkeadilan
dan inklusif Terhadap PAD °
melalui Jumlah Tenaga Kerja di Sektor 18.000 PN 2:
penguatan Pariwisata : Mengembangkan Wilayah
sektor SASARAN 2 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan 6.15% uptuk Mengurangi )
unggulan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB 70 Kesenjangan dan Menjamin
dan Jasa Bagi Perekonomian Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pemerataan
5458
Daerah Perdagangan dan Jasa
Tingkat Inflasi 2-3% PP 3:
SASARAN 3 : Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN Rp. 1.742.424.185.250 Pembangunan Infrastruktur
Investasi yang Berkelanjutan Jumlah Investor PMA/PMDN 512 dan Pemr.lg.katan
Konektivitas
PP 4:
Pembangunan
Kepariwisataan
MISI 3: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENATAAN KOTA, DAN PERLUASAN KONEKTIVITAS
TUJUAN: SASARAN 1 : Percepatan Persentase RT yang menempati 96.7% PK 3 PN 2:
Mewujudkan peningkatan aksesbilitas dan hunian layak dan terjangkau; 00 Pembangunan Mengembangkan Wilayah
Manado kota kualitas perumahan layak huni Persentase RT yang menempati Infrastruktur, untuk Mengurangi
. - . S 95% Layak . s
layak huni dan permukiman yang tertata hunian dengan akses air minum Penataan Kota | Kesenjangan dan Menjamin
15% Aman
layak dan aman,; dan Pemerataan
Persentase RT yang menempati o Peningkatan
hunian dengan akses sanitasi ?80? kayak Konektifitas PN 5:
layak dan aman,; o Aman Memperkuat Infrastruktur
Luasan kawasan kumuh 117Ha untuk Mendukung.
SASARAN 2 : Meningkatnya Persentase Panjang jalan 89% Pengembangan Ekonomi dan
kualitas kawasan perkotaan yang | kondisi baik; ° Pelayanan Dasar
tertata dan inklusif Persentase saluran drainase 759
berkinerja baik; 0 PP 4:
Persentase berkurangnya Pembangunan Infrastruktur
. 226,2 Ha dan Peningkatan
daerah rawan genangan; 1g/
Persentase trotoar kondisi baik; 46,93% Konektivitas
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MISI/TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 2023 PRIORITAS PRIORITAS NASIONAL DAN
RKPD 2023 PROVINSI YANG TERKAIT
SASARAN 3 : Meningkatnya Persentase kawasan 82%
konektivitas antar wilayah dalam permukiman terlayani angkutan PP 6:
kota yang lebih baik public. Penanggulangan Bencana
dan Mitigasi Perubahan Iklim
MISI 4 : PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN
TUJUAN: SASARAN 1 : Meningkatnya Indeks Kualitas Air; 65 PK 4: PN 4:
Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dan Indeks Kualitas Udara; 95 Pembangunan Revolusi Mental dan
pembangunan | terjaganya daya dukung alam di Lingkungan Pembangunan Kebudayaan
kota kota manado Indeks kualitas Tutupan Lahan. 30 Hidup yang
berwawasan Berkelanjutan PN 6:
lingkungan, SASARAN 2 : Meningkatnya 30 % pengurangan sampabh; o Membangun Lingkungan
berketahanan kualitas menajemen penanganan 27% Hidup, Meningkatkan
Yy p g p, g
bencana, dan dan pengelolaan sampah yan, Ketahanan Bencana dan
adaptif profepgsicf)gnal e 70 % penanganan sampah. 72% Perubahan Iklim
terhadap SASARAN 3 : Meningkatnya Jumlah penduduk terdampak 750 KK
perubahan ketahanan bencana dan bencana alam; PP 6:
iklim adaptifitas kota terhadap dampak | Kerugian material akibat 3.750.000.000 Penanggulangan Bencana
perubahan iklim bencana alam; : : : dan Mitigasi Perubahan Iklim
Luas wilayah rawan bencana. 81.82 Km2
MISI 5 : PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DIDUKUNG OLEH SINERGITAS ANTAR DAERAH
Terwujudnya SASARAN 1 : Terciptanya Tingkat Maturitas SPBE; B PK 5: PN 7:
peningkatan sistem pemerintahan berbasis Peningkatan Memperkuat Stabilitas
efisiensi dan elektronik yang mendukung Tata Kelola Polhukankam dan
efektivitas perbaikan kualitas pelayanan Indeks Pelayanan Publik. 3,5-3,99 Pemerintahan Transformasi Pelayanan
capaian publik yang prima kepada dan Kualitas Publik
reformasi masyarakat Pelayanan
birokrasi SASARAN 2 : Meningkatnya Opini Laporan Keuangan,; WTP Publik PP 7:
capaian kinerja dan keuangan Ditopang Peningkatan Kualitas Tata
pemerintah melalui Nilai LAKIP; 74 - 79 Pembiayaan Pemerintahan
implementasi system dan
akuntabilitas kinerja. Tingkat Maturitas APIP. Level 3 Penganggaran PP 8:

SASARAN 3 : Terciptanya Sumber
Daya Aparatur Yang Profesional,
Berkinerja dan Sejahtera

Indeks Inovasi Daerah

Sangat Inovatif

Indeks Profesionalitas ASN

71

yang Memadai

Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
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Tabel 4.6 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Kota Manado dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Utara dan Prioritas
Nasional Tahun 2023

Isu Strategis/Permasalahan

Prioritas Nasional

Prioritas Provinsi Sulut

Prioritas Kota Manado

Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim

1. Angka kemiskinan Kota PN3 | Meningkatkan Sumber | PP1 | Percepatan PK1 | Peningkatan Kualitas SDM
Manado meningkat dari Daya Manusia Penanggulangan
5,86% (2020) menjadi 6,19% Berkualitas dan Kemiskinan
(2021). Dari persentase Berdaya Saing
tersebut, terdapat 176.691 PN4 | Revolusi Mental dan PP2 | Peningkatan Kualitas SDM
jiwa/44.173 KK dalam data Pembangunan
Kemiskinan Kota Manado Kebudayaan
2. Angka pengangguran Kota PN3 | Meningkatkan Sumber | PP1 | Percepatan PK1 | Peningkatan Kualitas SDM
Manado tertinggi di Daya Manusia Penanggulangan
kab/kota di Provinsi Sulut Berkualitas dan Kemiskinan
(2021: 12.17%) Berdaya Saing
PN4 | Revolusi Mental dan PP2 | Peningkatan Kualitas SDM
Pembangunan
Kebudayaan
3. Pertumbuhan ekonomi yang | PN1 | Memperkuat PP3 | Peningkatan Daya Saing PK2 | Penguatan Ekonomi Kota
belum maksimal Ketahanan Ekonomi Unggulan Produk
untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan
Berkeadilan
PN2 | Mengembangkan PPS5 | Pembangunan
Wilayah untuk Kepariwisataan
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan
4. Di beberapa lokasi masih PN4 | Revolusi Mental dan PP6 | Penanggulangan Bencana PK4 | Pembangunan Lingkungan
rawan bencana, Banjir, Pembangunan dan Mitigasi Perubahan Hidup yang Berkelanjutan
Longsor, Kebakaran Kebudayaan Iklim
PN6 | Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
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Isu Strategis/Permasalahan

Prioritas Nasional

Prioritas Provinsi Sulut

Prioritas Kota Manado

Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim

5. PAD belum optimal PN7 | Memperkuat Stabilitas | PP7 | Peningkatan Kualitas Tata | PK5 | Peningkatan Tata Kelola
Polhukankam dan Pemerintahan Pemerintahan dan Kualitas
Transformasi PP8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditopang
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Pembiayaan dan
Penganggaran yang
Memadai
6. Belum optimalnya PN2 | Mengembangkan PP4 | Pembangunan PK3 | Pembangunan
Pelayanan Air Bersih Wilayah untuk Infrastruktur dan Infrastruktur, Penataan
Mengurangi Peningkatan Konektivitas Kota dan Peningkatan
Kesenjangan dan Konektifitas
Menjamin Pemerataan
PN5 | Memperkuat PP6 | Penanggulangan Bencana
Infrastruktur untuk dan Mitigasi Perubahan
Mendukung Iklim
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Belum optimalnya PN4 | Revolusi Mental dan PP6 | Penanggulangan Bencana PK4 | Pembangunan Lingkungan
Pengelolaan Persampahan, Pembangunan dan Mitigasi Perubahan Hidup yang Berkelanjutan
baik dari sisi pengurangan Kebudayaan Iklim
volumen sampah, maupun PN6 | Membangun
mekanismen/cara Lingkungan Hidup,
pengolahan sampah. Meningkatkan
Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim
Belum optimal Pengelolaan PN4 | Revolusi Mental dan PP6 | Penanggulangan Bencana PK4 | Pembangunan Lingkungan
SPAL (IPLT-IPAL) Pembangunan dan Mitigasi Perubahan Hidup yang Berkelanjutan
Pencemaran Sungai (e-Coli) Kebudayaan Iklim
PN6 | Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
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Isu Strategis/Permasalahan

Prioritas Nasional

Prioritas Provinsi Sulut

Prioritas Kota Manado

9. Wabah Pandemi dan PN3 | Meningkatkan Sumber | PP1 | Percepatan PK1 | Peningkatan Kualitas SDM
Endemi Daya Manusia Penanggulangan
Berkualitas dan Kemiskinan
Berdaya Saing
PN4 | Revolusi Mental dan PP2 | Peningkatan Kualitas SDM
Pembangunan
Kebudayaan
10. Backlog Rumah, RTLH, PN2 | Mengembangkan PP4 | Pembangunan PK3 | Pembangunan
Kawasan Kumuh Wilayah untuk Infrastruktur dan Infrastruktur, Penataan
Mengurangi Peningkatan Konektivitas Kota dan Peningkatan
Kesenjangan dan Konektifitas
Menjamin Pemerataan
PN5 | Memperkuat PP6 | Penanggulangan Bencana
Infrastruktur untuk dan Mitigasi Perubahan
Mendukung Iklim
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
11. Belum optimalnya integrasi | PN7 | Memperkuat Stabilitas | PP7 | Peningkatan Kualitas Tata | PK5 | Peningkatan Tata Kelola
Sistem Pemerintahan Polhukankam dan Pemerintahan Pemerintahan dan Kualitas
Berbasis Elektronik gransformam ' PP8 | Peningkatan Kualitas Pelaygnan Publik Ditopang
elayanan Publik . Pembiayaan dan
Pelayanan Publik p
enganggaran yang
Memadai
12. Belum optimal penertiban PN4 | Revolusi Mental dan PP6 | Penanggulangan Bencana PK4 | Pembangunan Lingkungan
pelanggaran perda (RTRW, Pembangunan dan Mitigasi Perubahan Hidup yang Berkelanjutan
PBG, Sampah, Limbah) Kebudayaan Iklim
PN6 | Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim
13. Di beberapa lokasi masih PN2 | Mengembangkan PP4 | Pembangunan PK3 | Pembangunan
terjadi kemacetan Wilayah untuk Infrastruktur dan Infrastruktur, Penataan
Mengurangi Peningkatan Konektivitas
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Isu Strategis/Permasalahan

Prioritas Nasional

Prioritas Provinsi Sulut

Prioritas Kota Manado

Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan

Kota dan Peningkatan
Konektifitas

PN5 | Memperkuat PP6 | Penanggulangan Bencana
Infrastruktur untuk dan Mitigasi Perubahan
Mendukung Iklim
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
14. Pembangunan rendah PN4 | Revolusi Mental dan PP6 | Penanggulangan Bencana PK4 | Pembangunan Lingkungan
karbon Pembangunan dan Mitigasi Perubahan Hidup yang Berkelanjutan
Kebudayaan Iklim
PN6 | Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan

Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim
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Gambar 4.7 Sinergitas Program Unggulan dan Prioritas RKPD 2023

- MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN,
MENINGKATKAN INVESTASI (TPB-8,10)

ey L1 3N

== SINERGITAS 15
“— PROGRAM UNGGULAN dan

SWc
=

MENYEDIAKAN PERUMAHAN LAYAK

‘N HUNI YANG TERJANGKAU BAGI
R— R R ) PRIORITASRKPDTAHUN 2023
MENATA LINGKUNGAN SEKITAR PK1
0 MENJADI INDAH & NYAMAN, AGAR : _ : 1 PENATAAN & PEMBANGUNAN
M SUPAYA PRODUKTIVITAS & Peningkatan Kualitas SOM : TAMAN TERMASUK FASILITAS SOSIAL
KREATIVITAS MENINGKAT (TPB-11) % & FASILITAS UMUM LAINNYA (TPB-
) 9,11,13)
MENGELOLA PASAR SECARA : /
mm PROFESIONAL UNTUK KENYAMANAN PK 2 PENATAAN 2 PENGELOLAAN
PENJUAL & PEMBELI .
(TPB-11) : Penguatan Ekonomi Kota PEKUBURAN UMUM (TPB-1,11)

PK 3
Pembangunan Infrastruktur, Penataan
Kota dan Peningkatan Konektivitas

PK 4
Pembangunan Lingkungan yang

berkelanjutan PENATAAN ANGKUTAN UMUM

AGAR SUPAYA MASYARAKAT BISA
MENDAPAT SARANA TRANSPORTASI
PK 5 YANG EFISIEN & NYAMAN (TPB-9,11)

MENINGKATKAN FASILITAS &
PELAYANAN KESEHATAN
(TPB-3)

ATKAN KUALITAS

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

dan Kualitas Pelayanan Publik Ditopang

Pembiayaan dan Penganggaran yang
Memadai
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Gambar 4.8 Matriks RKPD Kota Manado Tahun 2023

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN & KELAUTAN,
DUKCAPIL,, DP3A, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB

DPMPTSP, BAG PEREKONOMIAN,

PERHUBUNGAN, DLH

KEBAKARAN, KECAMATAN

Misi
I TEMA : AKSELERASI PEREKONOMIAN MELALUI PEMBANGUNAN SDM DAN INFRASTRUKTUR DIDUKUNG STRUKTUR PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN YANG HANDAL
3 4 5
PENINGKATAN TATA KELOLA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PEMERINTAHAN DAN KUALITAS
PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGUATAN EKONOMIKOTA PENATAANKOTA DAN N e BERKEL At PELAYANAN PUBLIK DITOPANG
PENINGKATAN KONEKTIFITAS PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
YANG MEMADAI
. Angka kemiskinan 5,5% Laju pertumbuhan ekonomi 6,10% L
indicator TPT 11%, Koefisien Gini 0,340, Inflasi 2,00 — 3,00% o ke Riolko Bencanad0 o
makro IPM 80,00% Pendapatan per Kapita Rp.88,39 juta ndeks Kualitas Lingkungan Hidup
1. Angka kemiskinan Kota Manado . - 1. Di beberapa lokasi masih rawan bencana
meningkat dari 5,86% (2020) menjadi 1 E:r':m optimal pelayanan air banir, longsor dan kebakaran
o >
6,19% (2021). ) 2. Backlog rumah, RTLH, 2. Belum optimal pengelolaan persampahan 1. PAD belum optimal
Terdapat 176.691 jiwa/44.173 KK . (pengurangan dan pengolahan) : ¢ .
MASALAH ol 1.Pertumbuhan ekonomi yang Kawasan kumuh, berkurang h Belum optimalnya integrasi
11U miskin dalam DTKS. . 3. Belum optimal pengelolaan SPAL (IPLT- : N :
belum maksimal daerah resapan (RTH) A " Sistem Pemerintahan Berbasis
2. Angka pengangguran Kota Manado 3 3. Dibeberapa lokasi masih IPAL), pencemaran sungai (e-coli) Elektronik
tahun terakhir tertinggi di kab/kota di . teriadi kerﬁacetan 4. Belum optimal penertiban pelanggaran
Provinsi Sulawesi Utara (2021: 12,17%) L perda ( RTRW, PBG, sampah, limbah)
3. Wabah pendemi dan endemic 5. Pembangunan rendah karbon
1. a. Percepatan pengentasan kemiskinan
- Pada desil 1 DTKS, turun sebesar 0.62% = 1093
jiwa/273 KK 1 Terlak: lahan di
- Berdasarkan target menjadi 5,5%, yaitu turun 1. Meningkatnya pelayanan air - @ Terlaksanaya rencana psnataan lahan di
sebesar 0.60% darii DTKS = 1220 jiwa/305 KK 1 Peninakatan Kontribusi bersin Sempadan sungai dan dasrah rawan longsor
b. Updating DTKS : g b 2. Meningkatnya luasan daerah - Meningkatnya pelayanan penyelamatan . . .
Meningkatkan daya beli masyarakat miskin sektor pariwisata, RTH dan evakuasi korban kebakaran 1. Pengidentifikasian PAD
STRATEGI o ennd ” v erdagangan dan jasa resapan (RTH) 2. Meningkatnya pengelolaan sampah 2. Pemantapan SPBE (digitalisasi
2 a. Menurunnya angka pengangguran menjadi P gang J ’ 3. Menurunkan angka . ningkatnya peng P ) N pan g
11.00% sert_a sektor L_JMKM . kemacetan dengan 3. Optimalisasi IPAL Kawasan dan dan integrasi data daerah)
b. Meningkatnya jumlah pelaku usaha Ekraf 2.Peningkatan investasi meningkatkan pelayanan 4 #errbkangunan IPLT ‘.i:" IPAlL komunal d
3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat transportasi massal 5 Terlaksanaya penebrtl an pe angaa:]alr: pzr a
melalui penguatan pelayanan promotive preventif - | erlaksanaya pembangunan rendan karoon
kesehatan di Puskesmas, termasuk di dalamnya
vaksinasi dan percepatan pencegahan stunting
1. PERUMAHAN LAYAK HUNI 1 PERUMAHAN LAYAK HUNI 1 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2. BANSOS LANSIA 1 LAPANGAN PEKERJAAN 2 PENGELOLAAN SAMPAH 2. PENEGAKAN PERDA
PROGRAM 3. LAPANGAN PEKERJAAN 2‘ PENGELOLAAN PASAR 3. REVITALISAS| PSU 3. PENANGGULANGAN BENCANA 1.  KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
UNGGULAN 4. PELAYANAN & PENDATAAN KEPENDUDUKAN 4 PENATAAN TAMAN 4. PENCEGAHAN KEBAKARAN & NON 2. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5. PELAYANAN KESEHATAN 5 PENATAAN ANGKUTAN UMUM KEBAKARAN
6. KUALITAS PENDIDIKAN 6. PENATAAN PEKUBURAN UMUM 5. PENGELOLAAN SAMPAH
PROGRAM
PRIORITAS 13PD, 25 PROGRAM 6 PD, 12 PROGRAM 4 PD, 10 PROGRAM 6 PD, 10 PROGRAM 7 PD, 10 PROGRAM
DINAS DIKBUD, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL
y : : DINAS PARIWISATA, DINAS PERINDAG
DISNAKER, DINAS KOPERASI UMKM, DINAS PERKIM | : INSPEKTORAT, BKAD, BAPENDA, BKPSDM
PERANGKAT y ;. . DISKOP UMKM, DINAS PERTANIAN, DINAS PUPR, DINAS PERKIM, DINAS . - g .
DAERAH DINAS PARIWISATA, DINAS PANGAN, DINAS PUPR, KELAUTAN DAN PERIKANAN, DINAS PUPR, DLH, SATPOL PP, BPBD, DINAS BAPELITBANG,

DISKOMINFO, BAG ORGANISASI
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Penjabaran kelima prioritas pembangunan Kota Manado berdasarkan 14

permasalahan/isu strategis adalah sebagai berikut:
PRIORITAS KOTA 1: PENINGKATAN KUALITAS SDM

Gambar 4.9 Isu Strategis/ Permasalahan, Sasaran, Inovasi dan Perangkat

Daerah Prioritas 1 “Peningkatan Kualitas Manusia”

1. - Angka kemiskinan Kota Manado tahun 2021 = 6,19%.
Target penurunan tahun 2023 = 5,50%

- Terdapat 176.691 jiwa/44.173 KK miskin dalam DTKS..
2. Angka pengangguran Kota Manado 3 tahun terakhir
tertinggi di kab/kota di Provinsi Sulawesi Utara (2021: FUFR
12,17%, target 2023 = 11,00%
. Wabah pendemi dan endemic

ISU STRATEGIS /
PERMASALAHAN

1. Percepatan pencapaian pengentasan kemiskinan.

- Pada desil 1 DTKS, turun sebesar 0.62% = 1093 jiwa/273
KK

- Berdasarkan target menjadi 5,5%, yaitu furun sebesar
0.69% darii DTKS = 1220 jiwa/305 KK

2. Berkurangnya angka pengangguran (Target 2023: 11,00%)
yaitu dengan penciptaan lapangan pekerjaan bagi 22.000
pencari kerja dan peningkatan jumlah pelaku usaha Ekraf

3. Vaksinasi Lengkap utk penduduk Manado dan
percepatan pencegahan stunting

SASARAN

. Kolaborasi Program KL & PD untuk penanggulangan
kemiskinan ditujukan pada 545 KK Miskin yang sama sebagai
penerima RTLH/Rusunawa, Program Sosial (PKH, KKS, KIS, KIP),
Paket A dan Bantuan Usaha. Perlu Rakor tersendiri.

DINAS Pengenda
PERKIM

USULAN INOVASI . Tersistemnya Bursa Pencari Kerja dan digitalisasi sektor UMKM
3. Digitalisasi usaha Promotif dan Preventif Kesehatan

Berdasarkan Gambar 4.9, PK 1 dalam Rancangan RKPD Kota Manado tahun
2023 adalah peningkatan kualitas manusia. Isu strategis yang terkait dengan PK 1

ini adalah:

1. Angka kemiskinan Kota Manado meningkat dari 5,86% di tahun 2020
menjadi 6,19% di tahun 2021. Dari persentase tersebut, terdapat 176.691
jiwa/44.173 KK dalam data Kemiskinan Kota Manado.

2. Angka pengangguran Kota Manado 3 tahun terakhir tertinggi di
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara

3. Wabah pendemi dan endemic

Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan menjadi berdasarkan

target angka kemisnikan di tahun 2023 yaitu 5.50% (penurunan sebesar 0.69%),

diperlukan asumsi perhitungan jumlah penduduk/rumah tangga miskin yang
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menjadi target. Dengan menggunakan DTKS 2021 yaitu 176.691 jiwa, berikut ini
perhitungan target jumlah penduduk/rumah tangga miskin di tahun 2023:

1. Menentukan Desil 1 (Penduduk/Rumah Tangga dalam kelompok kondisi
10% terendah atau sangat miskin) dari jumlah DTKS (176.691 jiwa), yaitu
176.691 x 10% = 17.669 jiwa x 6,19% = 1.093 jiwa atau 273 KK miskin
berada pada desil 1. (Asumsi 1 KK = 4 jiwa)

Dengan demikian, target jumlah persentase penduduk miskin yang
tertangani sebesar 0,62% (1.093 jiwa/ 176.691 jiiwa)

2. Berdasarkan target penurunan angka kemiskinan menjadi 5.50% atau
penurunan sebesar 0.69% dari DTKS , yaitu 176.691 x 0.69% = 1.220 jiwa
atau 305 KK miskin.

Selanjutnya, sesuai dengan skenario menurunkan angka kemiskinan
berdasarkan lokus peta kemiskinan skala kelurahan, terdapat 5 kelurahan dengan
jumlah penduduk miskin terbesar yaitu pada Kelurahan Bailang (5.469 jiwa),
Kelurahan Banjer (5.267 jiwa), Kelurahan Kombos Timur (4.915 jiwa), Kelurahan
Mahawu (4.514 jiwa), dan Kelurahan Sumompo (4.495 jiwa), seperti yang disajikan

pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.10 Skenario Menurunkan Angka Kemiskinan Berdasarkan Lokus

Peta Kemiskinan Skala Kelurahan

= Penduduk pada Kel. Bailang, Banjer, Kombos Timur,
Mahawu dan Sumompo yang bertempat tinggal di

9 b ¢ sempadan sungai, masuk pada kategori penduduk
By miskin dan masuk pada kelompok desil 1 sebanyak

KOTA MANADO TAHUN 2021

1.093 jiwa / 273 KK, mendapatkan program:

Program RUSUNAWA (Menangani
7 indikator)

Membantu meningkatkan daya
beli, pendidikan dan kesehatan
(Menangani 5 indikator)

Membantu meningkatkan
pendapatan/daya beli, pendidikan
dan Kesehatan (Menangani7

. indikator
5 Kelurahan yang memiliki penduduk miskin . progmjm KUBE
terbanyak Tahun 2021 : * Program pelatihan/pendampingan

usaha dan bantuan kredit mikro

Kelurahan Bailang (5.469 jiwa)

Kelurahan Banjer (5.267 jiwa) + Program Pendidikan kesetaraan

Kelurahan Kombos Timur (4.915 jiwa) bagi kepala keluarga
Kelurahan Mahawu (4.514 jiwa) + Bantuan beasiswa
Kelurahan Sumompo (4.495 jiwa) (Menangani 1 indikator)
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Selain itu, sesuai dengan scenario menurunkan angka kemiskinan
berdasarkan lokus sandingan jumlah penduduk di kawasan kumuh dan jumlah
penduduk miskin per kelurahan, terdapat 4 kelurahan pada klasifikasi sangat tinggi
yaitu: Kelurahan Bunaken, Kelurahan Alung Banua, Kelurahan Manado Tua I dan
Kelurahan Manado Tua II (semuanya berada di Kecamatan Bunaken Kepualuan),
dan 2 Kelurahan pada klasifikasi tinggi yaitu: Kelurahan Taas dan Kelurahan

Tingkulu, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.11 Skenario Menurunkan Angka Kemiskinan Berdasarkan LOKUS
Sandingan Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh dan Jumlah Penduduk

Miskin per Kelurahan

Penduduk miskin pada : Kel. Bunaken, Kel. Alung Banua,
Kel. Manado Tua Satu, Kel. Manado Tua Dua dan Kel.
Taas, Kel. Tingkulu yang bertempat tinggal di sempadan
sungai, masuk pada kategori penduduk miskin dan
masuk pada kelompok desil 1 sebanyak 1.093 jiwa / 273
KK, mendapatkan program:

* Program RUSUNAWA bagi
Kel. Taas dan Tingkulu

* Program RTLH bagi Kel.
Bunaken, Kel. Alung Banua,
Kel. Manado Tua Satu, Kel.
Manado Tua Dua

PETA SEBARAN NILA| PERSENTASE
AN RENDAH

TERHADAP PENDUDUK MISKIN
PER KELURAHAN DI KOTA MANADO

Program peningkatan daya
beli, pendidikan dan
kesehatan

Program peningkatan
pendapatan/daya beli,
pendidikan dan Kesehatan
(Menangani7 indikator)

+ 4 kelurahan pada klasifikasi sangat tinggi yaitu : Kel. Bunaken,
Kel. Alung Banua, Kel. Manado Tua Satu, Kel. Manado Tua Dua Program Pendidikan
(semuanya di Kecamatan Bunaken Kepualuan). kesetaraan bagi kepala

+ 2 Kelurahan pada klasifikasi tinggi yaitu : Kel. Taas dan Kel. keluarga
Tingkulu. Bantuan beasiswa

Selain itu, upaya percepatan pengentasan kemiskinan dilakukan dengan
pembaharuan/upadate DTKS untuk memastikan penduduk/rumah tangga miskin
yang menjadi target adalah pada desil 1 yaitu, kelompok dengan kondisi 10%
terendah/sangat miskin. Selanjutnya, upaya menurunan angka pengangguran
menjadi 11,00% di tahun 2023 dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja bagi

22.000 pencari kerja dan peningkatan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif.

Sedangkan, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan
melalui penguatan pelayanan promotive preventif kesehatan di Puskesmas. Hal ini
dicapai melalui vaksinasi Lengkap utk penduduk Manado dan percepatan

pencegahan stunting.
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Terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting, dilakukan intervensi

perbaikan gizi:

1. Intervensi gizi spesifik yaitu upaya-upaya untuk mencegah dan
mengurangi gangguan secara langsung
2. Intervensi gizi sensitif yaitu upaya-upaya untuk mencegah dan
mengurangi gangguan secara tidak langsung
Gambar di bawah ini menunjukkan data 12 kelurahan dengan jumlah
keluarga yang beresiko stunting terbanyak di Kota Manado. Berdasarkan gambar
tersebut kelurahan dengan jumlah keluarga beresiko stunting terbanyak adalah
Kelurahan Mahawu. Di Kelurahan Mahawu ini terdapat sebanyak 1.028 keluarga

yang masuk sebagai keluarga beresiko stunting.

Gambar 4.12 Lokus Kelurahan dengan Jumlah Keluarga Beresiko Stunting

Terbanyak

12 Kelurahan dengan Jumlah
Keluarga Beresiko STUNTING Terbanyak

Kelurahan dengan Jumlah Keluarga Beresiko

2 ® 2 I A 3 U 4 z2 v ® T
Stunting Terbanyak : = 2 23 £ 2 2 ¢S =z & &
Kelurahan Mahawu (1.028 Keluarga) 2 3 2 95 2 £ 3 % ¢ % 2
Kelurahon dengon Jumlah Keluarga Beresiko 3 B R 2 =z R
Stunting Paling Sedikit: 0 . > E g

g (o=

Kelurahan Ranotana (35 Keluarga)

® Jumlah Keluarga Beresiko Jumlah Keluarga

Total Keluarga Beresiko Stunting = 32.014 Keluarga

Selanjutnya, gambar di bawah ini menunjukkan data 10 Kelurahan dengan
jumlah stunting terbanyak. Dari gambar tersebut, jumlah Balita Stunting terbanyak
berada di Kelurahan Manado Tua I dengan total 21 Balita Stunting, diikuti oleh
Kelurahan Ranomuut dengan jumlah 14 Balita Stunting dan Kelurahan Bailang

dengan jumlah 12 Balita Stunting.
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Gambar 4.13 Lokus Kelurahan dengan Jumlah Balita Stunting Terbanyak

{1 MANADO TUA DUA

TERNATE TANJUNG

Kelurahan dengan Jumlah Balita Stunting
Terbanyak :
Kelurahan Manado Tua | (21 Balita)

Total Balita Stunting Kota Manado =
148 Balita

10 Kelurahan dengan Jumlah
Balita STUNTING Terbanyak

MANADO TUA SATU
MOLAS
BAILANG

SINGKIL DUA

LAPANGAN
RANOMUUT
WANEA

TELING ATAS

0 5 10 15 20 25

® Jumlah Balita Stunting

Lebih lanjut lagi, jika dilihat berdasarkan kelurahan dengan persentase balita

stunting tertinggi, Kelurahan Manado

Tua I merupakan kelurahan dengan

persentase balita stunting tertinggi yaitu sebesar 30%, yang diikuti oleh Kelurahan

Manado Tua II sebesar 9%, seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.14 Lokus Kelurahan dengan Persentase Balita Stunting Tertinggi

4 MANADO TUA DUA

| TERNATE TANJUNG

Kelurahan dengan Persentase  Balita
Stunting Tertinggi :

Kelurahan Manado Tua | (30 %)

Jumlah Badlita : 70 Balita

Jumlah Balita Stunting : 21 Balita

Total Balita Stunting Kota Manado : 148 Balita

10 Kelurahan dengan Persentase
Balita STUNTING Tertinggi

MANADO TUA SATU
MOLAS

BAILANG

TERNATE BARU
BENGKOL
LAPANGAN

DENDENGAN LUAR

RANOMUUT

TANJUNG BATU

0 5 10 15 35

20

25 30

W Persentase Balita Stunting (%)
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Adapun usulan inovasi yang dilakukan terkait dengan PK 1 pada rancangan

RKPD Kota Manado tahun 2023 adalah:

1. Kolaborasi Program KL & PD untuk penanggulangan kemiskinan
ditujukan pada 273-305 KK Miskin (1093 - 1220 penduduk miskin) yang
sama sebagai penerima RTLH/Rusunawa, Program Sosial (PKH, KKS, KIS,
KIP), Paket A dan Bantuan Usaha. Perlu Rakor tersendiri.

2. Tersistemnya Bursa Pencari Kerja dan digitalisasi sektor UMKM

3. Digitalisasi usaha Promotif dan Preventif Kesehatan

PRIORITAS KOTA 2: PENGUATAN EKONOMI KOTA

Gambar 4.15 Isu Strategis/ Permasalahan, Sasaran, Inovasi dan Perangkat

Daerah Prioritas 2 “Penguatan Ekonomi Kota”

Pertumbuhan ekonomi yang belum

maksimal

PERMASALAHAN

. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
. Meningkainya sektor perdagangan dan jasa tferhadap
PDRB
. Meningkatnya sektor UMKM
SASARAN . Meningkatnyainvestasiyang berkelanjutan

Pembentukan Badan Hukum Koperasi di sefiap
Kecamatan - Diskop

Aplikasi PADI (Pasar Digital) - Disperindag
Pembangunan Rumah Produksi dan Kemasan
(Sentra IKM) - Disperindag

Kampung produksi minyak kelapa - Dinas
Pertanian; Dinas Perindag

Kampung wisata mangrove

Pengembangan Sport Tourism - Teluk Manado &
Tahura. (Dispar-Dispora-Perindag), agar siap
mewujudkan Visi RPJPD “Manado Pariwisata Dunia

DISKOP UMKM

USULAN
INOVASI

2025"

Pertumbuhan ekonomi yang belum maksimal merupakan isu strategis yang
terkait dengan PK 2 Penguatan Ekonomi Kota pada rancangan RKPD Kota Manado
tahun 2023. Memang pertumbuhan ekonomi kota Manado tahun 2021 telah
meningkat cukup signfikan menjadi 5.14% dari capaian di tahun 2020 sebesar -
3.13. Akan tetapi, dalam rangka memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, beberapa

upaya yang dilakukan di tahun 2023 adalah:

Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Meningkatnkan sektor perdagangan 